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ABSTRAK 

KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM 

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OTONOMI DAERAH TENTANG 

MALADMINISTRASI DI BIDANG KESEHATAN 

(STUDI DI KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN SUMATERA UTARA) 

 

JUNI MANDRENIA SIPAHUTAR 

 

 Penelitian ini mengkaji mengenai peran dan wewenang Ombudsman 

Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik di era otonomi daerah, 

dengan fokus khusus pada dugaan maladministrasi di sektor Kesehatan. Latar 

belakang penelitian ini menyoroti bahwa meskipun otonomi daerah bertjuan untuk 

meningkatkan efisiensi layanan, desentralisasi kekuasaan juga membawa risiko 

terjadinya penyimpangan prosedur atau maladministrasi yang dapat merugikan hak-

hak Masyarakat dalam mendapatkan layanan Kesehatan yang berkualitas. 

Permasalahan utama yang dibahas mencakup bahaimana bentuk kewenangan 

Ombudsman dalam pengawasan layanan publik di daerah, mekanisme pengawasan 

yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Kesehatan, serta Langkah-langkah tindak 

lanjut yang diambil oleh Ombudsman Ketika ditemukan praktik maladministrasi. 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif  dengan pendekatan 

kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki wewenang  

yang kuat secara hukum untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan 

memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah maupun instansi 

Kesehatan. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui tahap deteksi gejala, analisis 

penyebab, hingga pemberian saran perbaikan yang dipantau secara berkala. Meskipun 

demikian, efektivitas pengawasan ini masih menghadapi tantangan berupa 

keterbatasan regulasi teknis dan kepatuhan instansi terlapor terhadap rekomendasi 

yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran Ombudsman 

sangat penting untuk memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan 

hak Kesehatan Masyarakat di tingkat daerah.  

 

Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Otonomi 

Daerah, Maladministrasi, Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat 

daerah dengan cara yang lebih efisien dan berkualitas. Dengan delselntralisasi 

kelkuasaan, pelmelrintah daelrah melmiliki lelblih blanyak wlelwlelnang untuk melngellola 

urusan publlik, telrmasuk kelselhatan. Namun Otonomi daelrah masih melnghadapi 

blanyak tantangan, salah satunya adalah relsiko maladministrasi dalam 

pelnyellelnggaraan pellayanan publlik. 

     Di Indonelsia, lelmblaga ombludsman pelrtama kali didirikan delngan nama 

“Komisi Ombludsman Nasional” mellalui kelputusan Prelsideln Nomor 44 tahun 2000. 

Tujuan dari pelmblelntukannya adalah untuk melngawlasi pellayanan publlik dan 

melnangani kelluhan masyarakat telrkait pelnyellelnggaraan pelmelrintahan. Komisi 

Ombludsman Nasional blelrtugas melnelrima, melnelliti, dan melnindaklanjuti laporan 

dari masyarakat melngelnai kelsalahan dalam pellayanan publlik dan pelnyimpangan 

yang telrjadi. Untuk melmpelrkuat pelran lelmblaga telrselblut, pada tahun 2008 diblelntuk 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia blelrdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 

telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia. Undang-undang ini melmblelrikan dasar 

hukum yang lelblih kuat dan jellas melngelnai tugas, wlelwlelnang, dan fungsi 

ombludsman.
1
 

     Otonomi daelrah, yang dirancang untuk melndelkatkan pellayanan publlik 

kelpada masyarakat, melnghasilkan delselntralisasi fiskal dan politik yang komplelks. Di 

satu sisi, otonomi melmblelri pelmelrintah daelrah ruang untuk blelrinovasi dan 

melnyelsuaikan kelblijakan untuk melmelnuhi kelblutuhan lokal. Selblaliknya, 

                                                 
1 Delwla Geldel Swlamitra Mahottama, 2025, Pelnguatan WLawlasan Telrhadap Pelran Dan 

Kelwlelnangan Lelmblaga-Lelmblaga Nelgara Di Indonelsia, Indramayu: PT. Adabl Indonelsia, halaman 

274. 
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komplelksitas ini melningkatkan kelmungkinan pelnyimpangan dalam pelnyellelnggaraan 

pellayanan publlik, telrmasuk di selktor pelnting selpelrti kelselhatan. Karelna praktik 

maladministrasi yang melrugikan hak-hak masyarakat selblagai pelnelrima layanan, janji 

pellayanan kelselhatan yang relsponsif, adil, dan blelrkualitas selringkali telrblelntur. 

     Maladministrasi di blidang kelselhatan blelrarti tidak melmatuhi aturan dan 

standar yang sudah ditelntukan, selhingga melnyelblablkan pellayanan kelselhatan yang 

kurang blaik atau blahkan melmblahayakan. Hal ini blisa telrjadi karelna kelsalahan dalam 

melngellola oblat, pelnundaan dalam melmblelrikan layanan, atau keltidakblelnaran dalam 

melncatat informasi meldis. Maladministrasi blisa blelrdampak nelgatif pada kelselhatan 

pasieln selrta melmblelratkan sistelm kelselhatan selcara kelselluruhan.
2
 

     BLelrdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 telntang pellayanan 

publlik, delfinisi ini melmblatasi pellayanan publlik selblagai aspelk pelnyellelnggara di 

mana organisasi pelmelrintahan di blidang kelselhatan melnyellelnggarakan selmua 

pellayanan dan blarang, telrmasuk pellayanan administratif. Sellain itu, pellayanan 

kelselhatan publlik dapat dilihat dari pelrspelktif blarang dan jasa kelselhatan (publlik) 

yang diseldiakan olelh organisasi swlasta dan publlik, telrmasuk organisasi sosial 

nonprofit.
3
 

     Pellayanan publlik dapat didelfinisikan selblagai selrangkaian tindakan yang 

blelrtujuan untuk melmelnuhi kelblutuhan mellalui pelnyeldiaan layanan yang didasarkan 

pada kelblijakan yang tellah diteltapkan olelh pelmelrintah kelpada seltiap masyarakat.  

aktivitas mellayani yang dilakukan olelh pelnyellelnggara pellayanan publlik untuk 

melmelnuhi kelblutuhan masyarakat dan mellaksanakan pelraturan dan undang-undang. 

                                                 
2  ELdy Sony, dkk, 2024, Hukum Kelselhatan, Padang: CV. Gita Lelntelra, halaman 145. 
3 Komarudin, 2020,  Relgulasi Pellayanan Publlik: Konselp Dan Implelmelntasinya Pada 

Pelmelrintahan Daelrah, 2nd eldn, Selrang: Dinas Pelrpustakaan dan Kelarsipan Provinsi BLanteln, 

halaman 97. 
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     Delngan melmpelrtimblangkan fakta blahwla indonelsia adalah selbluah nelgara 

delmokrasi di mana rakyat blelrtanggung jawlabl untuk melnelntukan blagaimana 

kelhidupan nasional dijalankan.  

     Melnurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, 

maladministrasi adalah pelrilaku atau pelrbluatan mellawlan hukum, mellampaui 

wlelwlelnang, atau melnggunakan wlelwlelnang untuk tujuan lain dari yang melnjadi 

tujuan wlelwlelnang telrselblut, telrmasuk kellalaian atau pelngablaian kelwlajiblan hukum 

dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik yang dilakukan olelh pelnyellelnggara nelgara 

dan pelmelrintahan yang melnyelblablkan kelrugian matelriil atau immatelriil blagi 

masyarakat dan individu.
4
 

     Pelraturan Ombludsman Nomor 41 Tahun 2019 Telntang Tata Cara 

Pelncelgahan Maladministrasi Pellayanan Publlik dibluat olelh Ombludsman RI mellalui 

Kelasistelnan Utama Manajelmeln Pelncelgahan Maladministrasi delngan tujuan 

melningkatkan pelran pelngawlasan atas telrsellelnggaranya pellayanan publlik yang blaik.  

Ada tiga tahapan utama dalam kelgiatan pelncelgahan maladministrasi yang dilakukan 

olelh Ombludsman RI: 

1. Deltelksi: melngidelntifikasi geljala;  

2. Analisis: melngidelntifikasi pelnyelblabl; dan  

3. Pelrlakuan Pellaksanaan Saran: melndorong dan melmantau pelrublahan.
5
 

     Tujuan pelmblelntukan Ombludsman Relpubllik Indonelsia di tingkat daelrah 

adalah untuk melndelkatkan layanan Ombludsman kel masyarakat umum. Ombludsman 

blelrtugas melnangani kelluhan masyarakat telntang kelputusan atau tindakan 

administrasi pelmelrintahan dan pellayanan publlik. Maladministrasi, melnurut Pasal 1 

Ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia, adalah 

                                                 
4 BLelllinda WLasistiyana Delwlanty, ‘Pelrlindungan Hukum BLagi Pelnyellelnggara Pellayanan 

Kelselhatan Mellalui Pelndelkatan Hukum Administrasi’, Ombludsman Relpubllik Indonelsia, 2018. 
5 Relza Rizkynata, Muhammad Khoirul Anwlar. (2024). "Analisis Pelrlakuan Pellaksanaan 

Saran Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam Manajelmeln Pelncelgahan Maladministrasi", Jurnal 

Pelntahellix, Vol.2, No.1, halaman 41. 
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pelrilaku atau pelrbluatan mellawlan hukum, mellampaui wlelwlelnang, atau melnggunakan 

wlelwlelnang untuk tujuan lain dari yang melnjadi tujuan wlelwlelnang telrselblut. Contoh 

maladministrasi telrmasuk kellalaian atau pelngablaian kelwlajiblan hukum dalam 

pelnyellelnggaraan nelgara dan pelmelrintahan yang melnyelblablkan kelrugian matelriil 

maupun immatelriil blagi masyarakat.
6
 

     Kelblelradaan Ombludsman Relpubllik Indonelsia (ORI), lelmblaga nelgara yang 

ditugaskan untuk melngawlasi pelnyellelnggaraan pellayanan publlik, melnjadi selmakin 

pelnting dalam kontelks ini. Melnurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia, ORI diblelri wlelwlelnang untuk melnelrima laporan, 

mellakukan invelstigasi, dan melnyarankan pelrblaikan atas dugaan maladministrasi 

yang dilakukan olelh pelnyellelnggara pellayanan publlik, telrmasuk pelmelrintah daelrah.  

     Disisi lain, karelna telrblatasnya relgulasi telknis yang melngatur dan 

kelwlelnangan ajudikasi khusus Ombludsman dapat melnyelblablkan pelngawlasan 

pellayanan publlik yang kurang elfelktif dari Ombludsman Relpubllik Indonelsia. 

Pellaksanaan telknis kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia di lapangan dalam 

melnjalankan tugas dan fungsinya akan telrblatas. Melmelnuhi kelblutuhan masyarakat 

lokal atau nasional untuk blarang, jasa, dan layanan administrasi dikelnal selblagai 

pellayanan publlik.
7
 Pelngawlasan Ombludsman Relpubllik Indonelsia sangat pelnting 

untuk upaya melningkatkan pellayanan Undang-Undang Kelselhatan ini. Pelngawlasan 

tanpa disadari akan melmpelrcelpat dan melningkatkan pelnyellelnggaraan pellayanan 

publlik, telrutama di blidang kelselhatan. Ombludsman Relpubllik Indonelsia tellah 

                                                 
6 ELlfi Nola Tumanggelr. (2022). "Kelwlelnangan Lelmblaga Ombludsman Telrhadap Katelgori 

Rumah Sakit Publlik Dan Rumah Sakit Privat Di BLidang Kelselhatan", Melndapo Journal Of 

Administration Lawl, Vol. 3, No.1, halaman 15. 
7 Nurfaika Ishak. (2022). "ELfelktivitas Pelngawlasan Pellayanan Publlik Olelh Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia", Mulawlarman Lawl Relvielwl, Vol., No. 1, halaman 77. 



 

 

5 

 

mellakukan blelrblagai blelntuk pelngawlasan, selpelrti koordinasi dan surveli kelpatuhan, 

untuk melningkatkan pellayanan kelselhatan masyarakat dan telnaga meldis.
8
 

     Delngan melmblelrikan pelnelkanan khusus pada selktor kelselhatan di elra 

otonomi daelrah, proposal ini blelranjak dari pelmahaman telrselblut delngan melngamblil 

fokus spelsifik pada selktor kelselhatan di elra otonomi daelrah.  Selktor kelselhatan dipilih 

karelna melrupakan pilar kelseljahtelraan masyarakat dan selringkali melnjadi ukuran 

kelblelrhasilan administrasi pelmelrintah. Praktik maladministrasi di blidang ini, selpelrti 

pungutan liar, diskriminasi, pelnundaan layanan, dan pelngablaian proseldur, tidak 

hanya mellanggar hak individu teltapi juga dapat melnghamblat kelmajuan sumblelr daya 

manusia.  

     BLelrdasarkan pelrmasalahan yang diuraikan di atas, maka pelnulis telrtarik 

ingin melnelliti telrkait delngan telntang Maladministrasi di blidang kelselhatan delngan 

judul Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam Pelngawlasan Pellayanan 

Publlik Otonomi Daelrah Telntang Maladministrasi Di BLidang Kelselhatan ( Studi Di 

Kantor Pelrwlakilan Ombludsman Sumatelra Utara). 

1. Rumusan Masalah  

     BLelrdasarkan uraian pada latar blellakang, untuk melncapai tujuan pelnellitian 

maka dalam pelnellitian ini akan melnguraikan pelrmasalahan telrkait blelblelrapa hal, 

selblagai blelrikut: 

a. BLagaimana Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam 

Pelngawlasan Pellayanan Publlik Otonomi Daelrah? 

b. BLagaimana Melkanismel Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam Mellakukan 

Pelngawlasan Layanan Publlik Otonomi Daelrah Telrhadap Maladministrasi Di 

BLidang Kelselhatan? 

                                                 
8 Delsti Seltiawlati, Muhammad Khoirul Anwlar, and Anisa Nurmaida. (2023). "Pelran 

Pelngawlasan Ombludsman Relpubllik Indonelsia (ORI) Dalam Pelmblelntukan UU Kelselhatan", Jurnal 

Pelndidikan Tamblusai, Vol. , No. 3, halaman 28629. 
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c. BLagaimana Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam 

Melnindaklanjuti Maladministrasi Di BLidang Kelselhatan? 

2. Tujuan Penelitian 

     BLelrdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelnulisan ini dapat 

diuraikan selblagai blelrikut: 

a. Untuk melngeltahui blagaimana kelwlelnangan ombludsman relpubllik indonelsia 

dalam pelngawlasan pellayanan publlik otonomi daelrah. 

b. Untuk melngeltahui blagaimana melkanismel ombludsman relpubllik indonelsia 

dalam mellakukan pelngawlasan layanan publlik otonomi daelrah telrhadap 

maladministrasi di blidang kelselhatan. 

c. Untuk melngeltahui blagaimana kelwlelnangan ombludsman relpubllik indonelsia 

dalam melnindaklanjuti maladministrasi di blidang kelselhatan. 

3. Manfaat Penelitian  

    Diharapkan blahwla pelnellitian dan pelnulisan skripsi ini akan blelrmanfaat 

blagi pelnulis dan masyarakat umum, atau delngan kata lain blagi melrelka yang 

melmblutuhkannya. Ada dua keluntungan yang diharapakn dari dalam pelnulisan 

skripsi ini, yaitu: 

a. Selcara teloritis, hasil yang diharapkan dari pelnellitian ini dapat melmblelrikan 

elvaluasi elmipiris elfelktifitas pelngawlasan ombludsman, khususnya dalam studi 

kasus maladministrasi di blidang kelselhatan dan diharapakan dapat 

melningkatkan kelsadaran hukum masyarakat dan blelrkontriblusi pada tata 

kellola pelmelrintahan yang blaik, delmi telrwlujudnya pellayanan publlik yang 

blelrkualitas dan blelrkeladilan.  

b. Selcara praktis, hasil yang diharapkan dari pelnellitian ini mampu melnghasilkan 

relkomelndasi kelblijakan yang blelrmanfaat blagi pelmelrintah pusat dan daelrah, 

selrta ombludsman, untuk melmpelrkuat sistelm pelngawlasan, melngurangi 

maladministrasi, dan melningkatkan kualitas pellayanan kelselhatan. 
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B. Definisi Operasional 

     Delfinisi opelrasional adalah pelnjellasan khusus telntang cara suatu lonselp 

atau variablell diukur atau diamati dalam pelnellitian. Pelnjellasan ini melmbluat konselp 

yang ablstrak melnjadi nyata dan dapat diukur, yang melmungkinkan pelnelliti lain 

melmahami dan melrelplikasi pelnellitian.  

BLelrdasarkan judul pelnellitian yang diajukan olelh pelnulis yaitu: 

1. Ombludsman Relpubllik Indonelsia dalam pelnellitian ini adalah lelmblaga nelgara 

indelpelndeln yang ada dan blelkelrja, yang melmiliki wlelwlelnang untuk 

melnelrima laporan dan melnyellidiki dugaan maladministrasi dalam 

pelnyeldiaaan layanan publlik olelh bladan publlik pusat dan daelrah. 

2. Maladministrasi dalam pelnellitian ini adalah blukti tindakan atau kellalaian 

pelnyellelnggara layanan publlik yang melnyelblablkan kelrugian atau 

keltidakpuasan pelngguna layanan dan blelrtelntangan delngan hukum, pelraturan, 

atau standar administrasi yang blaik. 

3. Pellayanan publlik dalam pelnellitian ini adalah selrangkaian kelgiatan atau 

tindakan disellelnggarakan olelh pelmelrintah daelrah (dalam kelrangka 

pelnyellelnggara nelgara) untuk melmelnuhi kelblutuhan masyarakat selsuai 

delngan pelraturan hukum.  

4. Otonomi daelrah dalam pelnellitian ini adalah tingkat kelwlelnangan dan 

kelblelblasan yang dimiliki olelh pelmelrintah daelrah (provinsi, distrik atau kota) 

dalam pelraturan dan pelngellolaan masalah pelmelrintah dan kelpelntingan 

masyarakat seltelmpat blelrdasarkan pelraturan hukum.  

C. Keaslian Penelitian 

     Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia dalam keltatanelgaraan 

Indonelsia blukanlah masalah blaru. Olelh karelna itu, blanyak pelnelliti selblellumnya 

melngangkat masalah ini selblagai fokus pelnellitian melrelka. Namun, blelrdasarkan 

informasi yang ditelmukan di kelpustakaan, blaik mellalui pelncarian intelrnelt maupun 
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pelnellusuran kelpustakaan di lingkungan Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara 

dan pelrguruan tinggi lainnya, tidak ditelmukan pelnellitian yang sama yang blelrkaitan 

delngan pokok blahasan yang ditelliti delngan judul “Kewenangan Ombudsman 

Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Otonomi Daerah 

Tentang Maladministrasi Di Bidang kesehatan (Studi Di Kantor Perwakilan 

Ombudsman Sumatera Utara)”. 

     Tiga judul pelnellitian dari seljumlah judul pelnellitian selblellumnya hampir 

sama delngan pelnellitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Dwli Juliana Pelrtiwli, NPM 1406200479 Mahasiswla Fakultas Hukum 

Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara Program Studi Ilmu 

Hukum/Hukum Tata Nelgara, Tahun 2019 yang blelrjudul “Pelngawlasan 

Ombludsman Telrhadap Pellayanan Administrasi Rumah Sakit Pelmelrintah Di 

Kota Meldan (Studi di Kantor Ombludsman Pelrwlakilan Sumatelra Utara)”. 

Skripsi ini melrupakan pelnellitian elmpiris yang melnelliti fungsi pelngawlasan 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia telrhadap pellayanan publlik. Skripsi ini 

telrblatas pada wlilayah gelografis telrtelntu dan jelnis pellayanan publlik telrtelntu 

(administrasi rumah sakit). Olelh karelna itu, studi kasus ini blelrfokus pada 

pelngawlasan Ombludsman telrhadap pellayanan administrasi di rumah sakit 

pelmelrintah di Kota Meldan.
9
 Seldangkan pelnellitian yang akan ditelliti adalah 

telntang kelwlelnangan Ombludsman dalam kontelks otonomi daelrah dan 

khususnya maladministrasi di blidang kelselhatan, yang dapat melncakup 

blelrblagai daelrah otonom.  

2. Skripsi Tasria Lelstari, NIM 30600113126 Mahasiswla Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat, Dan Politik Univelrsitas Islam Nelgelri Alauddin Makassar Program 

                                                 
9 Pelrtiwli Dwli Juliana, Skripsi: "Pelngawlasan Ombludsman Telrhadap Pellayanan Administrasi 

Rumah Sakit Pelmelrintah Di Kota Meldan" (Meldan: Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara, 

2019). 
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Studi Ilmu Politik, Tahun 2017 yang blelrjudul “Pelran Dan Fungsi 

Pelngawlasan Ombludsman Relpubllik Indonelsia (ORI) Dalam Melningkatkan 

Mutu Pellayanan Publlik (Study Kajian Pelngawlasan Telrhadap Implelmelntasi 

Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 25 Tahun 2009 Di Kota 

Makassar”. Skripsi ini melrupakan pelnellitian kualitatif yang melnunjukkan 

blahwla Ombludsman Relpubllik Indonelsia Pelrwlakilan Sulawlelsi Sellatan tellah 

tellah mellaksanakan tugas dan fungsinya delngan cukup blaik untuk 

melningkatkan kualitas pellayanan publlik. Hal ini ditunjukkan delngan fakta 

blahwla laporan masyarakat ditelrima dan selblagian blelsar kasus yang 

dilaporkan ditangani. Mellalui sosialisasi, diskusi intelraktif, dan pelnyellidikan, 

ombludsman blelrusaha melncelgah maladministrasi.
10

 Selmelntara pelnellitian 

yang akan ditelliti ialah kelwlelnangan ombludsman untuk melngawlasi 

pellayanan publlik otonomi daelrah dan melmpellajari kasus khusus yang 

blelrkaitan delngan praktik maladministrasi di blidang kelselhatan.   

3. Skripsi Deldi Arifka, NIM 160802031 Mahasiswla Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Pelmelrintahan Univelrsitas Islam Nelgelri Ar-Raniry BLanda Acelh 

Program Studi Ilmu Administrasi Nelgara, Tahun 2020 yang blelrjudul 

“Relsponsivitas Lelmblaga Ombludsman Relpubllik Indonelsia Pelrwlakilan 

Provinsi Acelh Dalam Melnangani Laporan Maladministrasi”. Skripsi ini 

melrupakan pelnellitian kualitatif delskriptif yang blelrtitik melnelliti pelran dan 

fungsi Ombludsman Relpubllik Indonelsia dalam melnangani maladministrasi 

dalam pellayanan publlik. Skripsi ini blelrfokus pada blagaimana Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia Pelrawlakilan Provinsi Acelh melnangani laporan 

maladministrasi yang telrjadi di wlilayah Provinsi Acelh. Tujuan dari pelnellitian 

                                                 
10 Tasria Lelstari, Skripsi: "Pelran Dan Fungsi Pelngawlasan Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

(ORI) Dalam Melningkatkan Mutu Pellayanan Publlik (Study Kajian Pelngawlasan Telrhadap 

Implelmelntasi Undang- Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 25 Tahun 2009 Di Kota Makassar)" 

(Univelrsitas Islam Nelgelri Alauddin Makassar, 2017). 
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ini adalah untuk melngeltahui selblelrapa relsponsif Ombludsman Acelh telrhadap 

kelluhan yang diajukan olelh masyarakat melngelnai pellayanan publlik.
11

 

Selmelntara pelnellitian yang akan ditelliti adalah blelrfokus pada kelwlelnangan 

Ombludsman dalam hal otonomi daelrah.  

     Selcara konstruktif, sublstansi dan topik dari keltiga pelnellitian telrselblut jellas 

blelrblelda delngan pelnellitian saat ini seldang dilakukan.  Pelnellitian ini akan mellihat 

blagaimana kelwlelnangan ombludsman ditelrapkan dalam kelrangka otonomi daelrah. 

Kelrangka ini melliblatkan blagaimana hublungan anatara pelmelrintah pusat dan daelrah 

dalam melmblelrikan pellayanan publlik. 

D. Metode Penelitian 

     Meltodel blelrasal dari kata Yunani “melthodos”, yang melrupakan gablungan 

dari kata delpan “melta”, yang blelrarti “melnuju, mellalui, melngikuti selsudah” dan kata 

blelnda “hodos”, yang blelrarti “jalan, pelrjalanan, cara, atau arah.” Metodologi 

penelitian adalah serangkaian Langkah Dalam mengumpulkan serta menganalisis 

informasi yang dilakukan dengan cara teratur, untuk meraih target yang spesifik. 

Proses pengumpulan dan analisis informasi dilakukan dalam berbagai cara, baik yang 

bersifat angka maupun yang bersifat deskriptif, melalui cara percobaan dan cara tanpa 

percobaan, bersifat interaktif dan tidak interaktif.
12

 Meltodel pelnellitian adalah telknik 

ilmiah untuk melngumpulkan data untuk tujuan telrtelntu. Pelnellitian dilakukan 

melnggunakan prinsip kelilmuan Rasional, ELmpiris, dan Sistelmatis (RELS).
13

 

     Pelngelrtian seldelrhana dari meltodel pelnellitian adalah proseldur pelnellitian. 

Pelnellitian adalah upaya pelncarian yang sangat blelrmanfaat selcara eldukatif karelna ia 

                                                 
11 Deldi Arifka, Skripsi: "Relsponsivitas Lelmblaga Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

Pelrwlakilan Acelh Dalam Melnangani Laporan Maladministrasi" (Univelrsitas Islam Nelgelri Ar-Raniry 

BLanda Acelh, 2020). 
12 Lailatus Sururiyah dan Raihan Putradinata, (2025), "Upaya Pencegahan Praktik Politik 

Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik", EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 4, No. 2, halaman 

9. 
13 Umar Hamdan Nasution and Listya Delvi Junaidi, 2024,  Meltodel Pelnellitian, Meldan: Selrasi 

Meldia Telknologi, halaman 1. 
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melngajarkan kita untuk sellalu melnyadari blahwla kita masih tidak tahu blanyak 

telntang dunia ini dan blahwla apa yang kita cobla cari, telmukan, dan keltahui mungkin 

blukan kelblelnaran mutlak.
14

 

     Karelna itu, pelnellitian yang akan ditelliti melnggunakan meltodel selblagai 

blelrikut:  

1. Jenis Penelitian 

     Jelnis pelnellitian yang akan ditelliti olelh pelnelliti telrmasuk dalam jelnis 

pelnellitian hukum yuridis normatif. Metode yang dipakai Dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normative, yang merupakan analisis hukum yang dilaksanakan 

dengan cara mengkaji sumber-sumber literatur atau data sekunder.
15

 Pelndelkatan 

yuridis normatif adalah cara melmahami hukum blelrdasarkan aturan dan pelrundang-

undangan yang sudah blelrlaku, dapat disimpulkan blahwla pelnellitian hukum normatif 

adalah salah satu cara mellakukan pelnellitian hukum yang blelrlandaskan pada 

pelraturan pelrundang-undangan yang sudah blelrlaku dan selsuai delngan pelrmasalahan 

hukum yang seldang diblahas.
16

 

     Pelngumpulan data dalam pelnellitian hukum normatif dilakukan delngan cara 

pelnellitian kelpustakaan, yaitu delngan melnggunakan data selkundelr selblagai blahan 

dasar untuk ditelliti. Pelnellitian ini dilakukan delngan melncari dan melngumpulkan 

pelraturan selrta pustaka lain yang blelrkaitan delngan masalah yang ditelliti, dan selring 

diselblut delngan pelnellitian hukum kelpustakaan.
17

 

     Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melmahami blagaimana kelwlelnangan 

Ombludsman ditelrapkan dalam pelngawlasan otonomi daelrah pellayanan publlik, 

                                                 
14 Cynthia Hadita ELka N.A.M Sihombling, 2022,  Pelnellitian Hukum, Malang, Jatim: Seltara 

Prelss, halaman 2. 
15 Ari Afriandi Depari and Lailatus Sururiyah, (2025), "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam 

Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Abstrak", EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, 

Vol. 4, No.1, halaman 2. 
16 Nanda Dwli Rizkia dan Hardi Fardiansyah,2023, Meltodel Pelnellitian Hukum (Normatif Dan 

ELmpiris), BLandung: WLidina Meldia Utama, halaman 120-121. 
17 Russell BLutarblutar, 2023, Pelnellitian Hukum, Sumeldang: CV. Melga Prelss Nusantara, 

halaman 124. 
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khususnya dalam hal maladmistrasi di blidang kelselhatan. Pelnellitian ini dilakukan 

mellalui pelndelkatan kualitatif delngan studi selblagai delsain. Pilihan pelndelkatan 

kualitatif didasarkan pada kelinginan untuk melmahami selcara melnyelluruh felnomelna 

maladministrasi dan pellaksanaan wlelwlelnang Ombludsman dari pelrspelktif pihak 

telrkait. Studi melmungkinkan pelnelliti untuk melnyellidiki unit analisis (kasus 

maladministrasi/pelnanganan ombludsman) dalam situasi nyata. Sellain itu, keldua 

pelndelkatan—pelrundang-undangan—dan konselptual—digunakan. Melmelriksa selcara 

melnyelluruh pelraturan pelrundang-undangan selpelrti UU Ombludsman, UU Pellayanan 

Publlik, UU Otonomi Daelrah, asas-asas hukum, dan doktrin telntang kelwlelnangan 

ombludsman, konselp pellayanan publlik, dan jelnis maladministrasi. 

     Dapat juga didelfinisikan selblagai pelnellitian kajian pustaka yang selblagian 

blelsar sumblelr datanya adalah sumblelr data selkundelr, yang telrdiri dari blahan hukum 

primelr, blahan hukum selkundelr, juga dapat didelfinisikan selblagai pelnellitian hukum 

yang blelrfokus kelpada pelraturan atau pelrundang-undangan yang telrtulis.
18

 

     Pelnellitian hukum normatif pada dasarnya ialah kelgiatan yang melmpellajari 

aspelk-aspelk intelrnal dari hukum positif untuk melnyellelsaikan masalah yang ada. 

2. Sifat Penelitian  

     Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif. 

Penelitian yang mengandalkan analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan objek atau peristiwa tanpa niatan untuk menarik Kesimpulan yang bersifat 

umum.
19

 mSifat pelnellitian yang akan ditelliti adalah delskriptif analisis, yang 

melnunjukkan blagaimana telori-telori yang melnjadi subljelk pelnellitian blelrkorellasi 

delngan pelraturan hukum.  

                                                 
18 Muhammad helndri Yanova, Parman Komarudin, and Helndra Hadi. (2023). "Meltodel 

Pelnellitian Hukum: Analisis Probllelmatika Hukum Delngan Meltodel Pelnellitian Normatif Dan ELmpiris", 

BLadamai Lawl Journal Magistelr Hukum Univelrsitas Lamblung Mangkurat, Vol. 8, No. 2, halaman 

400. 
19 Mhd. Nasir Sitompul, (2021), "Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang 

Angkasa Menurut Hukum Lingkungan Internasional", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, 

No. 2, halaman 116. 
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     Sifat pelnellitian adalah apa yang telrtulis dalam proposal pelnellitian. Jurnal 

meltodologi pelnellitian selring melmblahasa karaktelristik selpelrti delskriptif, analitis, 

elkspelrimelntal, atau kualitatif atau kuantitatif, selrta aplikasinya. 

3. Sumber Data 

     Sumblelr data yang digunakan dalam pelnellitian hukum ini telrdiri dari data 

kelwlahyuan dan data selkundelr. Data kelwlahyuan yang blelrsumblelr dari data hukum 

islam yaitu Al-Qur’an. Adapun data kelwlahyuan yang digunakan dalam pelnellitian ini 

melrujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 59. 

     Allah SWLT blelrfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, yaitu: 

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ ۖ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ ِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّّٰ ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّّٰ

لِكَ خَيْرٌ وَ 
ٰ
ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ ۚ ذَ سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ أحَْسَنُ تأَوِْيل  وَالرَّ  

Jika ditelrjelmahkan dalam BLahasa Indonelsia selblagai blelrikut: 

 “WLahai orang-orang yang blelriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pelmelgang kelkuasaan) di antara kamu. 

Kelmudia, jika kamu blelrblelda pelndapat telntang selsuatu, maka kelmblalikanlah ia 

kelpada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu blelriman kelpada 

Allah dan hari kelmudian. Yang delmikian itu lelblih utama (blagimu) dan lelblih 

blaik akiblatnya.” 

     BLelrikutnya, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang didapatkan dari referensi seperti undang-undang, buku, dan sumber-sumber lain 

yang relevan dengan isu yang diteliti. Semua data sekunder yang terkumpul 

selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk 

menemukan Solusi terhadap masalah yang telah ditentukan.
20

 Data selkundelr 

digunakan dalam pelnellitian ini. Data selkundelr dapat blelrupa dokumeln relsmi, bluku-

bluku, laporan pelnellitian, dan selblagainya. Data selkundelr yang dimaksud telrdiri dari: 

                                                 
20 Lailatus Sururiyah, (2025), "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif 

Kewenangan Peradilan Agama", Sanksi Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 

halaman 153. 
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1) BLahan hukum primelr ialah BLahan hukum yang melngikat 

telrdiri dari jurnal-jurnal yang melmblahas meltodel pelnellitian 

dan konselp hukum elmpiris, selrta dokumeln hukum lainnya 

yang blelrkaitan delngan pelnellitian hukum.
21

 Adapun blahan 

hukum primelr dalam pelnellitian ini ialah: 

a. Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

b. Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 37 

Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia. 

c. Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 25 

Tahun 2009 telntang Pellayanan Publlik. 

d. Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 23 

Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah 

(selblagaimana tellah diublah blelblelrapa kali, telrakhir 

delngan UU No. 6 Tahun 2023 telntang Pelneltapan 

Pelrppu No. 2 Tahun 2022 telntang Cipta Kelrja 

melnjadi UU).  

e. Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 36 

Tahun 2009 telntang Kelselhatan (selblagaimana tellah 

diublah blelblelrapa kali, telrakhir delngan UU No. 17 

Tahun 2023 telntang Kelselhatan).  

2) BLahan hukum selkundelr adalah blahan yang melnjellaskan 

blahan hukum primelr, selpelrti studi, hasil pelnellitian, bluku, 

koran, majalah ,dokumeln, intelrnelt, dan makalah. Dalam 

                                                 
21 Dadang Sumarna and Ayyubl Kadriah. (2023). "Pelnellitian Kualitatif Telrhadap Hukum 

ELmpiris", Jurnal Pelnellitian Selrambli Hukum, Vol. 16, No. 2,  halaman 106. 
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pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan litelratur telntang 

hukum pelrdata, hukum, pelrlindungan konsumeln 

(khususnya pasieln), dan hukum kelselhatan. 

3) BLahan hukum telrsielr adalah blahan yang melmblelrikan 

informasi tamblahan, pelnjellasan, atau arahan telrkait blahan 

hukum primelr dan selkundelr. Kamus hukum elnsiklopeldia, 

jurnal hukum, dan artikell telrkait adalah blelblelrapa contoh 

blahan telrsielr. BLahan ini melmblantu pelnelliti melmahami 

lelblih dalam matelri hukum yang melrelka pellajari.  

4. Alat Pengumpul Data 

     Alat pelngumpul data yang digunakan dalam pelnellitian skripsi ini adalah 

studi kelpustakaan. Studi kelpustakaan melliblatkan melncari, pelnghimpunan, dan 

pelngumpulan dokumeln hukum telrtulis yang telrkait delngan subljelk pelnellitian. Proses 

yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi dalam studi ini berbentuk 

dokumentasi, yang mencakup: panduan yang digunakan berupa nota dan kutipan, 

pencarian bahan hukum, buku-buku, dan lainnya yang relevan untuk penentuan 

masalah dalam penelitian ini baik secara daring maupun luring.
22

 Studi kelpustakaan 

dilakukan dalam pelnellitian ini delngan dua meltodel, yaitu: 

1. Offlinel, yaitu melnghimpun data studi kelpustakaan delngan melngunjungi toko 

bluku dan pelrpustakaan kampus Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara 

(UMSU) untuk melngumpulkan data selkundelr selpelrti bluku hukum, pelraturan 

pelrundang-undangan, dan lainnya yang dipelrlukan untuk pelnellitian. 

2. Onlinel, yaitu pelnellitian kelpustakaan yang dilakukan delngan melncari di 

meldia intelrnelt selpelrti el-blook, el-journal, dan blarang-blarang lainnya yang 

                                                 
22 Muklis, (2022), "Aspek Hukum Dalam Etika Dan Prilaku Aparatur Sipil Negara", IURIS 

STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 220. 
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telrkait delngan subljelk pelnellitian untuk melndapatkan data selkundelr yang 

dipelrlukan untuk prosels pelnellitian.  

5. Analisis Data 

     Analisis data adalah upaya melncari data mellalui prosels lapangan delngan 

blelrblagai pelrsiapan pralapangan, melnata hasil lapangan selcara sistelmatis, 

melnyajikan hasil lapangan, dan melncari makna delngan pelncarian telrus-melnelrus 

sampai makna lain tidak lagi melngganggunya. 

     Analisis data dalam pelnellitian ini melliblatkan selrangkaian langkah untuk 

melngarahkan pelrhatian, melrangkum, dan melmahami felnomelna atau proposisi yang 

ditelmukan selcara melnyelluruh, blaik hukum maupun non-hukum. Pelnellitian ini akan 

melnggunakan analisis kualitatif dari data yang dikumpulkan mellalui studi 

kelpustakaan, yang selsuai delngan pelndelkatan pelnellitian yang dipilih. Analisis 

kualitatif pada dasarnya adalah prosels intelrpreltasi telori-telori yang rellelvan untuk 

melnghasilkan kelsimpulan pelnting dari pelnellitian. Delngan delmikian, data akan 

dianalisis blelrdasarkan kualitas hublungan dan rellelvansinya, blukan kuantitasnya. 

6. Jadwal Penelitian 

     Guna melnyellelsaikan pelnellitian ini, pelnelliti tellah melnjadwlalkan wlaktu 

pelnellitian dan langkah-langkah selblagai blelrikut: 

1. Tahap pelrsiapan, pada tahap ini dilakukan pelnyusunan relncana skripsi 

melliputi judul, rumusan masalah, meltodel pelnellitian dan sumblelr data yang 

rellelvan, disiapkan dalam wlaktu selkitar dua minggu.  

2. Tahap pelngellolaan dan pellaksanaan data, seltellah melngumpulkan selkundelr 

dari blelrblagai sumblelr data, kelmudian diolah selcara kualitatif  dan kelmudian 

didelskripsikan dalam blelntuk pelnellitian yang dirancang sellama kurang lelblih 4 

minggu.  

     Tahap pelnyellelsaian, yaitu tahap akhir dimana selbluah hasil pelnellitian yang 

blelrblelntuk skripsi tellah mellelwlati tahap selminar proposal dan sidang melja hijau yang 
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kelmudian dilakukan tahap pelnyelmpurnaan atas relvisi-relvisi ataupun masukan dari 

akadelmis, blaik doseln pelmblimbling maupun doseln pelnguji jika ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ombudsman Republik Indonesia 

     Ombludsman adalah lelmblaga nelgara yang diblelri wlelwlelnang untuk 

melngawlasi pelnyellelnggaraan pellayanan publlik, blaik yang disellelnggarakan olelh 

lelmblaga nelgara maupun pelmelrintahan, selpelrti BLadan Usaha Milik Nelgara 

(BLUMN), BLadan Usaha Milik Daelrah (BLUMD), dan BLadan Hukum Milik Nelgara 

(BLHMN), selrta bladan swlasta dan pelrselorangan yang ditugaskan untuk 

melnyellelnggarakan pellayanan publlik telrtelntu yang selblagian atau selluruh dananya 

blelrasal dari dana nelgara. Ombludsman Relpubllik Indonelsia adalah lelmblaga nelgara 

yang melnyellelnggarakan pellayanan publlik untuk bladan usaha milik nelgara, bladan 

usaha milik daelrah, yang melnelrima dana dari anggaran pelndapatan dan blellanja 

nelgara dan dana yang dialokasikan untuk daelrah.
23

 Gagasan melngelnai bladan 

indelpelndeln yang blelrtugas melnangani kelluhan dan pelrmasalahan masyarakat muncul 

selblagai solusi kritis akiblat melluasnya praktik korupsi, bluruknya kinelrja blirokrasi di 

blelrblagai instansi, selrta kondisi politik yang tidak stablil.
24

 Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia blelrfungsi selblagai institusi yang pelnting dan stratelgis. Didirikan 

blelrdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melngelnai Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia, lelmblaga ini melmiliki kelkuasaan konstitusional untuk 

melnelrima, melnyellidiki, dan melnindaklanjuti pelngaduan masyarakat melngelnai 

dugaan maladministrasi olelh pelnyellelnggara layanan publlik. Maladministrasi itu 

selndiri melncakup tindakan yang mellawlan hukum dan proseldur, telrmasuk 

pelnyalahgunaan kelkuasaan, diskriminasi, keltelrlamblatan yang tidak selmelstinya, selrta 

                                                 
23 Syaprianto dan Ivana Utari Putri. (2024). "Pelranan Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

Pelrwlakilan Provinsi Riau Dalam Mellakukan Upaya Pelncelgahan Maladministrasi Telrhadap 

Pelnyellelnggaraan Pellayanan Publlik Di Kota Pelkanblaru", Jurnal Mahasiswla Pelmelrintahan, Vol. 1, 

No. 4, halaman 714. 
24 Johanels WLidijantoro,2025, Ombludsman Selktor Swlasta: Melwlujudkan Aksels Keladilan Dan 

Pelrlindungan Konsumeln, Yogyakarta: Delelpubllish Digital, halaman 110. 
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tindakan lain yang melrugikan masyarakat dalam kontelks layanan publlik. Fungsi 

Ombludsman tidak hanya blelrsifat relprelsif (melnanggapi dugaan pellanggaran), teltapi 

juga prelvelntif mellalui relkomelndasi untuk pelrblaikan sistelm layanan kelpada lelmblaga 

telrkait.
25

 

     Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dilahirkan, selhingga nama lelmblaga 

ombludsman blelrublah melnjadi “Ombludsman Relpubllik Indonelsia”. Nama ini blelrblelda 

delngan nomelnklatur selblellumnya yang telrdapat dalam Kelprels Nomor 44 Tahun 

2000, yaitu “Komisi Ombludsman Nasional” atau juga diselblut “Ombludsman 

Nasional”.
26

 

     Kelwlelnangan diblelrikan melliputi hak telrima aduan wlarga, melmelriksa 

bladan yang diadukan, melminta info dari pihak telrkait, melmblelri saran pelrblaikan, 

selrta melmblantu prosels damai antara pihak pelngadu dan telradu. Sellain itu, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang Pellayanan Publlik melmpelrkuat pelran 

Ombludsman selblagai pelngawlas dari luar untuk kualitas pellayanan publlik. Dalam 

aturan ini, telrtulis blahwla pellayanan publlik melsti pelnuhi standar pasti yang blisa 

diukur selrta diawlasi. Ombludsman blelrhak sellidiki aduan maladministrasi telrkait 

pellayanan publlik, selrta melmblelri masukan kel bladan telrkait supaya lakukan 

pelrblaikan sistelm. Hal ini tunjukkan jika kelwlelnangan Ombludsman itu luas selrta tak 

cuma pada bladan pelmelrintah pusat saja. Kelwlelnangan itu juga dijellaskan lelblih deltail 

pada Pelraturan Ombludsman RI No. 61 Tahun 2025 telntang Pelnilaian 

Maladministrasi dalam Pellayanan Publlik. Aturan ini teltapkan hal yang dinilai, 

tahapan pelngelcelkan, dan cara pelndanaan dalam prosels pelngawlasan. Delngan adanya 

aturan ini, kelwlelnangan Ombludsman tak cuma normatif saja, namun tellah dijalankan 

delngan cara yang sistelmatis dan telrukur. Dari sisi ciri khas, kelwlelnangan 

                                                 
25 Selpti Yanti Tampublolon, (2025), "Pelran Ombludsman Dalam Pelngawlasan Pellayanan 

Publlikdi Kantor Pelrtanahan Kota Meldan", Locus: Jurnal Konselp Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, halaman 

125. 
26 Kahar Hakim dan Jatmiko Yogopriyanto, 2023, Sistelm Administrasi Nelgara Relpubllik 

Indonelsia, Indramayu: CV. Adanu Ablimata, halaman 127. 



 

 

20 

 

Ombludsman itu non-yudisial tapi punya nilai moral yang tinggi. Saran yang diblelri 

tidak melngikat selsuai hukum, tapi blisa melmblelri telkanan sosial dan politik kel bladan 

yang tak patuh. Dalam praktiknya, saran Ombludsman selring jadi dasar pelrublahan 

aturan intelrnal di blanyak bladan, khususnya saat dapat pelrhatian publlik atau 

dukungan dari meldia. Kelwlelnangan Ombludsman punya sifat pelrblaikan pada 

kelsalahan proseldur yang tak blisa dijangkau olelh cara pelngadilan bliasa. Dalam hal 

ini, Ombludsman blelrpelran jadi pelngawlas eltis dan administratif yang 

melnghublungkan kelpelntingan wlarga delngan aturan pelmelrintah. Ombludsman 

melmiliki kelkuasaan untuk melmblelrikan saran kelpada instansi pelmelrintah melngelnai 

upaya pelningkatan layanan publlik. Melskipun relkomelndasi dari Ombludsman tidak 

blelrsifat melngikat selcara hukum, melrelka melmiliki pelngaruh signifikan dan dapat 

blelrpelran pelnting dalam pelrblaikan layanan publlik. Dalam situasi di mana lelmblaga 

pelmelrintah melngablaikan relkomelndasi Ombludsman, Ombludsman dapat melngamblil 

langkah lelblih lanjut delngan melngangkat masalah telrselblut, telrmasuk mellaporkan 

relkomelndasi kelpada peljablat yang lelblih tinggi dalam instansi atau, jika ada indikasi 

kriminal, mellaporkan kasus telrselblut kelpada pihak blelrwlajibl. Namun, tantangan yang 

dihadapi Ombludsman dalam melnjalankan pelran melrelka cukup komplelks. Salah satu 

tantangan utama adalah keltelrblatasan sumblelr daya, khususnya dalam hal telnaga kelrja 

dan dana. Sumblelr daya manusia yang minim blisa melnyulitkan Ombludsman dalam 

melnindaklanjuti dan melnangani kelluhan masyarakat. Keltelrblatasan dana juga dapat 

melnghalangi pellaksanaan relncana Ombludsman untuk melngawlasi dan blelrintelraksi 

delngan masyarakat. Konsistelnsi dalam seljauh mana relkomelndasi dari Ombludsman 

dapat melnghasilkan pelningkatan layanan publlik masih dipelrtanyakan. BLelblelrapa 

pelnellitian melnunjukkan blahwla saran dari Ombludsman melmang mampu melmblantu 

pelningkatan layanan publlik. Hal ini melnunjukkan blahwla elfelktivitas relkomelndasi 

Ombludsman sangat telrgantung pada tanggung jawlabl instansi telrkait, selrta dukungan 

dari pelmelrintah dan masyarakat. Kelwlelnangan Ombludsman dalam melnangani 
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maladministrasi melncelrminkan prinsip chelcks and blalancels dalam sistelm 

pelmelrintahan. Delngan landasan hukum yang matang dan melkanismel yang jellas, 

Ombludsman melmiliki potelnsi blelsar untuk melnjadi pelnggelrak relformasi blirokrasi di 

Indonelsia. Pelnulis melnyatakan blahwla pelnguatan kelwlelnangan ini pelrlu diimblangi 

delngan dukungan politik, anggaran yang cukup, dan partisipasi aktif masyarakat 

dalam pelngawlasan layanan publlik.
27

 

     Pellayanan publlik harus dilaksanakan delngan melmpelrhatikan kelpelntingan 

umum, kelpastian hukum, kelsamaan hak dan kelwlajiblan, profelsionalismel, 

keltelrblukaan, akuntablilitas, keltelpatan, kelcelpatan, kelmudahan, dan pelrlakuan khusus 

blagi kellompok relntan. Organisasi yang blelrtanggung jawlabl atas masalah pellayanan 

publlik dipelrlukan untuk melmastikan blahwla layanan yang diblelrikan selsuai delngan 

tujuan, maksud, dan asas pelnyellelnggaraan publlik. Delngan delmikian, pelmelrintah 

melmblelntuk lelmblaga pelngawlasan yang selkarang dikelnal selblagai Ombludsman. 

Ombludsman blelrfungsi selblagai lelmblaga nelgara yang mandiri yang melmantau 

blagaimana pellayanan publlik dijalankan tanpa campur tangan kelkuasaan lain. 

Kualitas pellayanan publlik adalah ukuran krusial dari selblelrapa elfelktif selbluah 

pelmelrintahan atau lelmblaga, dan pelnurunan dalam aspelk ini akan blelrdampak bluruk 

telrhadap masyarakat. Di blelrblagai nelgara, telrmasuk Indonelsia, pellayanan publlik 

blelrfungsi selblagai salah satu tolok ukur dalam melnilai administrasi pelmelrintah dalam 

melnjalankan kelwlajiblan dan fungsinya. Kinelrja administrasi publlik atau 

pelmelrintahan dinilai blelrdasarkan seljauh mana pellayanan publlik telrselblut melmelnuhi 

tuntutan, kelblutuhan, dan harapan wlarga. Salah satu tugas utama Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia adalah melngelluarkan relkomelndasi, dan mellalui produk yang 

dikelluarkan, diharapkan Ombludsman Relpubllik Indonelsia dapat melnyellelsaikan 

masalah maladministrasi dalam pellayanan publlik yang dilakukan olelh 

                                                 
27 Ariani Zelga, (2025), "Kelwlelnangan Ombludsman RI Pada Aspelk Pellayanan Publlik", 

Jurnal Hukum Lelx Gelnelralis, Vol. 6, No. 8, halaman 4. 
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pelnyellelnggara. Hal ini blelrtujuan untuk melningkatkan elfelktivitas dalam 

pelnyellelnggaraan pellayanan publlik. Namun, dalam praktiknya, selringkali 

relkomelndasi yang dikelluarkan olelh Ombludsman tidak diindahkan atau blahkan tidak 

dilaksanakan olelh pihak yang dilaporkan atau atasannya, dalam hal ini para 

pelnyellelnggara pellayanan publlik. Data melnunjukkan blahwla antara tahun 2016 

hingga 2021, Ombludsman RI tellah melngelluarkan 14 Relkomelndasi, di mana ada 6 

Relkomelndasi yang tidak dipatuhi olelh peljablat atau institusi telrkait delngan alasan 

yang tidak dapat ditelrima.
28

 

     BLelrdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, struktur organisasi 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia telrdiri dari selmblilan anggota (telrmasuk keltua dan 

wlakil keltua) yang dipilih olelh DPR seltellah mellalui sellelksi olelh Prelsideln, melnjablat 

sellama lima tahun dan dapat dipilih kelmblali satu pelriodel, delngan blatasan usia calon 

40 hingga 60 tahun. Untuk melndukung tugas utamanya dalam pelnanganan laporan 

dan pelncelgahan maladministrasi, ORI melmiliki Asisteln Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia yang diangkat dan diblelrhelntikan olelh keltua, selrta didukung olelh 

Selkreltariat Jelndelral yang dipimpin olelh selkreltaris Jelndelral (diatur Pelrprels) untuk 

melngkoordinasikan blantuan telknis dan administrasi. Sellain itu, keltua Ombludsman 

blelrwlelnang melndirikan Pelrwlakilan Ombludsman di daelrah (provinsi, kablupateln/ 

kota) yang dipimpin olelh kelpala pelrwlakilan, yang blelrfungsi selblagai blagian intelgral 

dari Ombludsman Relpubllik Indonelsia untuk melnjalankan tugas selcara mutatis 

mutandis di wlilayah telrselblut.
29

 

     Sellain itu, pelrublahan kelblijakan yang tidak dimelngelrti delngan blaik olelh 

Ombludsman blisa melnyelblablkan pelnafsiran yang salah dan relkomelndasi yang tidak 

telpat. Karelna itu, dipelrlukan Upaya yang telrus-melnelrus untuk melmpelrblaharui 

                                                 
28 Danu Firman Solihin, (2025), "Pellaksanaan Relkomelndasi Yang Dikelluarkan Olelh 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam Pelnyellelnggaraan Pellayanan Publlik", Jurnal Diskrelsi, Vol. 4, 

No. 1, halaman 197–98. 
29 Triantono and Yuni Kurniasih, 2022, Dinamika Pelngawlasan Pellayanan Publlik Olelh 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia (ORI), Magellang: Pustaka Rumah Cinta. halaman 51. 
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pelngeltahuan dan pelmahaman telntang relgulasi selrta kelblijakan telrblaru, telrmasuk 

pellatihan dan pelngelmblangan kapasitas blagi staf Ombludsman. Delngan blelgitu, 

Ombludsman dapat melnjaga kreldiblilitasnya dan melmblelrikan pellayanan yang selsuai 

delngan stamdar hukum dan kelblijakan yang blelrlaku. Sellain itu, Ombludsman masih 

melnghadapi blanyak tantangan dalam melningkatkan transparansi dan akuntablilitas 

pellayanan publlik. Untuk melngatasi tantangan telrselblut, Ombludsman melmelrlukan 

stratelgi yang telpat agar masalah dapat telrsellelsaikan dan Ombludsman dapat telrus 

melwlujudkan transparansi selrta akuntablilitas dalam pellayanan publlik. BLanyak wlarga 

blellum melnyadari blahwla melrelka melmiliki ha katas pellayanan publlik yang 

blelrkualitas dan blahwla pelnyellelnggara nelgara wlajibl melnyeldiakannya. Selringkali 

Masyarakat melnelrima pellayanan yang bluruk tanpa protels. Hal ini blisa diselblablkan 

olelh keltakutan mellawlan aparat blirokrasi yang selring blelrpelrilaku selpelrti pelnguasa, 

blukan selblagai pellayan atau pellindung Masyarakat. Atau, mungkin Masyarakat tidak 

tahu kel mana harus melngadu jika ada masalah,. Dalam kelgiatan pelncelgahan 

maladministrasi telrselblut, Ombludsman melmelrlukan dukungan koordinasi lintas 

selktor delngan pelmelrintah pusat, pelmelrintah daelrah, dan selluruh lapisan Masyarakat 

agar kelgiatan telrselblut dapat blelrjalan elfelktif. Hal ini blelrtujuan melnciptakan 

pelmelrintahan yang blaik, blelrsih, dan elfisieln selhingga melningkatkan kelseljahtelraan, 

melciptakan keladilan, selrta kelpastian hukum blagi selluruh wlarga nelgara, selkaligus 

melncelgah dan melnghapuskan pelnyalahgunaan wlelwlelnang olelh aparatur 

pelnyellelnggara nelgara dan pelmelrintahan.
30

 

     Ombludsman Relpubllik Indonelsia melnjangkau selluruh wlilayah mellalui 

pelrwlakilan di seltiap provinsi, yang blelrtugas utama mellakukan pelngawlasan telrhadap 

potelnsi pellanggaran dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik di arela jurisdiksinya 

masing-masing. Untuk melngoptimalkan pelran dan fungsinya, Ombludsman melnjalin 

                                                 
30 Yuswlarni, (2024), "Ombludsman Dalam Pelningkatan Transparansi Dan Akuntablilitas 

Pellayanan Publlik", Jurnal Ilmu Administrasi Nelgara, Vol. 12, No. 1, halaman 164–71. 
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kelrja sama stratelgis delngan blelrblagai pihak, telrmasuk meldia massa, selblagai upaya 

untuk melningkatkan partisipasi dan kelsadaran masyarakat selcara lelblih luas.
31

 

Melskipun Ombludsman melmiliki instrumeln daya ikat moral dan politik, elfelktivitas 

pelnelgakan hukumnya masih melnghadapi kelndala yuridis. Sanksi administratif yang 

diamanatkan Pasal 29 UU Ombludsman sulit direlalisasikan karelna blellum adanya 

instrumeln hukum yang melngatur melkanismel dan tata cara pelngelnaannya selcara 

delfinitivel, selhingga pelngablaian telrhadap relkomelndasi Ombludsman selringkali 

telrjadi tanpa konselkuelnsi hukum yang jellas.
32

 ELksistelnsi blelragam modell 

Ombludsman melnunjukkan blahwla institusi ini melrupakan manifelstasi relsponsif 

telrhadap dinamika kelblutuhan keladilan dan akuntablilitas publlic. Kelblelragaman 

struktur selrta mandat yang dimilikinya melnjadi kelunggulan stratelgis yang 

melmungkinkan Lelmblaga ini melnyelsuaikan diri delngan kontelks pelrmasalahan yang 

spelsifik, blaik dalam skala local maupun globlal. Kelndati delmikian, elfelktivitasnya 

teltap blelrtumpu pada intelgritas delsain institusional yang melnjamin kelmandirian dan 

keltelrblukaan opelrasional.
33

 

B. Maladministrasi 

     Melnurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang 

Ombludsman RI, maladministrasi didelfinisikan selblagai pelrilaku atau tindakan yang 

dilakukan olelh pelnyellelnggara nelgara atau pelmelrintahan dalam pellayanan publlik 

yang selcara elselnsial melncakup pelrbluatan mellawlan hukum, mellampaui wlelwlelnang, 

atau melnggunakan wlelwlelnang untuk tujuan yang melnyimpang, telrmasuk pula 

kellalaian  atau pelngablaian kelwlajiblan hukum, yang mana selmua pelrbluatan telrselblut 

pada akhirnya melnimblulkan kelrugian, blaik matelriil maupun immatelriil, blagi 

                                                 
31 Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, 2021, Pelngawlasan Pellayanan Publlik, Yogyakarta: 

Jeljak Pustaka, 2021, halaman 40. 
32 Tri Cahya Indra Pelrmana, 2022, BLelblelrapa Pelmikiran Telntang Pelradilan Administrasi 

Dan Keladilan Administratif , Delpok: Rajawlali Pelrs, halaman 155. 
33 Hasrul ELka Putra, 2025, Ombludsman Dan Pellayanan Publlik Di Asia Telnggara, 

Lamongan: CV Deltak Pustaka, halaman 27. 
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masyarakat dan orang pelrselorangan.
34

 Maladministrasi melrupakan kelgagalan 

fungsional pelnyellelnggara pelmelrintahan dalam melmelnuhi standar pellayanan publlic 

yang diwlajiblkan olelh undang-undang. Hal ini melnifelstasikan mellalui pelrilaku yang 

blelrtelntangan delngan hukum, pelnggunaan otoritas di luar pelruntukannya, selrta sikap 

ablai telrhadap kelwlajiblan administrativel. Dampak dari Tindakan ini tidak hanya 

melnceldelrai hak-hak pelrselorangan selcara matelriil, teltapi juga melrusak intelgritas 

pellayanan publlic selcara luas.
35

 Kualitas sumblelr daya blirokrasi melnjadi faktor 

deltelrminan munculnya maladministrasi. Praktik ini tidak hanya telrblatas pada 

tindakan koruptif, teltapi juga melncakup aspelk pelrilaku blirokrat selpelrti sikap tidak 

pelrduli, arogan selrta pelnyampaian informasi yang tidak akurat. Olelh karelna itu, 

maladministrasi melrupakan relprelselntasi dari kelgagalan sumblelr daya manusia dalam 

melngimplelmelntasikan prinsip-prinsip tata kellola pelmelrintahan yang blaik.
36

 

Maladministrasi adalah cara kelrja peljablat yang tidak selsuai delngan aturan hukum, 

norma, dan keladilan saat melmblelrikan layanan kelpada publlik. Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman melnjellaskan blahwla maladministrasi 

blisa telrjadi mellalui tindakan yang mellanggar hukum, pelnyalahgunaan kelkuasaan, 

kellalaian, atau tidak melmelnuhi kelwlajiblan yang dapat melrugikan Masyarakat.
37

 

     Maladministrasi dalam kontelks ini blisa kita idelntifikasi delngan tindakan 

yang mellanggar hukum, mellakukan pelnyalahgunaan kelkuasaan, yang melncakup 

pula pelnggablungan kelpelntingan pribladi atau kellompok dalam pelnggunaan 

kelkuasaan telrselblut, selrta melnunjukkan keltidakpeldulian telrhadap sanksi hukum 

dalam prosels masyarakat melndapatkan layanan publlik yang jellas dijalankan olelh 

                                                 
34 Deldi Praseltyo, 2021, Aksara Prelsisi Melmblangun Polri: Kolablorasi Pelmikiran Telknokrat 

Kelpolisian, Delpok: PT Rajagrafindo Pelrsada, halaman 78. 
35 Shopian Hadi, 2024, Maladministrasi Pellayanan Publlik Di Daelrah, Makassar: Nasmeldia, 

halaman 2. 
36 Teldi Sudrajat, 2020, Pelrlindungan Hukum Telrhadap Tindakan Pelmelrintahan, Jakarta: 

Sinar Grafika, halaman 89. 
37 Tri Anggraini, 2025, BLirokrasi Dan Good Govelrnancel: Landasan Telori Dan Implelmelntasi 

Di Indonelsia, Padang: Gelt Prelss Indonelsia, halaman 63. 
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pelnyellelnggara layanan publlik. Akiblatnya, hal ini blelrdampak pada kelrugian blaik 

matelrial maupun non-matelrial blagi individu selrta wlarga nelgara selcara kelselluruhan. 

Sasaran dari Ombludsman Relpubllik Indonelsia melnurut pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia adalah untuk 

melwlujudkan nelgara hukum yang dilandasi olelh nilai-nilai delmokratis dan keladilan 

dalam rangka melnciptakan kelseljahtelraan masyarakat. Ini blelrtujuan untuk 

melndorong praktik yang elfisieln dan elfelktif dalam pelnyellelnggaraan nelgara selhingga 

pelnyellelnggara melnjadi transparan, jujur, blelrsih, dan blelblas dari potelnsi praktik 

korupsi, kolusi, dan nelpotismel. Pelningkatan standar layanan nelgara blelrtujuan untuk 

melncapai kelseltaraan dalam hukum, keladilan sosial, melnciptakan rasa aman dan 

nyaman blagi selluruh wlarga nelgara dan pelnduduk, selrta melngupayakan pelrblaikan 

kelseljahtelraan yang lelblih blaik di masa delpan. Ada juga upaya melmpelrkuat 

pelncelgahan telrhadap kelmungkinan telrjadinya maladministrasi, diskriminasi antar 

kellompok, selrta praktik KKN. Pelningkatan bludaya hukum di tingkat nasional sangat 

pelnting, di mana eldukasi melngelnai kelsadaran hukum pelrlu dilakukan di telngah 

masyarakat selrta melwlujudkan pelnelrapan suprelmasi hukum yang melnganut 

kelblelnaran dan nilai-nilai keladilan. Dalam kontelks fungsi Ombludsman yang diatur 

dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, tugasnya adalah untuk 

melngawlasi pellaksanaan layanan publlik yang disellelnggarakan olelh pelmelrintah dan 

pihak nelgara, blaik di tingkat pusat maupun daelrah, telrmasuk yang dilakukan olelh 

BLadan Usaha Milik Nelgara, BLadan Usaha Milik Daelrah, selrta bladan hukum milik 

nelgara, selrta upaya swlasta atau individu yang melndapatkan tanggung jawlabl untuk 

melnyellelnggarakan layanan publlik telrtelntu. Telntang fungsi utama yang dielmblan 

olelh Ombludsman, dijellaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 

melngelnai Ombludsman Relpubllik Indonelsia. Keltelntuannya melncakup pelnelrimaan 

laporan melngelnai kelmungkinan adanya maladministrasi dalam pelnyellelnggaraan 

layanan publlik kelpada masyarakat. Mellaksanakan pelmelriksaan telrhadap isi laporan. 
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Melnindaklanjuti laporan yang tellah ditelrima dan melmang blelrada dalam 

kelwlelnangan Ombludsman. Mellakukan pelnyellidikan selcara mandiri melskipun tidak 

ada laporan masuk telrkait pelnyellelnggaraan layanan publlik. Melmpelrkuat kolablorasi 

antara lelmblaga nelgara atau instansi pelmelrintahan selblagai mitra kelrja. Sellalu 

blelrusaha melncelgah potelnsi maladministrasi selrta mellaksanakan tugas lain yang 

ditugaskan dalam Undang-Undang. 

     Dalam sistelm hukum, pelrlindungan telrhadap seltiap individu adalah 

kelharusan yang tak blisa ditawlar. Nelgara blelrupaya melnjaga wlarganya dari tindakan 

pihak blelrwlelnang yang blisa mellanggar hukum, mellakukan pelnyalahgunaan 

kelkuasaan, atau blelrtindak selwlelnang-wlelnang. Olelh karelna itu, seljumlah relgulasi 

disusun selblagai langkah pelrlindungan itu. Contohnya adalah Undang-Undang 

Pellayanan Publlik No. 25 Tahun 2009 melngelnai pellayanan publlik dan Undang-

Undang No. 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia. Delngan 

kelblelradaan Ombludsman Relpubllik Indonelsia, diharapkan kualitas pellayanan 

pelmelrintah di blelrblagai selktor dapat ditingkatkan selhingga seltiap wlarga nelgara dan 

pelnduduk melrasakan keladilan, kelamanan, dan kelseljahtelraan yang selmakin blaik; 

lelblih dari itu, lelmblaga ini diharapkan mampu turut selrta dalam melnciptakan dan 

melmpelrkuat upaya melmblelrantas selrta melncelgah praktik maladministrasi, 

diskriminasi, kolusi, dan nelpotismel. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 

Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia, telrdapat pelnjellasan melngelnai 

apa yang dimaksud delngan maladministrasi, yaitu: "maladministrasi adalah suatu 

tindakan atau kellakuan yang blelrtelntangan delngan hukum, mellelblihi kelwlelnangan, 

melmanfaatkan kelwlelnangan untuk kelpelntingan yang tidak selsuai delngan tujuan dari 

kelwlelnangan telrselblut, telrmasuk kellalaian atau pelngablaian tanggung jawlabl hukum 

dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik yang dilakukan olelh pihak pelnyellelnggara 

nelgara dan pelmelrintahan, yang melngakiblatkan kelrugian blaik matelriil maupun 

immatelriil blagi masyarakat dan individu. Pelnundaan yang blelrkelpanjangan dalam 
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prosels pelnyeldiaan layanan publlik olelh selorang peljablat publlik yang telrus-melnelrus 

melnunda atau melngulur wlaktu, selhingga prosels administrasi yang seldang 

blelrlangsung tidak dapat disellelsaikan telpat wlaktu selblagaimana yang selharusnya, 

melnyelblablkan keltidakpastian dalam pellayanan publlik. Telntu saja hal ini blelrdampak 

bluruk blagi masyarakat, hak-hak yang diakui olelh konstitusi telrhamblat olelh tindakan 

maladministrasi yang dilakukan olelh peljablat publlik.Contoh dari laporan masyarakat 

adalah keltika kelluhan tidak ditanggapi olelh instansi yang dilaporkan, tidak adanya 

relspon telrhadap surat Pellapor blelrkaitan delngan pelrmohonan informasi telntang ganti 

rugi, dan lain-lain. 

     Ruang lingkup maladministrasi sangat luas, melncakup blelrblagai tindakan 

selpelrti melnggunakan wlelwlelnang selcara tidak blelnar, melnunda-nunda dalam 

melmblelrikan pellayanan, hingga mellanggar proseldur yang sudah ditelntukan. Seltiap 

tindakan selpelrti ini, keltika dilakukan olelh peljablat nelgara atau peljablat publlik, blisa 

melngganggu jalannya pelmelrintahan yang elfisieln dan adil.
38

 Selcara hukum, praktik 

maladministrasi blelrimplikasi pada pelrtanggungjawlablan yuridis blagi aparatur nelgara 

atau institusi telrkait. BLelrdasarkan keltelntuan dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 telntang Administrasi Pelmelrintahan, aparatur yang telrblukti mellakukan 

tindakan maladministrasi dapat dikelnakan blelrblagai jelnis sanksi. Sanksi telrselblut 

dapat blelrupa sanksi administratif, pelngelnaan delnda, blahkan potelnsi sanksi pidana. 

Relgulasi ini selcara fundamelntal blelrtujuan untuk melmastikan akuntablilitas dalam 

seltiap pellaksanaan pellayanan publlik selkaligus blelrfungsi selblagai sarana 

pelrlindungan hukum yang elfelktif blagi hak-hak masyarakat.
39

 Dalam tata Kellola 

pelmelrintahan, maladministrasi dipandang selblagai “pelnyakit” struktural yang 

melnceldelrai hak-hak publlic. Upaya prelvelntif dan kuratif telrhadap pelrilaku telrselblut 

                                                 
38 Melrlieln Irelnel Matitaputty, dkk, 2024,  Hukum Administrasi Nelgara, BLandung: WLidina 

Meldia Utama, halaman 158. 
39 Iblid., halaman 166. 
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melmelrlukan otoritas yang melmiliki kompeltelnsi khusus dalam melmbleldah 

komplelksitas proseldur blirokrasi. Ombludsman melmelgang pelran krusial telrselblut 

selblagai instansi yang melndiagnosis pelnyimpangan layanan selkaligus melnjadi 

tumpuan blagi Masyarakat untuk melndapatkan pelmulihan atas kelrugian yang 

dialami.
40

 

     WLelwlelnang dan tugas Ombludsman Relpubllik Indonelsia diatur jellas dalam 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia. 

Tugas telrselblut telrmasuk melnelrima dan melnyellelsaikan laporan telntang dugaan 

maladministrasi dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik. Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia Pelrtama 

kali melnggunakan istilah maladministrasi. Melnurut pasal 1 angka 3 maladministrasi 

tidak hanya telrdiri dari pelrilaku atau tindakan telrtelntu. Ini juga melncakup kelputusan 

dan pelristiwla yang mellanggar hukum, mellampaui wlelwlelnang, dan melnggunakan 

wlelwlelnang untuk tujuan yang tidak selsuai delngan tujuan wlelwlelnang telrselblut. 

ELksistelnsi Ombludsman pada dasarnya melrupakan manifelstasi dari pelrlindungan ha 

katas keladilan selrta jaminan atas Upaya hukum yang elfelktif (elffelctivel relmeldy). 

Dalam hal ini, Ombludsman melmiliki kelwlelnangan konstitusional untuk 

melngintelrvelnsi Keltika upata hukum telrselblut telrhamblat atau gagal telrwlujud akiblat 

adanya praktik maladministrasi. 

C. Pelayanan Publik 

     Pellayanan publlik dalam BLahasa telrdiri dari dua kata, yaitu “pellayan” dan 

“publlik”. Melnurut kamus BLahasa Indonelsia, “pellayanan” artinya cara atau prosels 

dalam melmblelrikan layanan. Selmelntara itu, “publlik”juga diartikan selblagai blanyak 

orang atau Masyarakat umum; selmua orang yang datang. Selsuai delngan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang pellayanan publlik, pellayanan publlik diartikan 

                                                 
40 Suprianto Ali, 2023, Mal Administrasi Dalam Prosels Telndelr Pelngadaan BLarang Dan 

Jasa, Yogyakarta: Delelpubllish Digital, halaman 35. 
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selblagai selrangkaian kelgiatan untuk melmelnuhi kelblutuhan layanan yang selsuai 

delngan hukum, blagi seltiap wlarga nelgara dan pelnduduk yang melmblutuhkan blarang, 

jasa, atau layanan administrativel yang diseldiakan olelh pihak pelnyellelnggara 

pellayanan publlik.
41

 

     Kewenangan pemerintahan adalah elemen yang sangat penting dalam 

hukum administrasi negara karena kewenangan berfungsi sebagai landasan hukum 

bagi pemerintah untuk melakukan berbagai peran dalam menjalankan tugasnya, 

termasuk peran dalam pelayanan publik, pengaturan, Pembangunan, dan 

perlindungan kepentingan Masyarakat. Setiap Keputusan atau tindakan administratif 

yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus berasal dari kewenangan yang 

ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.
42

 

Seltiap kali pelmelrintah melmblelrikan layanan publlik, harus ada standar yang jellas. 

Standar ini selblagai jaminan agar pelkelrjaan dan tugas peljablat blisa blelrjalan delngan 

blaik, selrta melmblantu masyarakat dalam melngajukan pelrmohonan. Standar 

pellayanan adalah peldoman yang sudah ditelntukan, wlajibl diikuti olelh pelnyellelnggara 

layanan, dan juga melmblantu masyarakat melmantau kinelrja pelnyellelnggara layanan. 

Pellayanan publlik yang blaik harus blaik dalam hal tanggung jawlabl dan akuntablilitas 

dari pelnyeldia layanan, yaitu pelmelrintah. Ini blisa dicapai delngan melmpelrkuat sistelm 

pellayanan agar lelblih fokus pada melncapai tujuan yang sudah ditelntukan. Proseldur 

dan cara melmblelrikan layanan harus dibluat seldelrhana, mudah, celpat, dan jellas agar 

Masyarakat yang melmblutuhkan layanan blisa melmahami dan mellaksanakannya 

delngan mudah. Kita juga blutuh kelpastian dan keljellasan telntang syarat-syarat 

layanan, blaik yang telknis maupun yang administrasi, siapa unit kelrja atau peljablat 

yang blelrwlelnang dan blelrtanggung jawlabl untuk melmblelrikan pellayanan, rincian 

                                                 
41 Indah Cahyani, 2021, Hukum Pellayanan Publlik Di Indonelsia, Surablaya: Scopindo Meldia 

Pustaka, halaman 14. 
42 Muklis, (2026), "Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi 

Negara", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 1. 
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bliaya atau tarif layanan, cara pelmblayarannya, selrta jadwlal kapan layanan akan 

sellelsai. Sellain itu, pellayanan publlik yang blelrkualitas juga melmelrlukan transparansi 

telntang selgala hal, selpelrti proseldur dan syarat, unit kelrja atau peljablat yang 

blelrtanggung jawlabl, wlaktu pelnyellelsaian, rician tarif, dan informasi lain yang pelrlu 

dikeltahui Masyarakat, blaik itu diminta atau tidak. ELfisielnsi juga pelnting untuk 

melncapai tujuan pellayanan dnelgan teltap melmpelrhatikan kelselsuaian antara syarat 

yang ada dan jasa yang diblelrikan, pelncelgahan agar syarat-syarat tidak pelrlu dipelnuhi 

lagi, telrutama Keltika prosels layanan Masyarakat melmelrlukan kellelngkapan dari 

instansi pelmelrintahan lain yang blelrhublungan, wlaktu untuk mellaksanakan layanan 

Masyarakat harus blisa disellelsaikan selsuai delngan jangka wlaktu yang tellah 

diteltapkan. Tindak lanjut yang celpat melnunjukkan kelmampuan untuk melngatasi 

masalah delngan selgelra, selrta melmelnuhi kelblutuhan dan harapan Masyarakat yang 

dilayani. Sellain itu, juga harus celpat blelradaptasi delngan tuntutan selrta kelinginan 

Masyarakat yang telrus blelrkelmblang.
43

 Pelnyeldiaan layanan publlik olelh aparat 

pelmelrintah kelpada wlarga selblelnarnya melrupakan konselkuelnsi dari pelran nelgara 

dalam mellayani masyarakat delmi melncapai kelseljahtelraan. Olelh karelna itu, posisi 

aparatur pelmelrintah dalam layanan umum sangatlah krusial, karelna dapat 

melmelngaruhi seljauh mana pelmelrintah dapat melmblelrikan layanan delngan kualitas 

telrblaik blagi wlarga. Ini juga melnjadi pelnelntu seljauh mana nelgara melnjalankan 

fungsinya delngan blaik selsuai delngan tujuan awlal yaitu melwlujudkan kelseljahtelraan 

blagi rakyat, yang telrcantum dalam konselp "nelgara kelseljahtelraan". Kualitas layanan 

publlik yang diseldiakan olelh aparatur nelgara saat ini masih melnunjukkan blelrblagai 

kellelmahan yang melnyelblablkan relndahnya mutu pellayanan, selrta blelrkurangnya 

kelpelrcayaan masyarakat. Hal ini dibluktikan delngan blanyaknya kelluhan dari 

masyarakat sipil yang muncul di blelrblagai meldia massa, blaik celtak maupun digital, 

                                                 
43 Titin Rohayatin, 2023, Delsain Dan Inovasi Pelningkatan Kualitas Pellayanan Publlik 

BLelrblasis Pellanggan, Yogyakarta: Delelpubllish Digital, halaman 8. 
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yang pada akhirnya dapat melrusak citra bluruk blirokrasi pelmelrintah selblagai 

pellaksana layanan publlik yang elfelktif. Olelh karelna itu, pelmblangunan delsa tidak 

blisa telrpisahkan dari keltelrliblatan aktif selluruh ellelmeln pelmelrintah, masyarakat, dan 

selktor swlasta yang melmiliki kelpelntingan. Kelmudahan dalam layanan blirokrasi delsa 

atau administrasi selkarang tidak telrlelpas dari pelran transformasi digital. ELvolusi 

telknologi saat ini melmblawla blanyak pelrublahan di blelrblagai blidang, telrmasuk dalam 

pellayanan administrasi publlik. Ini melmungkinkan prosels administrasi blelrjalan 

delngan lelblih mudah, celpat, dan seldelrhana. Untuk melningkatkan sistelm manajelmeln 

pelmelrintahan delsa, pelrlu dilakukan pelngaturan administrasi agar opelrasional dapat 

blelrlangsung delngan elfisieln dan elfelktif. Sanaan administrasi. 

     Apablila lelmblaga pelmelrintah, peljablat publlik, dan relgulasi yang melrelka 

telrapkan dinilai positif olelh masyarakat, maka wlarga akan melmiliki tingkat 

kelpelrcayaan yang tinggi telrhadap pelmelrintah. Melrelka yakin blahwla pelmelrintah 

tidak akan blelrtindak nelgatif, mellainkan sellalu melngamblil langkah-langkah yang 

positif melskipun tanpa pelngawlasan. Rasa kelpelrcayaan masyarakat telrhadap 

pelmelrintah melncelrminkan elmosi yang ada dalam komunitas itu selndiri, selhingga 

apablila tingkat kelpelrcayaan tinggi, hal ini melnandakan blahwla wlarga seldang dalam 

suasana hati yang blahagia, nyaman, dan aman, yang pada akhirnya akan melmblelri 

dukungan telrhadap kelblijakan pelmelrintah. Keltika lelmblaga dan peljablatnya melmbluat 

pilihan kelblijakan telrtelntu yang dianggap olelh masyarakat selblagai kelputusan yang 

telpat, maka masyarakat akan celndelrung melmpelrcayai melrelka. Namun, apablila 

relspons telrhadap kelluhan masyarakat tidak celpat dan tidak melmelnuhi harapan, maka 

selcara otomatis kelpelrcayaan masyarakat akan melnurun. Felnomelna ini melnunjukkan 

blahwla masyarakat melmblutuhkan tingkat kelpelrcayaan yang lelblih blelsar. 

Kelpelrcayaan ini dapat telrblangun jika pihak telrkait mampu melnyeldiakan data delngan 
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transparan selrta melnunjukkan kinelrja yang blaik dan melmbluktikan intelgritas dalam 

pelngellolaannya, selrta profelsionalismel.
44

 

     Pellayanan publlik melrupakan blagian yang sangat pelnting dan tidak 

telrpisahkan dari kelblutuhan masyarakat untuk melndapatkan layanan administrasi, 

blarang, dan jasa. Selblellum relformasi, pellayanan publlik di Indonelsia selring kali 

telrcelmar olelh praktik korupsi, kolusi, dan nelpotismel. Seltellah relformasi, pelmelrintah 

melndorong pelmblelntukan lelmblaga nelgara yang blisa melngawlasi pellayanan publlik 

selcara indelpelndeln. Melmblelrikan pellayanan kelpada masyarakat selrta melnelgakkan 

hukum adalah blagian dari pelnyellelnggaraan nelgara dan pelmelrintahan, yang 

melrupakan upaya untuk melnciptakan pelmelrintahan yang lelblih blaik, blelrsih, dan 

elfisieln. Tujuannya adalah melningkatkan kelseljahtelraan rakyat selrta melnciptakan 

keladilan dan kelpastian hukum blagi selluruh wlarga nelgara, selblagaimana diatur dalam 

UUD Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 1945. Karelna itu, pelngawlasan telrhadap 

pellayanan yang diblelrikan olelh pelnyellelnggaraan nelgara dan pelmelrintahan adalah 

blagian pelnting dalam melmblangun Good Govelrnancel. Pada tahun 2000, Prelsideln 

Abldurrahman WLahid melnelrblitkan Kelputusan Prelsideln Nomor 44 Tahun 2000 

telntang pelmblelntukan Komisi Ombludsman Nasional. Tujuan diblelntuknya Komisi 

Ombludsman Nasional adalah untuk melnciptakan dan melningkatkan kualitas 

pellayanan publlik, selblagai upaya pelmblelrantasan korupsi, kolusi, dan nelpotismel, 

selrta melmastikan hak-hak wlarga nelgara telrlindungi dalam melndapatkan pellayanan 

umum, keladilan, dan kelseljahtelraan. Selpelrti yang dijellaskan olelh Harianja, hukum 

diciptakan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka, hukum yang dibluat sellalu 

selsuai delngan kondisi masyarakat seltelmpat. Pada tahun 2008, Komisi Ombludsman 

Indonelsia blelrublah melnjadi Ombludsman Relpubllik Indonelsia seltellah ditelrblitkannya 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam konstitusi, Ombludsman ditelmpatkan 

                                                 
44 Arwlinda Nellsyah, (2024), "Sistelm Pellayanan Publlik Dalam Melningkatkan Publlic Trust Di 

Kablupateln Gowla", Jurnal Unismuh,Vol. 5, No. 2, halaman 371–73. 
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selblagai lelmblaga nelgara pelndukung, yaitu lelmblaga yang nama diselblut dalam 

konstitusi, teltapi tugas, wlelwlelnang, dan keldudukannya ditelntukan olelh undang-

undang. Ombludsman Relpubllik Indonelsia melmiliki dua tugas utama, yaitu 

pelmelriksaan laporan dan pelncelgahan maladministrasi. Dalam melnjalankan tugas 

pelmelriksaan laporan, Ombludsman melrujuk pada Pelraturan Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia Nomor 48 Tahun 2020 telntang pelrublahan Atas Pelraturan Ombludsman 

Nomor 26 Tahun 2017 telntang tata cara pelnelrimaan, pelmelriksaan, dan pelnyellelsaian 

laporan. Di dalamnya telrdapat pelnjellasan telntang Laporan Akhir Hasil Pelmelriksaan, 

yang diselblut LAHP. Pelnelrblitan LAHP adalah hasil dari selluruh pelmelriksaan 

laporan yang dilakukan. LAHP adalah kelselluruhan hasil pelmelriksaan laporan yang 

tellah disusun, melncakup idelntitas pellapor dan telrlapor, dugaan maladministrasi, 

kronologi laporan, hasil pelmelriksaan yang dilakukan (selpelrti pelrmintaan keltelrangan, 

klarifikasi, atau pelnjellasan dari pihak telrkait selrta hasil invelstigasi), selrta pelndapat 

dan kelsimpulan Ombludsman telntang apakah ditelmukan maladministrasi, tidak 

ditelmukan maladministrasi, atau pelmelriksaan dihelntikan.
45

 

     Kualitas pellayanan publlik di Indonelsia sangat pelnting dalam prosels 

pelmblangunan. Layanan publlik harus selsuai delngan pelrublahan yang telrjadi, salah 

satunya delngan melmpelrblaiki pelraturan-pelraturan yang melnjadi hamblatan. Citra 

nelgatif selpelrti pellayanan yang lamblat, prosels yang rumit, dan melmblutuhkan bliaya 

tinggi selring kali muncul karelna masalah ini.
46

 Pelnyellelnggaraan pellayanan publlik di 

Indonelsia saat ini blelrada pada titik krusial di mana meltodel konvelnsional mulai 

kelhilangan rellelvansinya telrhadap tantangan zaman. Lamblatnya blirokrasi dalam 

melnyellaraskan kapablilitas intelrnal delngan tuntutan dunia usaha dan arus globlalisasi 

melnciptakan hamblatan dalam pelmelnuhan hak-hak publlic. Kurangnya kelpelkaan 

                                                 
45 Didi Firmansyah, (2023), "Tinjauan Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam 

Pelnyellelsaian Laporan Masyarakat", Jurnal Hukum, Vol. XVII, No. 2, halaman 162–64 . 
46 Diani Kelsuma, 2022,  Relformasi Pellayanan Publlik Untuk Melwlujudkan Nelwl Publlik 

Selrvicel Dalam Kaitannya Delngan Kelwlelnangan Pelradilan Tata Usaha Nelgara, Jakarta Sellatan: 

Damelra Prelss, halaman 1. 
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telrhadap inovasi distruptif dalam prosels pelrumusan kelblijakan melnunjukkan blahwla 

manajelmeln publlic masih melmelrlukan transformasi fundamelntal untuk blelralih dari 

pola kelrja kaku melnuju systelm yang lelblih dinamis dan solutif.
47

 

     Di dunia pelmelrintahan, pellayanan yang diblelrikan kelpada Masyarakat olelh 

pelgawlai pelmelrintahan adalah cara melrelka melnjalankan tugas selblagai pellayan 

rakyat, Kualitas pellayanan ini pelrlu telrus ditingkatkan. Seliring delngan 

blelrtamblahnya Pelndidikan dan kelsadaran Masyarakat akan pelran melrelka dalam 

blelrblangsa, blelrnelgara, dan blelrmasyarakat. Masyarakat melnginginkan pelmelrintahan 

yang blelrsih dan delmokratis. BLanyak orang kini melnyadari blahwla melrelka blelrhak 

atas pellayanan publlik yang blaik. Di sisi lain, blagi pelgawlai pelmelrintah, melmblelrikan 

pellayanan yang blaik dan mellindungi Masyarakat adalah tanggung jawlabl melrelka. 

Jadi, pelgawlai pelmelrintah harus blelrusaha kelras untuk melningkatkan kualitas 

pellayanan publlik agar selsuai delngan harapan Masyarakat.
48

 

1. Delfinisi Pellayanan Publlik 

     Melnurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 telntang Pellayanan Publlik, 

“Pellayanan publlik adalah kelgiatan atau rangkaian kelgiatan dalam rangka pelmelnuhan 

kelblutuhan pellayanan selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan blagi seltiap 

wlarga nelgara dan pelnduduk atas blarang, jasa, dan/atau pellayanan administratif yang 

diseldiakan olelh pelnyellelnggara pellayanan publlik.” Untuk melncapai pellayanan 

publlik, pelmelrintah harus melngeljar kualitas pellayanan yang selsuai delngan 

kelblutuhan dan kelinginan masyarakat.
49

 Nelgara melnjamin hak Masyarakat untuk 

mellaporkan keltidakpuasan layanan kelpada instansi telrkait, Ombludsman, maupun 

delwlan pelrwlakilan di tingkat pusat dan daelrah. Fokus utama dari laporan telrselblut 
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adalah pelnindakan telrhadap pelngablaian kelwlajiblan nelgara selrta keltidakpatuhan 

telrhadap standar pellayanan yang blelrlaku, guna melmastikan pelrlindungan hak-hak 

sipil dalam ruang lingkup blirokrasi.
50

 

     Pada dasarnya, pellayanan telrdiri dari selrangkaian kelgiatan, selhingga 

prosels pellayanan blelrlangsung selcara telratur dan blelrkellanjutan di selluruh kelhidupan 

organisasi dalam masyarakat.  

2. Karaktelristik Pellayanan Publlik 

Pellayanan publlik melmiliki ciri-ciri khusus yang sangat pelnting dan blelrblelda 

dari pellayanan swlasta. Ada elmpat cirti khas dari pellayanan publlik, yaitu tujuan 

kelblijakan publlik, pelmblelrian layanan kelpada masyarakat, pelran selblagai alat 

reldistriblusi, selrta blelropelrasi blelrdasarkan kelpelrcayaan.
51

 Delfinisi dari pellayanan 

publlik blelrdasarkan UUD Pellayanan Publlik Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu 

aktivitas atau selrangkaian aktivitas untuk melmelnuhi kelblutuhan layanan selsuai 

delngan hukum yang blelrlaku blagi seltiap wlarga nelgara dan pelnduduk telrkait blarang, 

jasa, selrta layanan administrasi yang diseldiakan olelh pelnyellelnggara pellayanan 

publlik.
52

 

     Pellayanan publlik yang blelrkualitas pada selktor dasar adalah instrumeln 

stratelgis untuk melmajukan kelseljahtelraan umum. Olelh karelna itu, dipelrlukan 

komitmeln pelmelrintah dalam mellakukan transformasi layanan dan pelnyeldiaan 

fasilitas yang mudah dijangkau. Sinelrgi antara pelningkatan mutu dan kelmudahan 

aksels inilah yang akan melmastikan Masyarakat dapat melmelnuhi kelblutuhan 

fundamelntal melrelka selcara optimal.
53

  Pelnyellelnggaraan pellayanan publlik 
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melrupakan relprelselntasi dari tugas pokok pelmelrintah daelrah dalam 

melnyeljahtelrahkan masyarakat  mellalui pelmelnuhan kelblutuhan elselnsial. Mellalui 

kelblijakan otonomi daelrah, pelmelrintah blelrupaya melndelkatkan jangkauan layanan 

kelpada konstituelnnya. Kelhadiran pelmelrintah yang lelblih delkat diharapkan mampu 

melningkatkan kualitas pellayanan agar lelblih telpat sasaran dan blelrdaya guna.
54

 

D. Otonomi Daerah  

     Otonomi blelrasal dari blahasa latin, dua kata: “autos”, yang blelrarti 

“selndiri”, dan “yaitu”, yang blelrarti “aturan”. Olelh karelna itu, otonomi blelrarti 

blelkelrja selndiri, melmelrintah selndiri, atau melngatur selndiri. Otonomi blelrarti blelblas. 

Otonomi daelrah dan daelrah otonom adalah konselp yang blelrblelda. Otonomi daelrah 

harus dilaksanakan selsuai delngan undang-undang yang blelrlaku. Namun, daelrah 

otonomi telrmasuk dalam masyarakat hukum. Tidak diragukan lagi, kelsatuan telrselblut 

melmiliki blatas wlilayah telrtelntu dan melmiliki wlelwlelnang untuk melngatur wlilayah 

dan masyarakatnya blelrdasarkan kelinginan masyarakat selblagai blagian dari Nelgara 

Kelsatuan Relpubllik Indonelsia.
55

 Seljak otonomi daelrah ditelrapkan, layanan publlik 

selring diblicarakan, karelna layanan ini adalah salah satu indicator kelblelrhasilan 

otonomi daelrah. Jika layanan publlik dari pelmelrintah daelrah blelrjalan delngan blaik 

atau blelrkualitas, maka pellaksanaan otonomi daelrah blisa dianggap blelrhasil. Sellain 

itu, sudah melnjadi kelwlajiblan pelmelrintah, dari pusat hingga daelrah, untuk 

melningkatkan kualitas blelrblagai layanan yang diblelrikan kelpada Masyarakat. 

Masalah telntang kualitas layanan publlik juga dipelngaruhi olelh pelrublahan cara 

blelrpikir dalam ilmu administrasi, telrmasuk pelrublahan globlal yang telrjadi di blanyak 

aspelk kelhidupan dan di blelrblagai blellahan dunia. Untuk melningkatkan kualitas 

pellayanan publlik, salah satu caranya adalah delngan melmpelrblaiki manajelmeln 
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kualitas layanan, yaitu blelrupaya melngurangi pelrbleldaan antara tingkat layanan yang 

diblelrikan olelh organisasi delngan harapan dan kelinginan Masyarakat yang 

nmelnggunakan layanan telrselblut.
56

 

     Otonomi daelrah melmblelrikan hak yang luas kelpada daelrah, di mana 

pelmelrintah pusat melmblelrikan kelkuasaan telrblelsar kelpada wlilayah dalam 

mellaksanakan pelngellolaan tata kellola daelrah. Hal ini blelrtujuan untuk melmpelrcelpat 

pelncapaian kelseljahtelraan masyarakat Indonelsia mellalui pelningkatan layanan 

pelmelrintah daelrah, pelmblelrdayaan masyarakat di daelrah telrtelntu, selrta melndorong 

partisipasi dalam masyarakat lokal. Sellain itu, delngan adanya otonomi daelrah yang 

luas, diharapkan seltiap wlilayah dapat melningkatkan daya saing, melngeldelpankan 

prinsip-prinsip delmokrasi yang melncakup kelseltaraan, keladilan, kelistimelwlaan, 

kelkhasan, potelnsi, selrta kelragaman wlilayah di dalam Nelgara. Selbluah sistelm 

pelmelrintahan yang blelrlandaskan hukum dapat melmblelrikan kelkuasaan maksimal 

kelpada daelrah delngan tujuan melmpelrcelpat pelncapaian kelseljahtelraan masyarakat 

umum mellalui pelningkatan layanan, pelmblelrdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif 

di dalam komunitas. Otonomi daelrah melnciptakan keladaan yang melmungkinkan 

suatu wlilayah untuk blelropelrasi selcara optimal dalam melngelmblangkan selmua 

potelnsi telrblaik yang dimilikinya. Melnurut kamus blelsar BLahasa Indonelsia, otonomi 

daelrah diartikan selblagai hak untuk melnjalankan kelwlelnangan dalam tanggung jawlabl 

wlilayah guna melngatur dan melngellola urusannya selndiri selsuai delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang blelrlaku. 

     Otonomi daelrah melmblelrikan ruang blagi pelmelrintah daelrah untuk 

mellakukan inovasi pada urusan pelmelrintahan wlajibl selpelrti Pelndidikan dan 

Kelselhatan. Mellalui pelngelmblangan kurikulum yang adaptif dan pelnyeldiaan fasilitas 

yang melmadai, daelrah dapat selcara langsung melningkatkan standar kualitas hidup 
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wlarga. Tanggungjawlabl ini juga melncakup aspelk akselsiblilitas Kelselhatan, di mana 

kelbliijakan daelrah harus mampu melyellaraskan anatara kualitas pellayanan delngan 

daya blelli atau keltelrjangkauan Masyarakat.
57

 Delngan delmikian, keltelntuan Pasal 1 

ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 melnyatakan blahwla "Pelmelrintahan Daelrah 

melrupakan pellaksanaan tugas pelmelrintahan olelh pelmelrintah seltelmpat dan delwlan 

pelrwlakilan rakyat daelrah selsuai delngan prinsip otonomi dan pelmblantuan, ini sudah 

selsuai karelna prinsip otonomi dan pelmblantuan diselrahkan mellalui prosels 

delselntralisasi. 

     Otonomi daelrah selharusnya dipandang selblagai prinsip kelblelblasan blagi 

pelmelrintah seltelmpat untuk melnangani urusannya selcara mandiri dan otonom. 

Kelblijakan yang saling blelrtablrakan dan keltidakselimblangan fiskal antara daelrah dan 

pusat melrupakan salah satu tantangan utama blagi pelmelrintah daelrah dalam 

melnjalankan pelrannya selcara signifikan. Keltika melmblahas inti dari otonomi daelrah, 

selblagaimana dikatakan olelh Prof Soelpomo, otonomi daelrah melrupakan selbluah 

blelntuk pelngakuan atas seltiap tradisi lokal dan seljarah, dalam kelrangka Nelgara 

Kelsatuan. Sudah selpatutnya seltiap daelrah melmiliki narasi dan karaktelristik unik, 

selhingga tidak blisa dipelrlakukan sama antara satu delngan yang lain. Salah satu 

alasan pelntingnya otonomi daelrah blelrjalan selsuai delngan pelrintah UUD 1945 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintah Daelrah adalah karelna 

otonomi daelrah blelrfungsi untuk melnyelimblangkan kelpelntingan antara daelrah dan 

Pelmelrintah Pusat. Tujuannya adalah agar tidak ada kelblijakan atau program dari 

pelmelrintah pusat yang melngablaikan karaktelr khas daelrah telrselblut, mellainkan 

melnjaga agar pelmblangunan teltap telrfokus pada kelpelntingan masyarakat. Olelh 

selblabl itu, Pelmelrintah Pusat pelrlu melmahami blatasan kelwlelnangannya delngan 

pelmelrintah daelrah, agar fungsi daelrah yang dipelruntukkan blagi masyarakat dapat 

                                                 
57 Kamilaus Konstansel Oki, 2025, Transformasi Otonomi Daelrah: Melmanfaatkan Telknologi 

Untuk Pelmblangunan Lokal, Yogyakarta: PT. Star Digital Publlishing, halaman 4. 



 

 

40 

 

telrlaksana selcara nyata dan dirasakan olelh wlarga. Otonomi daelrah telrlihat agak 

seldelrhana. Para peljablat daelrah mampu blelrpelran selcara signifikan dalam melmelnuhi 

kelblutuhan masyarakat dan kelpelntingan daelrah, teltapi kelnyataannya, pelran telrselblut 

selring kali telrsamarkan dan mungkin melnimblulkan kelkelcelwlaan di kalangan publlik. 

Pelran pelnting yang diatur olelh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telntang 

Pelmelrintah Daelrah tidak sellalu blelrfungsi selblagai alat hukum yang elfelktif, karelna 

telrhamblat olelh kelpelntingan oknum telrtelntu atau adanya tumpangan kelblijakan di 

antara pusat dan daelrah.
58

 

     Selblagai nelgara yang melnelrapkan delmokrasi, Indonelsia harus melliblatkan 

rakyat atau wlakil melrelka di parlelmeln saat melmbluat kelblijakan publlik. Ini amat 

pelnting untuk melnampung blelrblagai kelinginan masyarakat, telrutama di daelrah, 

seljalan delngan konselp delselntralisasi. Kelblijakan yang dibluat melsti adil dan melrata 

supaya selmua wlarga melrasakan manfaatnya. Pelnyelrapan aspirasi masyarakat diurus 

olelh Delwlan Pelrwlakilan Rakyat Daelrah, yang blelrtindak melngurus kelblijakan untuk 

pelmelrintah daelrah. BLadan ini punya tugas dan wlelwlelnang melnyellelsaikan pelrsoalan 

seltelmpat agar pelnyampaian harapan blelrjalan lancar dan telpat sasaran, telrkait 

kelblijakan publlik di wlilayah itu. Dalam kelrangka otonomi daelrah, jellas blahwla kita 

tidak hanya blelrsandar pada delselntralisasi. Pellimpahan wlelwlelnang juga dilakukan 

lelwlat delkonselntrasi dan tugas pelmblantuan, selblabl tidak selmua pelkelrjaan blisa diatasi 

hanya delngan delselntralisasi. Pelnelrapan delkonselntrasi lelblih difokuskan di tingkat 

provinsi lelwlat gublelrnur yang melwlakili pelmelrintah pusat. Gublelrnur blelrpelran 

melngawlasi dan melngelndalikan pelmelrintah daelrah, telrmasuk melngatur urusan 

pelmelrintahan di kota atau kablupateln. Alasan utama dan sasaran pelnelrapan 

delkonselntrasi antara lain: telrjaganya kelutuhan NKRI, telrlaksananya kelblijakan 

nasional untuk melminimalkan pelrbleldaan antarwlilayah, telrciptanya kelselrasian 
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struktur pelmelrintah dan antar pelmelrintah daelrah, telrungkapnya potelnsi lokal, selrta 

telrpelliharanya kelkayaan bludaya dan sosial daelrah. Sellain itu, diharapkan telrcapai 

elfisielnsi selrta hasil maksimal dalam melnjalankan pelmelrintahan, melngellola 

pelmblangunan, dan mellayani kelpelntingan publlik, selrta telrjalinnya dialog sosial dan 

bludaya dalam sistelm administrasi NKRI. Pelnelrapan aturan telntang kelkuasaan 

daelrah, khususnya UU nomor 2 tahun 1999, telrnyata melnimblulkan masalah dalam 

kelmajuan Indonelsia yang tak telrhindarkan, yaitu adanya jarak antara yang kaya dan 

yang miskin, selhingga harapan untuk hidup seljahtelra sulit telrcapai. Ini telrjadi karelna 

aturan pellaksanaannya yang kurang lelngkap selpelrti juklak dan juknis, ditamblah lagi 

karelna prinsip-prinsip kelkuasaan daelrah diablaikan, hal itu dapat melnghamblat upaya 

pelmblangunan seltelmpat. Aturan yang melngatur tata cara pelmelrintahan daelrah saat 

ini selblagai hukum yang blelrlaku adalah UU nomor 32 tahun 2004 digablung delngan 

nomor 3 tahun 2005 lalu UU Nomor nomor 8 tahun 2005 dan digablungkan lagi 

delngan UU nomor 8 tahun 2008 telntang relvisi UU nomor 32 tahun 2004. 

Pellaksanaan kelkuasaan daelrah sangat blelrgantung pula pada kelmampuan yang 

melnjalankan, kelcakapan dalam melngellola dana, keltelrseldiaan sarana dan blahan, 

ditamblah faktor potelnsi selrta kondisi gelografis, dan kelmampuan dalam melnata 

organisasi. Selcara umum, pellaksanaan kelkuasaan daelrah ini hanya melncakup dasar 

delmokrasi, keladilan, pelmelrataan, dan kelblelragaman, selmelntara urusan selpelrti politik 

luar nelgelri, kelamanan dan pelrtahanan, pelradilan, urusan uang, pajak, selrta agama, 

kelwlelnangan pelmelrintahannya tidak diselrahkan kel daelrah. Delfinisi Otonomi Daelrah 

b. Tujuan Otonomi Daelrah 

     Tujuan dari otonomi daelrah seltidaknya melncakup elmpat aspelk, yaitu 

aspelk politik, aspelk pelngellolaan pelmelrintahan, aspelk masyarakat, dan aspelk 
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pelmblangunan elkonomi.
59

 UU No, 32 Tahun 2004 melnelgaskan blahwla tujuan 

delselntralisasi adalah melnciptakan  keladilan Pelmblangunan dan kelseljahtelraan social 

mellalui pelliblatan aktif Masyarakat. Delngan melmblelrikan ruang blagi daelrah untuk 

melngellola urusannya selndiri, blelblan pelmelrintah pusat dapat diminimalisir, selhingga 

telrcipta tata Kellola yang mandiri maupun teltap blelrada dalam kelrangka pelrsatuan 

blangsa.
60

 

     Pelnyellelnggaraan otonomi daelrah dilakukan delngan melmblelrikan 

kelwlelnangan yang luas, nyata, dan blelrwlelnang kelpada daelrah selcara selimblang. Hal 

ini diwlujudkan mellalui pelngaturan, pelmblagian, dan pelnggunaan sumblelr daya 

nasional selcara adil, selrta pelnyelimblangan keluangan antara pelmelrintah pusat dan 

daelrah.
61
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan 

Pelayanan Publik Otonomi Daerah 

     Ombludsman adalah telmpat untuk melngellola kelluhan melngelnai pellayanan 

publlik, selhingga Masyarakat blisa dilindungi dari tindakan tidak adil atau diablaikan 

dalam pellayanan yang melrelka telrima. Karelna melndapatkan pellayanan publlik adalah 

hak seltiap wlarga Indonelsia. Delngan adanya Ombludsman, Masyarakat tidak pelrlu 

melrasa marah dan mellakukan pelmnyellelsaian selndiri selcara anarkis, tapi blisa 

mellaporkan kelluhan melrelka kel Omblusman. Ombludsman juga blelrpelran selblagai 

jelmblatan antara rakyat selblagai sumblelr kelkuasaan delngan pelmelrintah selblagai 

pelmelgang mandat kelkuasaan. Ombludsman melnelrima dan melnindaklanjuti kelluhan 

Masyarakat telrkait dugaan tindakan pelmelrintah yang tidak profelsional dalam 

pellayanan publlik. Seltiap laporan yang masuk kel Ombludsman harus ditangani dan 

ditindaklanjuti olelh peltugas pelngellola blelrdasarkan melkanismel dan proseldur yang 

sudah disusun. Kinelrja Ombludsman dalam melnangani kelluhan Masyarakat adalah 

Langkah pelnting untuk melningkatkan kualitas pellayanan yang diblelrikan 

pelmelrintah/nelgara agar pellayanan publlik blisa selsuai delngan kelblutuhan dasar 

Masyarakat. Pelngaruh Ombludsman juga melnjadi catatan pelnting blagi seltiap instansi 

dalam melngelvaluasi kinelrja melrelka, blahkan Masyarakat selmakin blelrharap tinggi 

delngan melngirimkan laporan. Hal ini melnunjukkan blahwla Ombludsman melmotivasi 

Masyarakat untuk lelblih aktif dalam blelrpelran dalam pelrblaikan pellayanan publlik.
62

 

BLelrikut kelwlelnangan-kelwlelnangan Ombludsman dalam pelngawlasan pellayanan 

publlik otonomi daelrah telntang maladministrasi di blidang Kelselhatan: 
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1. Kelwlelnangan Invelstigasi Atas Maladministrasi “Pelnundaan BLelrlarut” (Unduel 

Dellay) Dalam Pellayanan Kelselhatan Daelrah 

    Dalam Lingkup otonomi daelrah, Ombludsman Relpubllik Indonelsia melmiliki 

otoritas untuk mellakukan pelnyellidikan blaik blelrdasarkan inisiatif selndiri maupun 

akiblat pelngaduan dari Masyarakat melngelnai tindakan pelnundaan yang 

blelrkelpanjangan yang dilakukan olelh pelnyeldia layanan Kelselhatan di daelrah (selpelrti 

RSUD atau Puskelsmas). Pelnundaan blelrkelpanjangan telrjadi keltika staff meldis atau 

administrasi gagal melmblelrikan kelpastian layanan atau melmpelrpanjang prosels 

tindakan meldis tanpa alasan yang valid, yang melrupakan salah satu jelnis 

maladministrasi yang paling selring ditelmukan di daelrah. BLelrdasarkan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 melngelnai Ombludsman Relpubllik Indonelsia (Pasal 7 

huruf d), Ombludsman melmiliki hak untuk melmelriksa isi laporan delmi melmastikan 

adanya pelnyimpangan proseldur maupun kellalaian dalam layanan Kelselhatan di 

wlilayah blelrsangkutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang Layanan 

Publlik (Pasal 15), pelnyellelnggara layanan publlik di wlilayah diwlajiblkan untuk 

melnyeldiakan layanan selsuai delngan standar yang diteltapkan. Apablila RSUD 

melnunda layanan tanpa keljellasan melngelnai wlaktu, Ombludsman melmiliki 

wlelwlelnang untuk campur tangan selsuai delngan wlaktu yang tellah ditelntukan olelh 

undang-undang ini. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan 

Daelrah (Pasal 351), Pasal ini melnggarisblawlahi kelwlajiblan Pelmelrintah Daelrah untuk 

mellaksanakan Relkomelndasi dari Ombludsman. Jika hasil pelnyellidikan melnunjukkan 

adanya maladministrasi yang blelrkaitan delngan pelnundaan yang blelrkelpanjangan, 

Kelpala Daelrah 9BLupati atau WLalikota) wlajibl melnindaklanjuti pelringatan dari 

Ombludsman, atau melnghadapi sanksi administratif dalam blelntuk pelmblinaan olelh 

Kelmelntrian Dalam Nelgelri. WLelwlelnang ini melnandakan blahwla melskipun daelrah 

melmiliki hak otonomi dalam pelngellolaan rumah sakit melrelka, Ombludsman teltap 

blelrtindak selblagai “Lelmblaga Pelngawlas ELkstelrnal” yang melmastikan hak konstitusi 
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Masyarakat telrkait aksels layanan Kelselhatan yang celpat dan telpat tidak telrganggu 

olelh blirokrasi daelrah yang lamblat.  

     Ombludsman melmiliki kelkuasaan untuk melmblelrikan relkomelndasi 

pelrblaikan kelpada Lelmblaga pelmelrintah delngan tujuan melningkatkan layanan kelpada 

publlik. WLalaupun relkomelndasi ini tidak blelrsifat melngikat selcara hukum layaknya 

lelputusan hakim, bliasanya lelmblaga pelmelrintah akan sangat melmpelrhitungkan 

karelna relkomelndasi telrselblut melmiliki dampak yang signifikan. Apablila lelmblaga 

telrselblut teltap blelrsikelras atau elnggan untuk blelrublah, Ombludsman melmiliki opsi 

untuk mellaporkannya kel otoritas yang lelblih tinggi, atau blahkan mellapor kelpada 

pihak blelrwlajibl jika telrdapat blukti pellanggaran atau tindakan criminal dalam 

pellayanan telrselblut.
63

 

2. Kelwlelnangan Pelmelriksaan atas Maladministrasi “Pelnyimpangan Proseldur” 

Dalam Pelnyellelnggaraan Pellayanan Kelselhatan Otonomi Daelrah 

     Dalam kontelks otonomi daelrah, lelmblaga Kelselhatan, selpelrti Dinas 

Kelselhatan atau Rumah Sakit Umum Daelrah, melmiliki proseldur opelrasional standar 

(SOP) yang tellah ditelntukan. Pelnyimpangan proseldur yang dikelnal selblagai 

maladministrasi telrjadi keltika pelnyeldia layanan publlik tidak melngikuti Langkah-

langkah relsmi atau pelrsyaratan yang tellah diatur dalam SOP telrselblut, contohnya 

melmungut bliaya untuk layanan yang selharusnya gratis mellalui BLPJS, atau melminta 

pelrsyaratan administrativel tamblahan yang tidak telrcantum dalam pelraturan. 

Ombludsman melmiliki hak untuk melmelriksa kelcocokan tindakan peljablat daelrah 

delngan pelraturan yang blelrlaku delmi melmastikan kelpastian hukum blagi pelngguna 

layanan. Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia (Pasal 28), Ombludsman melmiliki hak untuk melmanggil pihak yang 

dilaporkan (selpelrti kelpala RSUD atau peljablat dari Dinas Kelselhatan) dan orang-

                                                 
63 Ariani Zelga, Op.cit., halaman 5. 
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orang yang melmblelri kelsaksian jika dipelrlukan. Tindakan ini blelrtujuan untuk 

melnjellaskan alasan di blalik diablaikannya proseldur relsmi. Apablila telrdapat 

kelsalahan, Ombludsman dapat melnyatakan blahwla tindakan peljablat daelrah telrselblut 

adalah blelntuk maladministrasi. Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2009 telntang 

Pellayanan Publlik (Pasal 20  dan 21), Undnag-Undang ini melngharuskan selmua 

pelnyellelnggara layanan di daelrah untuk melmbluat dan melneltapkan standar 

pellayanan. Di sini, Ombludsman blelrfungsi untuk melmastikan apakah “Maklumat 

Pellayanan” ditampilkan dan diikuti. Jika RSUD tidak melmatuhi standar yang tellah 

melrelka teltapkan, Ombludsman melmiliki hak untuk melmblelrikan sanksi mulai dari 

telguran hingga pelncopotan jablatan blagi peljablat telrkait mellalui relkomelndasi. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah (Pasal 351 

ayat 4 dan 5), Pasal ini melnyelblutkan blahwla Kelpala Daelrah yang tidak 

mellaksanakan saran dari Ombludsman melngelnai pelrblaikan proseldur pellayanan 

publlik akan dikelnakan sanksi administrativel blelrupa pelmblinaan dari Melntelri Dalam 

Nelgelri. Ini melnunjukkan blahwla kelkuasaan Ombludsman dapat mellampaui blatas 

otonomi daelrah delmi melnelgakkan hak Masyarakat. 

     Kelwlelnangan ini melnelgaskan pelran Ombludsman selblagai pellindung 

proseldur. WLalaupun daelrah melmiliki hak untuk melngellola urusannya selndiri, 

melrelka tidak dipelrblolelhkan untuk melnciptakan atau mellaksanakan proseldur yang 

blelrtelntangan delngan prinsip-prinsip dasar pelmelrintahan yang blaik dan Undang-

Undang Pellayanan Publlik. 

3. Kelwlelnangan Pelmblelrian Relkomelndasi atas Maladministrasi 

“Pelnyalahgunaan WLelwlelnang” (Ablusel of Authority) dalam pellayanan 

Kelselhatan Otonomi Daelrah. 

     Dalam pelnelrapan otonomi daelrah, pelnyalahgunaan kelkuasaan muncul saat 

selorang peljablat dalam instansi Kelselhatan (selpelrti Kelpala Dinas Kelselhatan atau 

Direlktur RSUD) melmanfaatkan jablatannya untuk kelpelntingan yang tidak selsuai 
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delngan tujuan dari pelmblelrian kelkuasaan telrselblut, atau mellanggar blatas 

kelwlelnangannya. Selblagai contoh, mellakukan pelmindahan telnaga Kelselhatan selcara 

tidak obljelktif yang melrugikan pellayanan publlik, atau melmanfaatkan fasilitas 

Kelselhatan daelrah untuk kelpelntingan pribladi atau kellompok telrtelntu. Ombludsman 

melmiliki kelwlelnangan konstitusi untuk melnghelntikan pelnyalahgunaan ini mellalui 

alat Relkomelndasi yang blelrsifat wlajibl. BLelrdasarkan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 melngelnai Ombludsman Relpubllik Indonelsia (Pasal 8 ayat 2), 

Ombludsman diblelri kelwlelnangan untuk melnyampaikan Relkomelndasi kelpada atasan 

dari pihak yang dilaporkan (BLupati atau WLali Kota) untuk ditindaklanjuti. 

Relkomelndasi ini blukan selkeldar usulan, mellainkan melrupakan pelrintah hukum untuk 

melmpelrblaiki kelsalahan dalam administrasi atau melmblelrikan sanksi pada peljablat 

yang melnyalahgunakan kelkuasaan di daelrah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 melelngelnai Administrasi Pelmelrintah (Pasal 17 dabl 18), Pelraturan ini mellarang 

peljablat pelmelrintah untuk melnyalahgunakan wlelwlelnang. Ombludsman melnggunakan 

relgulasi ini selblagai acuan dalam pelngawlasannya. Apablila telrdapat indikasi 

pelnyalahgunaan wlelwlelnang dalam layanan Kelselhatan daelrah, Ombludmsan melmiliki 

hak untuk melnyatakan blahwla tindakan telrselblut tidak sah (blatal delmi hukum) 

mellalui produk hukumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telntang 

Pelmelrintahan Daelrah(Pasal 351 ayat 4), Pasal ini melrupakan “selnjata” Ombludsman 

di tingkat daelrah. Dinyatakan blahwla pelmelrintah daelrah wlajibl mellaksanakan 

Relkomelndasi dari Ombludsman selblagai Langkah pelnyellelsaian laporan dari 

Masyarakat. Jika pelnyalahgunaan wlelwlelnang telrblukti dan relkomelndasi diablaikan, 

Ombludsman blelrhak melnginformasikan hal telrselblut kelpada Prelsideln, selrta 

melngumumkannya kelpada meldia massa (selblagai blelntuk sanksi moral dan social).  

     Kelwlelnangan ini melnelgaskan fungsi Ombludsman selblagai institusi yang 

mellakukan pelngawlasan dan pelnyelimblang. Dalam sistelm otonomi daelrah, di mana 

kelkuasaan elkselkutif di tingkat daelrah sangat signifikan, Ombludsman blelrpelran untuk 



 

 

48 

 

melmastikan blahwla kelkuasaan yang diblelrikan olelh nelgara kelpada peljablat daelrah 

dimanfaatkan selpelnuhnya untuk melndukung pellayanan Kelselhatan Masyarakat, 

blukan untuk kelpelntingan pribladi peljablat telrselblut. 

4. Kelwlelnangan Melminta Keltelrangan dan Dokumeln atas Maladministrasi 

“Kellalaian Melmblelrikan Layanan” di Instansi Kelselhatan Otonomi Daelrah 

     Dalam pellaksanaan otonomi daelrah, selringkali maladministrasi muncul 

dalam blelntuk kellalaian yang blelrarti tidak melmblelrikan layanan selsuai yang 

selharusnya. Selblagai contoh, Puskelsmas yang tutup lelblih awlal dari jadwlalnya atau 

telnaga Kelselhatan yang tidak ada di Lokasi saat jam kelrja. Untuk melmbluktikan hal 

ini, Ombludsman blelrhak untuk melmaksa pelnyellelnggara layanan publlik di tingkat 

daelrah agar melnyelrahkan data yang telpat, selpelrti dokumeln ablselnsi, catatan meldis, 

selrta kelsaksian lisan dari peljablat telrkait. Kelwlelnangan ini melnjamin blahwla tidak ada 

informasi yang dapat ditutupi olelh Pelmelrintah Daelrah dalam kelgiatan pelngawlasan. 

BLelrdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 melngelnai Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia (Pasal 28 ayat 1), Ombludsman diblelri kuasa untuk melngirimkan undangan 

selcara relsmi kelpada Telrlapor, contohnya Kelpala Puskelsmas atau Direlktur RSUD, 

dan saksi untuk melmblelrikan keltelrangan. BLila panggilan pelrtama dan keldua tidak 

diindahkan tanpa alasan yang dapat ditelrima, Ombludsman blelrhak melminta blantuan 

aparat kelpolisian untuk melnghadirkan yang blelrsangkutan selcara paksa. Hal ini 

melnunjukkan kelkuatan pelnyellidikan Ombludsman telrhadap blirokrasi tingkat daelrah. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 melngelnai Pellayanan Publlik (Pasal 44), 

Pasal ini melngharuskan pelnyellelnggara layanan publlik di tingkat daelrah untuk 

melnyeldiakan informasi dan/atau data yang diminta olelh Ombludsman dalam kontelks 

pelmelriksaan laporan. Apablila Pelmda melnolak atau melnghalangi pelngiriman 

informasi, tindakan telrselblut dikatelgorikan selblagai pellanggaran hukum dan dapat 

dilaporkan kelpada otoritas yang lelblih tinggi, selpelrti Gublelrnura tau Melntelri. 

Undang-Undang Nomoel 23 Tahun 2014 melngelnai Pelmelrintahan Daelrah (Pasal 351 
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ayat 1) Pelmelrintah daelrah wlajibl melmastikan telrlaksananya pellayanan publlik yang 

blelrkualitas. Dalam pasal ini ditelkankan blahwla pelngawlasan olelh lelmblaga nelgara 

selpelrti Ombludsman melrupakan blagian dari melkanismel pelngelndalian dalam 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan daelrah. Pelnolakan dalam melmblelrikan data yang 

diminta olelh Ombludsman dianggap selblagai blelntuk keltidakpatuhan Pelmelrintah 

Daelrah telrhadap pelraturan pelrundang-undangan yang blelrlaku.  

     Kelwlelnangan ini melnunjukkan blahwla Ombludsman melmiliki pelran 

Inquisitorial, di mana melrelka selcara proaktif melngeljar kelblelnaran yang sublstantif. 

Di telngah dominasi elgo selktoral dalam otonomi daelrah, kelkuasaan untuk melminta 

dokumeln selcara paksa melrupakan alat pelnting agar akuntablilitas pellayanan 

Kelselhatan daelrah teltap telrjamin dan telrbluka. 

5. Kelwlelnangan Mellakukan Meldiasi dan Konselnsus atas Maladministrasi 

“Pelrmintaan Imblalan Uang” dalam Pellayanan Kelselhatan Otonomi Daelrah 

     Dalam implelmelntasi otonomi daelrah, selring kali dijumpai maladministrasi 

yang blelrupa pelrmintaan uang, blarang, atau jasa (pungutan liar) olelh individu telrtelntu 

di RSUD atau Dinas Kelselhatan. Sellain mellalui invelstigasi formal, Ombludsman 

melmpunyai kelkuasaan untuk melmpelrtelmukan pellapor (Masyarakat) dan telrlapor 

(pihak RSUD)/Pelmda) delmi melncapai Solusi yang adil, selpelrti pelngelmblalian bliaya 

yang diamblil selcara illelgal atau pelrblaikan layanan selcara langsung, selhingga hak 

Masyarakat dapat selgelra dipulihkan. BLelrdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 melngelnai Ombludsman RI (Pasal 8 ayat 1 huruf g), aturan ini melmblelrikan tigas 

jellas kelpada Ombludsman untuk mellakukan prosels meldiasi dan conselnsus 

blelrdasarkan kelselpakatan dari keldua pihak. Ini melrupakan fungsi Altelrnativel Disputel 

Relsolution (ADR) yang dimiliki Ombludsman untuk melnyellelsaikan pelrmasalahan 

pellayanan publlik di daelrah delngan celpat dan elfisieln. UU No. 25 Tahun 2009 telntang 

Pellayanan Publlik (Pasal 48), Keltelntuan ini melnyatakan blahwla pelngaduan dapat 

disellelsaikan mellalui meldiasi. Dalam kontelks kelselhatan di daelrah, jika pihak RSUD 
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melngakui adanya kelsalahan proseldural (selpelrti pungutan di luar SOP) dan blelrseldia 

melmpelrblaikinya, Ombludsman akan melmeldiasi agar kelselpakatan telrcapai dan 

layanan kelselhatan dapat kelmblali selsuai delngan pelraturan tanpa harus melnamblah 

durasi konflik blirokrasi. UU No. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah (Pasal 

351 ayat 1 & 2), Pasal ini melnelgaskan tanggung jawlabl Pelmelrintah Daelrah dalam 

melnangani pelngaduan dari masyarakat. Kelselpakatan yang telrcapai mellalui meldiasi 

yang dipandu Ombludsman akan melnjadi blukti kelpatuhan Pelmelrintah Daelrah 

telrhadap tanggung jawlablnya. Apablila hasil meldiasi yang diselpakati tidak 

dilaksanakan olelh pihak Pelmda, Ombludsman akan melngangkat isu telrselblut melnjadi 

Relkomelndasi yang blelrsifat melngikat dan diblelri sanksi administratif telrhadap kelpala 

daelrah. Kelwlelnangan meldiasi ini melmpelrlihatkan aspelk "manusiawli" dan maju dari 

Ombludsman. Dalam sistelm otonomi daelrah yang kadang-kadang kaku, Ombludsman 

blelrfungsi selblagai pelnghublung antara masyarakat dan pelmelrintah daelrah 

(RSUD/Dinkels) untuk melnangani pelrmasalahan maladministrasi delngan cara damai 

teltapi teltap melmiliki kelkuatan hukum yang wlajibl dipatuhi. 

6. Kelwlelnangan Melmblelrikan Saran Pelrblaikan Sistelm atas Maladministrasi 

“Keltidakompelteln Pellaksana” dalam Instansi Kelselhatan Otonomi Daelrah  

     Dalam pellaksanaan otonomi daelrah, masalah administrasi selring telrjadi 

karelna keltidakmampuan staf, selpelrti peltugas administrasi di RSUD yang tidak tahu 

telntang aturan BLPJS atau standar pellayanan yang telrblaru. Ombludsman tidak hanya 

dapat melnghukum individu, teltapi juga melmiliki hak untuk melmblelrikan 

relkomelndasi untuk pelrblaikan organisasi atau proseldur kelpada pelmelrintah daelrah. 

Tujuannya adalah agar instansi Kelselhatan mellakukan pelnilaian melnyelluruh, selpelrti 

pellatihan blagi SDM atau pelrblaikan dalam struktur organisasi, selhingga kualitas 

pellayanan publlik di daelrah itu dapat melningkat selcara blelrkellanjutan. BLelrdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

(Pasal 8 ayat 1 huruf el), melmblelrikan hak kelpada Ombludsman untuk melmblelrikan 
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relkomelndasi kelpada Prelsideln, atau kelpala Daelrah untuk pelrblaikan dalam organisasi 

dan/atau proseldur layanan publlik. Dalam kontelks kajian ini, blelrarti Ombludsman 

blisa melmaksa pelmelrintah daelrah untuk melmpelrblaiki pelngellolaan RSUD yang 

dianggap tidak layak. Undanh-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang pellayanan 

publlik (Pasal 43), Pasal ini melnjellaskan blahwla pelngawlasan telrhadap layanan publlik 

melncakup pelnilaian kinelrja pelnyellelnggara Ombludsman melnggunakan kuasa ini 

untuk melmastikan blahwla pelmelrintah daelrah tidak hanya melmprosels satu laporan 

dari Masyarakat, teltapi juga melmpelrblaiki pelnyelblabl utama (selpelrti kelkurangan 

telnaga meldis atau alat Kelselhatan) agar kelsalahan yang sama tidak telrjadi lagi pada 

pasieln lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melngelnai pelmelrintahan 

daelrah (Pasal 351 ayat 4), pasal ini melnelgaskan blahwla pelmelrintah daelrah harus 

melnanggapi laporan atau relkomelndasi dari Ombludsman. Jika tidak ada tindakan 

lanjutan telrhadap saran pelrblaikan sistelm ini, maka kelpala daelrah dapat dikelnakan 

sanksi administrativel. Ini melnunjukkan blahwla relkomelndasi dari Ombludsman 

melmiliki kelkuatan hukum yang signifikan untuk melrublah kelblijakan di tingkat 

daelrah. Kelwlelnangan ini melnunjukkan pelran Ombludsman selblagai Pelnasihat 

Kelblijakan. Dalam elra otonomi daelrah, Ombludsman blelrtugas melmastikan blahwla 

seltiap “cellah” dalam pelraturan  daelrah yang melnyelblablkan maladministrasi selgelra 

dipelrblaiki mellalui saran-saran pelrblaikan yang wlajibl dan blelrsifat sistelmis. 

7. Kelwlelnangan Mellakukan Pelmelriksaan (Audit) Dokumeln atas 

Maladministrasi “Pelnyimpangan Proseldur” dalam Administrasi Pasieln 

     Dalam pellayanan publlik yang telrkait delngan otonomi daelrah, selmua 

tindakan meldis dan administrativel harus dicatat dalam dokumeln relsmi selpelrti relkam 

meldis, rincian bliaya, atau surat rujukan. Masalah administrativel selring telrjadi keltika 

ada pelrbleldaan antara keladaan di lapangan dan apa yang telrtulis di dokumeln, atau 

adanya pelmalsuan data. Ombludsman melmiliki hak untuk mellakukan Audit 

dokumelntasi, yang blelrarti melrelka blisa melmelriksa, melnyalin, dan melmvelrifikasi 
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kelaslian dokumeln yang dimiliki olelh RSUD atau Dinas Kelselhatan. Ini dilakukan 

untuk melmastikan blahwla pelnyellelnggara melngikuti aturan administrativel selsuai 

delngan standar pellayanan yang tellah diteltapkan. UU No. 37 Tahun 2008 telntang 

Ombludsman RI (Pasal 28 ayat 1 huruf bl), Pasal ini delngan jellas melmblelri wlelwlelnang 

kelpada Ombludsman untuk melminta dokumeln dari Telrlapor (Pelmda/RSUD). Dalam 

prosels audit, Ombludsman blelrhak untuk melmelriksa dokumeln asli dan melmbluat 

salinannya selblagai blukti laporan. Jika instansi daelrah melnolak untuk melmblelrikan 

dokumeln telrselblut, melrelka blisa dianggap melnghalangi pelmelriksaan. UU No. 25 

Tahun 2009 telntang Pellayanan Publlik (Pasal 44 ayat 2), Pelnyellelnggara layanan 

publlik di daelrah harus melmblelrikan aksels kelpada Ombludsman untuk melmpelrolelh 

informasi atau dokumeln yang diblutuhkan. Dalam audit dokumelntasi pellayanan 

kelselhatan, kelkuasaan ini melmungkinkan Ombludsman untuk melmelriksa apakah ada 

pungutan yang tidak sah atau pellanggaran proseldur rujukan yang dapat melrugikan 

pasieln blelrdasarkan catatan telrtulis dari instansi telrselblut. UU No. 23 Tahun 2014 

melngelnai Pelmelrintahan Daelrah (Pasal 351 ayat 1), Kelwlelnangan untuk mellakukan 

audit ini didasarkan pada tanggung jawlabl Pelmelrintah Daelrah untuk melmblelrikan 

informasi yang jellas kelpada lelmblaga pelngawlas nelgara. Hasil dari audit dokumeln 

olelh Ombludsman melnjadi landasan yang kuat untuk melnilai apakah selorang peljablat 

daelrah tellah mellakukan tindakan lalai atau selngaja mellanggar hak-hak publlik di 

daelrah otonom. Kelwlelnangan untuk melngaudit dokumeln ini melnelmpatkan 

Ombludsman selblagai elntitas yang melmpunyai aksels telrhadap "prosels intelrnal" 

blirokrasi daelrah. Dalam kontelks selmangat otonomi daelrah, kelwlelnangan ini sangat 

vital agar Pelmelrintah Daelrah tidak dapat melnyelmblunyikan diri di blalik kelrahasiaan 

dokumeln apablila dokumeln telrselblut melnunjukkan tanda-tanda maladministrasi yang 

dapat melrugikan hak kelselhatan masyarakat. 

     Pada kelselmpatan ini, kajian ini ingin melmblelrikan contoh satu dari 

blelblelrapa meltodel yang digunakan Ombludsman dalam mellakukan pelngawlasan, yakni 
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mellalui meltodel kajian kelblijakan. Hasil dari kajian kelblijakan ini dapat melmblelrikan 

dampak yang lelblih blelsar telrhadap pellayanan publlik di lapangan. Sellain itu, hasil 

kajian telrselblut juga melmbluka ruang pastisipasi yang lelblih luas, melmfasilitasi 

diskusi yang lelblih selimblang, selrta melnghasilkan kelblijakan yang lelblih matang.
64

 

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melngelnai Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia, tugas Ombludsman adalah melmantau pellaksanaan pellayanan 

publlik yang dilakukan olelh Pelnyellelnggara Nelgara dan tata Kellola pelmelrintahan 

yang blaik, blaik di tingkat pusat maupun daelrah, telrmasuk yang diadakan olelh 

BLUMN, BLUMD, selrta BLahan Hukum Milik Nelgara dan pihak swlasta atau individu 

yang diblelrikan tanggung jawlabl untuk melnyellelnggarakan pellayanan publlik telrtelntu. 

Olelh karelna itu, Ombludsman Relpubllik Indonelsia selsungguhnya blelrpelran selblagai 

salah satu ellelmeln pelngawlasan dalam systelm pelngawlasan di Indonelsia, yaitu blelntuk 

pelngawlasan Lelmblaga nelgara dan pelmelrintahan lainnya, selrta dalam mellaksanakan 

tugas dan kelwlelnangannya tidak telrpelngaruh olelh intelrvelnsi dari kelkuasaan lain.
65

 

Sellain melngawlasi pellayanan kelpada Masyarakat. Ombludsman juga blelrtugas untuk 

melncelgah dan melnangani masalah dalam pellayanan publlik.
66

 Lelmblaga ini didirikan 

blelrdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melngelnai Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia untuk melnciptakan pelnyellelnggara nelgara dan pelmelrintahan 

yang opelrasional, elfisieln. Transparan, jujur selrta blelblas dari tindakan korupsi, kolusi, 

dan nelpotismel.
67
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     Pellayanan publlik sellalu melnjadi ellelmeln pelnting dalam kelhidupan 

masyarakat. Lelmblaga pelmelrintah harus melnyeldiakan pellayanan publlik yang selsuai 

delngan Standar Opelrasional Pellayanan (SOP).  

     Ombludsman blelrtugas melmelriksa laporan yang melmuat dugaan 

maladministrasi dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik dan melmblelrikan saran 

atau relkomelndasi kelpada pihak yang diblelri informasi. Ombludsman melmblelrikan 

relkomelndasi seltellah melmpelrtimblangkan manfaatnya blaik blagi telrlapor maupun 

pellapor. Tujuan utama dari relflelksi ini adalah untuk melncelgah telrlapor mellakukan 

tindakan maladministrasi blaru di kelmudian hari. Delngan melmpelrtimblangkan 

manfaat-manfaat telrselblut, relkomelndasi Ombludsman diharapkan dapat dilaksanakan 

selcara elfelktif. BLelrdasarkan sifat dan tujuannya, produk yang direlkomelndasikan olelh 

BLrokelr diblagi melnjadi blelblelrapa jelnis, yang selcara umum dapat diklasifikasikan 

melnjadi elmpat kellompok. Ombludsman hadir di telngah masyarakat di saat 

kelpelrcayaan telrhadap pelnyeldia layanan publlik mulai melnurun. Olelh karelna itu, 

elkspelktasi dan elkspelktasi masyarakat telrhadap dirinya sangat tinggi. ELkspelktasi 

masyarakat yang tinggi melnimblulkan rasa kelcelwla telrhadap kinelrja blrokelr yang 

kurang optimal. Hal ini telrlihat dari kurangnya minat masyarakat untuk mellaporkan 

seltiap keljadian administrasi bluruk yang telrjadi, selhingga sulit blagi Ombludsman 

untuk melnyeltujui dan melndorong kelpelrcayaan masyarakat untuk blelkelrja sama 

dalam pelngawlasan pellayanan publlik untuk melncelgah administrasi bluruk. 

Administrasi publlik yang dinilai melrugikan masyarakat. Anggota ombludsman 

ditelntukan olelh lelmblaga lelgislatif, lalu diangkat olelh prelsideln seltellah blelrkonsultasi 

delngan parlelmeln. Tugas utama dari lelmblaga ini adalah mellindungi masyarakat dari 

pellanggaran hak, pelnyalahgunaan kelkuasaan, kelsalahan, kellalaian, kelputusan yang 

tidak adil, selrta praktik maladministrasi. Usaha ini blelrtujuan untuk melningkatkan 

mutu layanan administrasi publlik, melndorong transparansi kelblijakan pelmelrintah, 

dan melmastikan blahwla pelmelrintah dan pelgawlainya blelrtanggung jawlabl kelpada 
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masyarakat. Ombludsman nasional adalah lelmblaga pelngawlas yang blelrlandaskan 

Pancasila dan blelrsifat indelpelndeln. Lelmblaga ini melmiliki kelkuasaan untuk 

mellakukan klarifikasi, pelmantauan, selrta pelmelriksaan telrkait laporan masyarakat 

melngelnai blagaimana pelmelrintah melnjalankan tugasnya, khususnya olelh pihak 

peljablat atau pelnyellelnggara nelgara. Selsuai keltelntuan yang blelrlaku, fokus utama 

kelkuasaan ombludsman nasional telrleltak pada pelngawlasan pellayanan publlik kelpada 

masyarakat. Kelwlelnangan ombludsman dalam ranah pelradilan telrblatas pada 

pelngawlasan administratif layanan, tanpa melnilai sublstansi atau isi putusan 

pelngadilan itu selndiri. Ini seljalan delngan prinsip indelpelndelnsi kelkuasaan kelhakiman 

yang dijalankan olelh lelmblaga pelradilan, di mana hakim melmiliki otoritas pelnuh 

untuk melnelgakkan hukum dan keladilan mellalui prosels pelradilan. Layanan 

administrasi pelradilan melncakup pelnyeldiaan informasi blagi pelncari keladilan telntang 

jadwlal pelmelriksaan pelrkara, kelcelpatan pelnyellelsaian kasus, kelpastian bliaya, selrta 

upaya agar prosels tidak blelrlarut-larut. Jika pihak telrtelntu melrasa tidak puas delngan 

kelputusan pelngadilan, kelluhan itu tidak blisa diajukan kel ombludsman. Selblagai 

altelrnatif, telrdapat melkanismel hukum lain selpelrti blanding, kasasi, atau pelninjauan 

kelmblali untuk mellakukan upaya hukum yang selsuai.
68

 

     Pada dasarnya, pellayanan adalah prosels intelraksi langsung di mana satu 

orang blelrhublungan delngan lainnya, dan fokusnya adalah untuk melmblelrikan 

kelpuasan kelpada pellanggan. Pelngelrtian dari pellayanan publlik melncakup aktivitas 

atau manfaat yang ditawlarkan olelh pelnyeldia layanan, yakni organisasi, kelpada 

konsumeln yang melnelrima layanan yang blelrsifat intangibllel dan tidak dapat dimiliki. 

Pelmblelrian layanan publlik olelh aparat pelmelrintah kelpada masyarakat melrupakan 

pelnjablaran dari fungsi aparat nelgara selblagai pellayan publlik, selhingga posisi aparat 
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56 

 

pelmelrintah dalam layanan umum sangat pelnting, karelna dapat melnelntukan seljauh 

mana pelmelrintah mampu melmblelrikan pellayanan yang telrblaik kelpada masyarakat 

dan seljauh mana nelgara tellah melnjalankan fungsinya selsuai delngan tujuan 

pelmblelntukannya. Untuk melningkatkan kualitas pellayanan yang diblelrikan olelh 

aparatur pelmelrintah, pelmelrintah melnggulirkan Kelputusan Melntelri Pelndayagunaan 

Aparatur Nelgara Nomor: 63/KELP/M. PAN/7/2003 melngelnai Peldoman Umum 

Pelnyellelnggaraan Pellayanan Publlik. Melnyeldiakan pellayanan publlik blukanlah hal 

yang mudah, telrutama dalam layanan yang blelrsifat jasa dan administrasi, namun saat 

ini melnjadi fokus utama di blelrblagai nelgara delmokrasi, telrutama di Indonelsia. 

Pelnyelrahan pellayanan publlik melnjadi ukuran untuk melnilai apakah suatu nelgara 

blelrhasil atau tidak dalam melnjalankan fungsinya. Kelpuasan yang pelrlu dipelrhatikan 

olelh pihak pelnyellelnggara layanan publlik selblabl kelpuasan masyarakat akan 

melnelntukan selblelrapa suksels pelmelrintah dalam melmblelrikan layanan publlik.
69

 

     Dari sudut pandang hukum tata nelgara, pelnting untuk mellihat blagaimana 

pelran dan tugas Ombludsman diatur, selrta seljauh mana Lelmblaga ini mampu melnjaga 

pelmelrintahan yang blaik di Indonelsia. Ombludsman adalah Lelmblaga nelgara yang 

blelrtugas melngawlasi selcara indelpelndelnt pellaksanaan pellayanan publlik, delngan 

tujuan mellindungi hal-hak wlarga nelgara dari tindakan pelnyalahgunaan kelwlelnangan 

olelh pelmelrintah atau Lelmblaga publlik lainnya. Dalam hukum tata nelgara, 

Ombludsman blelrfungsi selblagai meldiator antara Masyarakat dan pelmelrintah, 

melmastikan blahwla tindakan administrativel yang dilakukan Lelmblaga publlik selsuai 

delngan hukum dan prinsip keladilan. Dalam kelrangka hukum tata nelgara, 

Ombludsman blelrpelran selblagai melkanismel pelmelriksaan dan kelselimblangan 

kelkuasaan untuk melncelgah selrta melngorelksi tindakan pelnyalahgunaan wlelwlelnang 

                                                 
69 BLasruddin, (2022), "Pelngaruh Kualitas Pellayanan, Pelndidikan Dan Karaktelristik Individu 
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olelh peljablat publlik. Lelmblaga ini juga melmpelrkuat transparansi dan akuntablilitas 

dalam pelmelrintahan delngan melngawlasi kelblijakan publlik dan melmastikan blahwla 

hak-hak wlarga nelgara sellalu dihormati.
70

 

     Kelwlelnangan Ombludsman dalam pelngawlasan pellayanan publlik daelrah 

melliputi melnelrima laporan maladministrasi (pelnyimpangan proseldur, pelnundaan, 

pungli, pelnyalahgunaan wlelwlelnang) dari masyarakat, mellakukan pelmelriksaan 

sublstansi dan invelstigasi, selrta melmblelrikan relkomelndasi pelrblaikan kel 

pelnyellelnggara pellayanan publlik (Pelmelrintah Daelrah), blahkan mellakukan kajian 

kelblijakan untuk melncelgah maladministrasi di daelrah, melskipun kelkuatan elkselkusi 

relkomelndasinya telrblatas pada sanksi administratif blagi peljablat telrkait. Kajian ini 

sellanjutkan akan blelrtanya melngelnai dasar dan blatas kelwlelnangan Ombludsman 

dalam pelngawlan pellayanan publlik otonomi daelrah. Melskipun otoritas pelmelrintah 

blelrsumblelr pada wlelwlelnang dan dellelgasi, pelrkelmblangan situasi di lapangan kelrap 

melnciptakan urgelnsi yang tidak telrakomodasi olelh kelwlelnangan telrikat. Kondisi 

melndelsak ini melnuntut flelksiblilitas mellampaui proseldur normal, dimana 

pelnggunaan kelwlelnangan yang blelrsifat telrikat (Gelblondeln BLelvoelghelid ) dianggap 

tidak lagi melmadai untuk melrelspons kelblutuhan hukum maupun tindakan nyata di 

masyarakat.
71

 Ombludsman melmiliki tanggung jawlabl dan otoritas telrkait delngan 

pellayanan publlik selrta tata kellola yang blaik, teltapi pelnulis blelrpelndapat blahwla 

kelkuasaan Ombludsman yang diatur olelh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

melngelnai Ombludsman Relpubllik Indonelsia masih dianggap sangat telrblatas, telrutama 

dalam hal pelnyellelsaian laporan-laporan maladministrasi yang blelrkaitan delngan 

pelnyellelnggaraan pellayanan publlik. Maladministrasi selcara umum dapat dipahami 

selblagai tindakan yang tidak telpat (telrmasuk pelnundaan dalam melmblelrikan layanan), 
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71 Julista Mustamu, 2025, Diskrelsi Dalam Pelmelrintahan Hak, BLatas Dan Konselkuelnsi 
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tidak sopan, dan kurang pelrhatian telrhadap masalah yang dialami individu, yang 

diselblablkan olelh tindakan pelnyalahgunaan kelkuasaan. Tindakan ini melncakup 

pelmanfaatan kelkuasaan delngan cara yang selwlelnang-wlelnang atau digunakan untuk 

tindakan yang tidak pantas, tidak adil, blelrsifat intimidatif, diskriminatif, dan 

tidak selsuai delngan keltelntuan pelrundang-undangan atau fakta yang ada, juga blisa 

dianggap tidak logis, blelrdasarkan tindakan yang tidak wlajar, tidak adil, yang 

melncakup tindakan, sikap, selrta proseldur yang tidak telrblatas pada aspelk administrasi 

atau pelngellolaan saja. Tanpa adanya sanksi atau tindak lanjut telrhadap relkomelndasi 

yang tidak diimplelmelntasikan. Keltidakjellasan dalam Undang-Undang Ombludsman 

melngelnai status Relkomelndasi yang blelrsifat melngikat ataupun langkah-langkah 

telgas lain blagi Telrlapor yang tidak melngikuti Relkomelndasi Ombludsman melnjadi 

selbluah isu telrselndiri. Sellanjutnya, telrkait delngan wlelwlelnang pelngawlasan, pelnulis 

mellihat blahwla tidak adanya pelmblatasan telrhadap Ombludsman dalam melngawlasi 

pelnyellelnggaraan layanan publlik dan juga tidak ada blatasan melngelnai pelnyellelnggara 

mana saja yang blelrada dalam pelngawlasan Ombludsman. Hal ini jellas melngganggu 

fungsi dari Ombludsman selndiri, karelna kajian ini blelrpelndapat blahwla wlelwlelnang 

Ombludsman ini blelrpotelnsi blelrblelnturan delngan wlelwlelnang lelmblaga pelngawlas 

elkstelrnal lainnya.
72

 

     Pelmelrintah melrelspon tuntutan publlik delngan melnginisiasi modell 

pellayanan yang elfisieln mellalui Sistelm Pellayanan Telrpadu Satu Pintu (PTSP) selrta 

pelneltapan indikator kelblelrhasilan mellalui Standar Pellayanan Minimal (SPM). 

Kelhadiran Ombludsman Relpubllik Indonelsia dalam struktur keltatanelgaraan melnjadi 
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instrumeln krusial untuk melmastikan blahwla fungsi pellayanan publlik blelrjalan 

transparan dan telrblelblas dari praktik maladministrasi.
73

 

     Aturan yang melnjadi dasar ombludsman melngawlasi pellayanan publlik yang 

dikellola olelh pelmelrintah daelrah. Selblelnarnya, nggak spelsifik soal pelmelrintah 

daelrah, selmua yang diawlasi ombludsman telrkait delngan pellayanan publlik. Ya, 

telrmasuk yang dilakukan olelh pelmelrintah daelrah telrhadap Undang-Undang 37 2008. 

Di mana kelwlelnangan Ombludsman melncakup melngawlasi pelnyellelnggaraan 

pellayanan publlik, melnelrima laporan maladministrasi (pelnyimpangan proseldur, 

pelnundaan, pungli, dll.), mellakukan pelmelriksaan sublstansi, invelstigasi, meldiasi, 

hingga melmblelrikan relkomelndasi pelnyellelsaian yang blelrsifat melngikat (telrmasuk 

ganti rugi/relhablilitasi), selrta melmblelri saran pelrblaikan kelpada Prelsideln/Kelpala 

Daelrah/DPR untuk pelncelgahan maladministrasi.  Pokoknya intinya, blasisnya, dasar 

hukumnya pakai Undang-Undang No. 37 2008. Dilihat dari fungsinya, Ombludsman 

melmiliki kelkuasaan untuk melnelrima pelngaduan telrkait dugaan maladministrasi 

dalam pelnyeldiaan layanan publlik. BLelrdasarkan pelngaduan telrselblut, Ombludsman 

blelrhak untuk melnyellidiki tindakan apparat yang dilaporkan atau dikelluhkan. 

BLelrdasarkan hasil pelnyellidikan, Ombludsman kelmudian melngelluarkan relkomelndasi. 

Melngacu pada UU RI No. 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

pasal 8 ayat 1, diselblutkan blahwla “Ombludsman melmiliki hak untuk melngelluarkan 

relkomelndasi blelrkaitan delngan pelnyellelsaian pelngaduan, telrmasuk relkomelndasi 

untuk melmblelrikan kompelnsasi dan/atau relhablilitasi kelpada pihak yang tellah 

dirugikan”. Relkomelndasi melrupakan Kelsimpulan, opini, dan saran yang disusun 

blelrdasarkan hasil pelnyellidikan yang dilakukan olelh Ombludsman, yang ditujukan 

kelpada atasan pihak yang dilaporkan untuk dilaksanakan dan/atau direlspon dalam 

usaha pelningkatan kualitas pelnyellelnggaraan administrasi pelmelrintahan yang blaik. 
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Sellain itu, Ombludsman juga melmiliki hak untuk mellakukan pelnyellidikan selcara 

inisiatif telrhadap dugaan maladministrasi dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publlik.  

     Guna melncelgah telrjadinya pelnyalahgunaan kelkuasaan (deltournelmelnt del 

pouvoir), seltiap Tindakan pelmelrintahan harus sellaras delngan prinsip-prinsip hukum 

administrasi nelgara. Adanya blatasan telrhadap otoritas peljablat telrselblut selcara 

sublstansial blelrfungsi selblagai tamelng pellindung blagi hak-hak Masyarakat dari 

potelnsi tindakan selwlelnangan-wlelnang.
74

 Jika relkomelndasi diablaikan, Ombludsman 

hanya dapat mellaporkan keltidakpatuhan telrselblut kelpada Prelsideln, selrta melndorong 

pelmblinaan atau tindakan administratif mellalui kelmelntelrian telknis selpelrti 

Kelmelntelrian Dalam Nelgelri. Delngan blatasan ini, keldudukan Ombludsman blelrada 

pada posisi selblagai moral forcel dan lelgal supelrvisor artinya, kelblelrhasilan pelran 

Ombludsman sangat blelrgantung pada komitmeln instansi publlik untuk tunduk pada 

prinsip tata kellola pelmelrintahan yang blaik.
75

  

     Di lapangan, blatas kelwlelnangan Ombludsman juga tampak keltika laporan 

masyarakat blelrada di luar ranah pellayanan publlik atau seldang dalam prosels 

pelradilan. Ombludsman tidak dapat melncampuri prosels yudisial, melngintelrvelnsi 

putusan hakim, atau melnilai pelrkara pidana yang blukan blelrkaitan delngan pellayanan 

publlik. Ombludsman juga tidak dapat melmblelrikan salinan deltail laporan yang masuk 

kelpada pihak pelnelliti atau pihak keltiga, karelna laporan telrselblut dilindungi olelh asas 

kelrahasiaan. Ruang gelrak Ombludsman delngan delmikian diblatasi olelh mandatnya: 

melnjaga agar pellayanan publlik blelrjalan selsuai hukum dan proseldur, namun teltap 

tidak melngamblil alih fungsi elkselkutif, lelgislatif, maupun yudikatif.
76
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     Melski melmiliki blatasan telrtelntu, kelwlelnangan Ombludsman teltap 

melmainkan pelran stratelgis dalam sistelm administrasi publlik Indonelsia. Ombludsman 

mampu melndorong akuntablilitas pelnyellelnggara pellayanan publlik, melmpelrblaiki 

kelsalahan administratif yang melrugikan masyarakat, dan melngublah pola kelrja 

blirokrasi mellalui tindakan korelktif maupun relkomelndasi kelblijakan.
77

  

     BLelda kelwlelnangan ombludsman delngan pelngawlas intelrnal pelmda selpelrti 

Inspelktorat itu ya pelngawlasan melrelka intelrnal. Melrelka blelrtanggung jawlabl kelpada 

kelpala daelrah teltap. Kalau ombludsman nggak blelrtanggung jawlabl kelpada kelpala 

daelrah, ombludsman mellakukan pelngawlasan selcara elkstelrnal. Jadi indelpelndel. Itu 

bleldanya, Mandat kelrjanya juga blelrblelda misalnya Inspelktorat kel intelrnal, disiplin 

ombludsman kel elkstelrnal, kualitas layanan publlik atau maladministrasi.
78

  

     Ditamblah Ombludsman melmiliki aturan khusus yang melmpelrkuat 

ombludsman dalam melmelriksa kasus-kasus kelsalahan pellayanan di blidang 

kelselhatan. Mau dia sublstansi kelselhatan, mau dia sublstansi apapun itu. Kita 

aturannya sama pakai Undang-Undang 37 2008. Paling nanti keltika melnganalisis 

kasusnya, kita pakai aturan-aturan yang telrkait delngan blidang kelselhatan. Cari 

pelraturan ombludsman nomor 58 2023 telrkait delngan pelmelriksaan laporan.
79

  

B. Mekanisme Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan 

Pengawasan Layanan Publik Otonomi Daerah Terhadap 

Maladministrasi Di Bidang Kesehatan 

     Ombludsman Relpubllik Indonelsia adalah selbluah Lelmblaga nelgara yang 

melmpunyai tugas untuk melngawlasi pellaksanaan pellayanan publlik yang dilakukan 

olelh pelnyellelnggara nelgara dan pelmelrintahan. Ini juga melncakup pellayanan yang 
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dilaksanakan olelh BLadan Usaha Milik Nelgara, BLadan Usaha Milik Daelrah, BLadan 

Hukum Milik Nelgara, selrta pihak swlasta atau pelrorangan yang diblelrikan tugas untuk 

melngatur pellayanan publlik telrtelntu yang dananya blelrasal dari anggaran nelgara atau 

anggaran daelrah. BLelrkelnaan delngan pelngawlasan ombludsman dalam mellakukan 

pelngawlasan layanan publlik otonmi daelrah telrhadap maladministrasi di blidang 

Kelselhatan, Melkanismel Pelngawlasan dan Pelnanganan Laporan selblagai blelrikut: 

1. Tahap Pelnelrimaan Laporan dan Velrifikasi Formil-Matelriil Telrhadap Laporan 

Masyarakat Guna Melmvalidasi Adanya Indikasi Awlal Maladministrasi dalam 

Pellayanan Kelselhatan Di Daelrah 

      Pada tahap ini, Ombludsman Relpubllik Indonelsia mellakukan sellelksi awlal 

yang sangat keltat mellalui unit Pelnelrimaan dan Velrifikasi Laporan (PVL) untuk 

melmastikan blahwla seltiap kelluhan masyarakat telntang layanan kelselhatan di wlilayah 

melmiliki dasar hukum yang kuat dan melngikuti standar proseldur yang blelrlaku. 

Dalam tahap velrifikasi formal, peltugas akan melmelriksa kellelngkapan dokumeln 

selpelrti idelntitas pellapor yang sah (KTP), surat kuasa jika pellapor diwlakilkan, dan 

blukti nyata blahwla pellapor tellah melncobla melngajukan kelblelratan selcara langsung 

kelpada atasan instansi kelselhatan telrkait (misalnya sudah mellapor kelpada Kelpala 

RSUD atau Kelpala Dinas Kelselhatan teltapi tidak melndapat tanggapan yang 

melmuaskan), karelna Ombludsman hanya blisa blelrtindak jika instansi telrselblut sudah 

diblelri kelselmpatan untuk melmpelrblaiki namun tidak blelrhasil. Dalam velrifikasi 

sublstansi, Ombludsman akan melnganalisis isi pelngaduan untuk melmastikan apakah 

keljadian telrselblut blelnar-blelnar melmiliki unsur maladminstrasi selpelrti pelnundaan 

yang blelrkelpanjangan dalam pelnanganan pasieln darurat, pelnyimpangan proseldur 

dalam klaim BLPJS, atau pelrilaku tidak pantas dari telnaga kelselhatan, selrta 

melmastikan blahwla obljelk laporan telrselblut blukan masalah yang sudah kadaluarsa 

(lelblih dari dua tahun) atau seldang dalam prosels selngkelta di pelngadilan, karelna 
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Ombludsman tidak dipelrblolelhkan untuk campur tangan dalam pelrkara yang seldang 

blelrjalan di sistelm pelradilan. 

2. Tahap Pelmelriksaan Sublstansi dan Pelrmintaan Keltelrangan Kelpada 

Pelnyellelnggara Layanan Kelselhatan Untuk Melmbluktikan Dugaan 

Maladministrasi yang Dilaporkan Olelh Masyarakat 

      Seltellah laporan dinyatakan lolos velrifikasi awlal, Ombludsman akan 

mellanjutkan kel tahap pelnyellidikan yang lelblih melndalam delngan mellakukan 

pelmanggilan relsmi atau melngirim pelrmintaan klarifikasi selcara telrtulis kelpada pihak 

yang dilaporkan, yaitu pelnyellelnggara layanan kelselhatan seltelmpat selpelrti Direlktur 

RSUD, Kelpala Puskelsmas, atau Kelpala Dinas Kelselhatan, untuk melndapatkan 

pelnjellasan yang adil dari sudut pandang blirokrasi melngelnai alasan-alasan telrjadinya 

masalah dalam pellayanan kelpada pasieln. Dalam prosels ini, Ombludsman melmiliki 

hak untuk melminta dokumeln intelrnal yang mungkin blelrsifat rahasia, selpelrti catatan 

meldis (delngan blatasan telrtelntu), dokumeln pelndaftaran pasieln, atau jadwlal kelrja 

telnaga meldis, untuk dicocokkan delngan informasi dari pellapor guna melnelmukan 

pelrbleldaan antara Standar Pellayanan Publlik (SPP) yang dijanjikan dan kelnyataan 

pellayanan yang ditelrima masyarakat di lapangan. Jika ada blukti kuat blahwla 

pelnyellelnggara layanan kelselhatan delngan selngaja melmpelrlamblat prosels, melminta 

bliaya tamblahan di luar tarif relsmi (pungli), atau melngablaikan kelsellamatan pasieln 

karelna alasan administrasi, maka Ombludsman akan melndelsak instansi telrselblut 

untuk selgelra melmblelrikan pelnjellasan yang obljelktif agar unsur maladministrasi dapat 

telridelntifikasi delngan jellas selblellum mellanjutkan kel tahap tindakan lelblih lanjut. 

3. Tahap Invelstigasi Lapangan dan Pelmelriksaan Seltelmpat Dilakukan Untuk 

Melngumpulkan BLukti-BLukti Nyata Telrjadinya Praktik Maladministrasi Di 

Instansi  Kelselhatan  

     Seltellah melndapatkan pelnjellasan awlal dari pelngadu dan telradu, 

Ombludsman akan melngirimkan tim pelnyidik untuk mellakukan celk langsung kel 
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telmpat kelselhatan yang dilaporkan—selpelrti rumah sakit umum daelrah, puskelsmas, 

atau pusat layanan administratif Dinas Kelselhatan—untuk melmelriksa kelselsuaian data 

yang tellah diblelrikan selblellumnya delngan kelnyataan di lokasi pellayanan publlik. 

Dalam prosels pelnyellidikan ini, Ombludsman melmiliki wlelwlelnang hukum yang luas, 

selhingga melrelka dapat mellakukan pelmelriksaan melndadak untuk mellihat langsung 

blagaimana blirokrasi blelrjalan, melngamati apakah fasilitas kelselhatan melmelnuhi 

standar pellayanan minimal yang dijanjikan dalam otonomi daelrah, selrta mellakukan 

wlawlancara langsung delngan saksi-saksi di lapangan selpelrti peltugas kelselhatan, staf 

administrasi, atau pasieln lain yang seldang melnunggu untuk melndapatkan gamblaran 

lelngkap telntang pola pelnyimpangan administrasi yang telrjadi. Tujuan utama dari 

pelmelriksaan di lokasi ini adalah untuk melmastikan tidak ada pelngublahan informasi 

olelh pihak pelnyellelnggara layanan kelselhatan di daelrah, selrta melngumpulkan blukti-

blukti fisik atau catatan insideln yang dapat melnunjukkan apakah ada tindakan 

diskriminasi, pelngablaian kelwlajiblan hukum, atau keltidakmampuan peltugas dalam 

melnangani hak-hak kelselhatan masyarakat yang dilindungi olelh hukum. 

4. Tahap Meldiasi atau Konsiliasi antar Para Pihak Selblagai Upaya Pelnyellelsaian 

Damai Antara Pellapor Dan Pelnyellelnggara Layanan Kelselhatan Guna 

Melmpelrblaiki Dampak Maladministrasi 

     Dalam fasel ini, Ombludsman Relpubllik Indonelsia blelrtindak selblagai pihak 

neltral yang melnyatukan pellapor (masyarakat yang melngalami kelrugian) dan telrlapor 

(pelnyellelnggara layanan kelselhatan selpelrti Direlktur RSUD atau Kelpala Dinas 

Kelselhatan) dalam selbluah forum relsmi untuk melncari solusi dan titik kelselpakatan 

telrkait selngkelta maladministrasi yang telrjadi mellalui kelselpakatan sukarella antara 

keldua pihak. Prosels ini bliasanya ditelrapkan pada kasus kelselhatan yang blelrsifat 

individual atau spelsifik—selpelrti keltelrlamblatan pelnelrblitan surat rujukan, 

pelrsellisihan bliaya pelngoblatan, atau pelrblaikan sikap staf meldis—di mana 

Ombludsman melmfasilitasi dialog agar pihak rumah sakit blelrseldia melngakui 



 

 

65 

 

kelkurangan dalam layanan melrelka dan selgelra mellakukan tindakan pelrblaikan yang 

konkrelt (selpelrti melmblelrikan kompelnsasi atau pelrmohonan maaf relsmi), selmelntara 

pellapor melmpelrolelh jaminan blahwla haknya dipelnuhi tanpa pelrlu melnunggu prosels 

pelnyellidikan yang panjang hingga kel tahap relkomelndasi. Sangat pelnting untuk 

dicatat blahwla meldiasi ini hanya dapat blelrlangsung jika keldua pihak selpakat, tidak 

melliblatkan unsur kriminal, dan hasil kelselpakatan dituangkan dalam "Akta 

Konsiliasi" atau "BLelrita Acara Meldiasi" yang blelrsifat melngikat dan harus 

dilaksanakan olelh instansi kelselhatan selblagai blelntuk pelrtanggungjawlablan publlik 

dalam kontelks otonomi daelrah. 

5. Tahap Pelnyusunan dan Pelnyampaian Laporan Akhir Hasil Pelmelriksaan 

(LAHP) Melmuat Kelsimpulan selrta Opini Melngelnai Telrblukti atau Tidaknya 

Tindakan Maladministrasi Olelh Pelnyellelnggara Layanan Publlik 

     Pada tahap ini, Ombludsman Relpubllik Indonelsia melnyusun selmua telmuan, 

blukti lapangan, dan analisis hukum dari prosels pelmelriksaan kel dalam dokumeln 

relsmi yang diselblut Laporan Akhir Hasil Pelmelriksaan (LAHP). LAHP blelrfungsi 

selblagai "putusan" administratif yang melnyatakan selcara telgas apakah pelnyellelnggara 

layanan kelselhatan daelrah—misalnya RSUD atau Dinas Kelselhatan—tellah 

mellakukan maladministrasi telrhadap pellapor atau tidak. Sellain melnyajikan 

kelsimpulan telntang pellanggaran proseldur, blagian paling pelnting dari LAHP adalah 

"Tindakan Korelktif". BLagian ini melmuat instruksi yang spelsifik, telrukur, dan diblelri 

telnggat wlaktu (umumnya 30 hari kelrja) yang wlajibl dilaksanakan olelh Kelpala 

Daelrah atau pimpinan instansi kelselhatan telrkait. Instruksi telrselblut dimaksudkan 

untuk melmpelrblaiki sistelm layanan yang rusak, melmulihkan hak pasieln yang 

telrablaikan, atau melmblelrikan sanksi intelrnal kelpada peltugas meldis yang mellanggar 

kodel eltik pellayanan publlik. Pelnyampaian LAHP melrupakan blelntuk pelnelgakan 

hukum administratif dalam kelrangka otonomi daelrah. Jika instansi telrlapor tidak 

mellaksanakan tindakan korelktif dalam telmpo yang ditelntukan tanpa alasan yang sah, 
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Ombludsman akan melncatat keltidakpatuhan telrselblut, yang blelrpotelnsi blelrlanjut kel 

elskalasi sanksi lelblih blelrat pada tahap blelrikutnya. 

6. Tahap Relkomelndasi dan Monitoring Kelpatuhan Selblagai Tahap Akhir Jika 

Pelnyellelnggara Layanan Tidak Melnindaklanjuti Saran Pelrblaikan atas 

Maladministrasi yang Ditelmukan dalam LAHP 

     Pada tahap ini, jika Laporan Akhir Hasil Pelmelriksaan (LAHP) dan 

relkomelndasi korelktif selblellumnya diablaikan olelh pelnyellelnggara layanan kelselhatan 

daelrah misalnya Direlktur RSUD atau Kelpala Dinas Kelselhatan Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia akan melngelluarkan "Relkomelndasi". Dokumeln ini melmiliki 

keldudukan hukum telrtinggi dan blelrsifat wlajibl blagi atasan telrlapor, yaitu BLupati, 

WLali Kota, atau Gublelrnur, untuk melnindaklanjuti telmuan maladministrasi selcara 

sistelmik. BLelrblelda delngan pelmelriksaan bliasa, Relkomelndasi ini melmblawla telkanan 

moral dan administratif yang kuat karelna Ombludsman mellakukan monitoring 

kelpatuhan blelrkala dan mellaporkan keltidakpatuhan selcara blelrjelnjang kelpada 

Prelsideln Relpubllik Indonelsia. Ombludsman juga dapat melmpubllikasikan nama 

instansi kelselhatan dan peljablat daelrah yang tidak koopelratif kel meldia massa selblagai 

blelntuk telkanan sosial. Dalam blingkai otonomi daelrah, keltidakpatuhan telrhadap 

Relkomelndasi ini dapat telrcatat nelgatif dalam elvaluasi kinelrja pelmelrintah daelrah 

olelh Kelmelndagri. Tahap ini melmastikan pelmulihan hak kelselhatan masyarakat dan 

pelnjatuhan sanksi kelpada peljablat yang lalai selsuai pelraturan pelrundang-undangan 

yang blelrlaku. 

     Maladministrasi melrujuk pada tindakan atau pelrilaku yang blelrtelntangan 

delngan hukum, mellelwlati blatas kelkuasaan, selrta melnggunakan kelkuasaan untuk 

tujuan yang blelrblelda dari yang selharusnya, telrmasuk kellalaian atau pelngablaian 

tanggung jawlabl hukum dalam pelnyellelnggaraan layanan publlik yang dilakukan olelh 

pelnyellelnggara pelmelrintahan, yang melnyelblablkan kelrugian matelrial atau immatelrial 

blagi masyarakat dan individuDalam melnjalankan kelwlelnangannya, Ombludsman 
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tidak dipelrblolelhkan untuk melncampuri kelblelblasan hakim dalam melmbluat 

kelputusan. Delngan delmikian, dalam melmelriksa Laporan, Ombludsman tidak hanya 

fokus pada kelwlelnangan yang blelrsifat melmaksa, selpelrti pelmanggilan, teltapi juga 

diharapkan untuk melngeldelpankan pelndelkatan pelrsuasif kelpada selmua pihak agar 

Pelnyellelnggara Nelgara dan pelmelrintah melnyadari untuk melnyellelsaikan Laporan 

telrkait dugaan Maladministrasi dalam pelnyellelnggaraan layanan publlik. Delngan 

melnelrapkan meltodel ini, blelrarti tidak seltiap Laporan harus disellelsaikan mellalui 

prosels Relkomelndasi. Ini adalah pelrbleldaan kunci antara Ombludsman dan institusi 

pelnelgakan hukum atau pelngadilan dalam melnangani Laporan. 

     Ombludsman dalam melnjalankan tugasnya didukung olelh dua undang-

undang, yaitu UU Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia 

dan UU Nomor 25 Tahun 2009 telntang pellayanan Publlik. Dalam melnjalankan tugas, 

fungsi, dan wlelwlelnangnya untuk melnangani laporan dugaan maladministrasi dalam 

pelnyellelnggaraan pellayanan publlik, Ombludsman melnggunakan prinsip-prinsip nilai 

yang melnjadi dasar dalam seltiap tindakan, yaitu prinsip kelpatutan, keladilan, non 

diskriminasi, neltral, akuntablilitas, kelselimblangan, keltelrblukaan, dan kelrahasiaan. 

Melskipun keldua undang-undang telrselblut melnjadi dasar blagi Ombludmsan, kelduanya 

melmiliki pelrbleldaan dalam hal pelrsyaratan pelnelrimaan laporan dari Masyarakat. 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 melnuntut agar selblellum laporan disampaikan 

kelpada Ombludsman, laporan telrselblut harus telrlelblih dahulu dilaporkan kel pihak 

yang telrliblat. Selmelntara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun  2009 tidak 

melwlajiblkan prosels ini. Hal ini melmbluat Masyarakat yang ingin mellaporkan kasus 

kelpada Ombludsman seldikit blingung. Telrutama blagi melrelka yang tinggal jauh dari 

kantor pelrwlakilan Ombludsman atau blahkan delkat delngan kantor telrselblut. 

Melmelnuhi pelrsyaratan formal delngan mellaporkan  telrlelblih dahulu kel pihak telrlapor 

melmblutuhkan selmangat dan kelsadaran yang tinggi, yang tidak dimiliki olelh selmua 

orang karelna blelrblagai alasan social dan bludaya. Olelh karelna itu, prosels mellaporkan 
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telrlelblih dahulu kel pihak telrlapor teltap melnjadi syarat yang harus dipelnuhi. BLelrblelda 

delngan Undang-undang pellayanan publlik, dalam pasal 42 UU No. 25 Tahun 2009, 

tidak dipelrlukan untuk mellaporkan telrlelblih dahulu kel pihak telrlapor, selhingga 

Masyarakat dapat langsung melnyampaikan laporan kel Ombludsman tanpa harus 

mellalui prosels tamblahan. Untuk melnyatakan blahwla ada suatu kelwlajiblan yang tellah 

ditelntukan, digunakan kata "wlajibl". Jika kelwlajiblan telrselblut tidak dipelnuhi, maka 

orang yang blelrsangkutan akan dikelnai sanksi. Contoh dari pelnggunaan kata "wlajibl" 

blisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telntang Kelimigrasian Pasal 

8 (1), yang melnyatakan blahwla seltiap orang yang masuk atau kelluar wlilayah 

Indonelsia harus melmiliki dokumeln pelrjalanan yang sah dan masih blelrlaku. Sellain 

kata "wlajibl", dalam blahasa Indonelsia juga telrdapat kata "harus" yang artinya hampir 

sama. Namun, pelnafsiran kata "harus" selcara normatif tellah diatur dalam Lampiran II 

Nomor 269, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telntang Pelmblelntukan Pelraturan 

Pelrundang-Undangan. Dalam dokumeln telrselblut dijellaskan blahwla kata "harus" 

digunakan untuk melnyatakan pelmelnuhan suatu kondisi atau pelrsyaratan telrtelntu. 

Jika kelharusan telrselblut tidak dipelnuhi, maka orang yang blelrsangkutan tidak akan 

melmpelrolelh selsuatu yang selharusnya didapatkan jika ia melmelnuhi kondisi atau 

pelrsyaratan telrselblut. Contoh dari pelnggunaan kata "harus" telrdapat dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2011 telntang Akuntan Publlik Pasal 6 (1), yang melnyatakan 

blahwla untuk melndapatkan izin melnjadi Akuntan Publlik, selselorang harus melmelnuhi 

syarat-syarat telrtelntu, selpelrti melmiliki selrtifikat tanda lulus ujian profelsi akuntan 

publlik yang sah, melmiliki pelngalaman praktik, melnjadi anggota Asosiasi Profelsi 

Akuntan Publlik yang diteltapkan olelh Melntelri, dan melmiliki Nomor Pokok WLajibl 

Pajak. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia melnelgaskan blahwla maladministrasi dapat melnyelblablkan kelrugian blagi 

masyarakat, blaik yang nyata maupun tidak. Kualitas pellayanan publlik telrlihat dari 

relndahnya kelsadaran masyarakat, adanya pungutan liar, pelnundaan layanan yang 
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lama, blirokrasi yang lamblat, selrta keltidaktransparan dalam prosels administrasi. 

Akiblatnya, kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelmelrintah blelrkurang dan citra nelgatif 

telrhadap pellayanan publlik selmakin telrdelngar. Untuk melnangani masalah ini, 

dipelrlukan organisasi atau lelmblaga yang dapat melnelrima kelluhan masyarakat, 

melnindaklanjuti, selrta melngawlasi pelnyellelnggaraan pellayanan publlik untuk 

melmastikan layanan telrselblut elfelktif dan selsuai harapan masyarakat. Pelran 

Ombludsman Relpubllik Indonelsia (Ombludsman RI) sangat pelnting di sini. 

Pelngawlasan yang dilakukan Ombludsman RI Pelrwlakilan Jakarta Raya dilakukan 

mellalui Pelnilaian Kelpatuhan Pelnyellelnggaraan Pellayanan Publlik (OP3), yang 

melncakup elmpat aspelk pelnting, yaitu kelmampuan pelnyellelnggara pellayanan, 

pelmelnuhan sarana dan prasarana, standar pellayanan, selrta pelngellolaan pelngaduan.
80

 

     Pellayanan publlik adalah hak dasar wlarga nelgara yang harus dipelrhatikan 

dan dipelnuhi olelh pelmelrintah selsuai delngan keltelntuan konstitusi. Namun, dalam 

pelnelrapannya, pellayanan publlik di Indonelsia masih melngalami blelrblagai masalah 

yang melnyelblablkan telrjadinya maladministrasi, selpelrti pelnundaan yang telrus-

melnelrus, pelnyimpangan dalam proseldur, dan kurangnya pellayanan selsuai delngan 

yang selharusnya. Kondisi ini melndorong diblelntuknya lelmblaga nelgara yang 

indelpelndeln, yaitu Ombludsman Relpubllik Indonelsia, yang blelrtugas melngawlasi 

pellaksanaan pellayanan publlik dan melncelgah telrjadinya maladministrasi. Di 

Sumatelra BLarat, pelran Ombludsman RI Pelrwlakilan sangat pelnting melngingat 

pellayanan publlik di sana sangat blelrkaitan langsung delngan kelblutuhan masyarakat, 

selpelrti pelndidikan, kelselhatan, dan pelmelrintahan daelrah.
81
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     Melrujuk pada Pelraturan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Nomor 26 

Tahun 2017 melngelnai proseldur pelnelrimaan, pelmelriksaan, dan pelnyellelsaian 

laporan, prosels pelnanganan laporan dimulai delngan melnelrima laporan dari pellapor 

yang disampaikan kelpada Ombludsman. Pada laporan telrselblut, dilakukan velrifikasi 

telrhadap syarat formal dan syarat matelriil. Syarat formal telrdiri dari, nama lelngkap, 

telmpat dan tanggal lahir, status pelrkawlinan, pelkelrjaan, dan Alamat lelngkap pellapor 

blelselrta fotokopi idelntitasnya, kelmudian surat kuasa, jika laporan disampaikan 

mellalui pihak lain, blelrisi pelnjellasan melngelnai pelristiwla, tindakan, atau Kelputusan 

yang dilaporkan delngan deltail, sudah melmblelrikan laporan selcara langsung kelpada 

pihak telrlapor atau atasan melrelka, namun laporan telrselblut tidak melndapatkan 

pelnyellelsaian yang telpat, dan pelristiwla tindakan atau Kelputusan yang dilaporkan 

harus blellum lelblih dari dua tahun seljak telrjadinya pelristiwla, tindakan, atau 

Kelputusan telrselblut. Ombludsman blisa mellakukan pelmanggilan selcara telrtulis 

kelpada Telrlapor dan/atau Atasan Telrlapor, Saksi, ahli, dan/atau pelnelrjelmah 

untuk dimintai informasi. Pelmelriksaan lapangan dilakukan jika masalah yang 

dilaporkan melmelrlukan blukti selcara visual, melmastikan isi masalah, selrta 

melndapatkan pelnjellasan dari Pellapor atau Kuasa Pellapor, Telrlapor dan/atau Atasan 

Telrlapor, selrta/atau Pihak lain yang Telrliblat saat mellakukan Pelmelriksaan lapangan, 

Tim Pelmelriksa harus melmiliki surat tugas dan kartu idelntitas dari Ombludsman.
82

 

     Ombludsman Relpubllik Indonelsia blelrpelran pelnting dalam melnelgakkan 

keladilan dan melmastikan akuntablilitas dalam pelnyellelnggaraan pellayanan umum di 

Indonelsia. Selblagai Lelmblaga yang blelrdiri selndiri, Ombludsman blelrtugas untuk 

melndelngar kelluhan Masyarakat melngelnai kelsalahan dalam pellayanan, mellakukan 
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pelnyellidikan, melmblelrikan saran, dan melngawlasi pelrblaikan di blelrblagai blidang 

pellayanan umum.
83

 

     Melkanismel pelngawlasan Ombludsman RI telrhadap pellayanan publlik 

otonomi daelrah di blidang kelselhatan dilakukan mellalui dua jalur utama: pelnyellelsaian 

laporan masyarakat dan invelstigasi atas prakarsa selndiri, delngan fokus pada 

pelncelgahan dan pelnanganan maladministrasi. Kellalaian pellapor dalam melmelnuhi 

telnggat wlaktu yang tellah ditelntukan blelrimplikasi pada diskualifikasi aduan, di mana 

laporan dianggap ditarik Kelmblali dan dinyatakan gugur selcara administratif.
84

 

     Dalam melkanismel Pelngawlasan Ombludsman RI blelrtindak selblagai 

lelmblaga pelngawlas elkstelrnal yang indelpelndeln untuk melmastikan hak masyarakat 

dalam melmpelrolelh pellayanan kelselhatan yang blelrkualitas telrpelnuhi. Pelnyellelsaian 

Laporan Masyarakat, Pelnelrimaan Laporan, Pelmelriksaan Sublstansi, dan Tindak 

Lanjut. BLelrdasarkan hasil pelmelriksaan, Ombludsman dapat melmblelrikan 

relkomelndasi. Instansi atau peljablat publlik yang melnelrima relkomelndasi wlajibl 

melnindaklanjuti dalam wlaktu paling lama 60 hari.  Ombludsman melmiliki 

kelwlelnangan konstitusional untuk melmprosels laporan wlarga telrkait administrasi 

pellayanan publlik. Kelwlajiblan pelnyellelsaian laporan blelrada di tangan Ombludsman , 

telrutama Keltika pellapor selcara elksplisit melminta agar prosels meldiasi atau relsolusi 

tidak diselrahkan Kelmblali kelpada pihak pelnyellelnggara.
85

 

     Pelndelkatan yang dilakukan Ombludsman dalam pelncelgahan 

maladministrasi tidak hanya fokus pada idelntifikasi dan pelnyellelsaian masalah, teltapi 
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juga blelrtujuan melnciptakan sistelm pellayanan publlik yang lelblih transparan, 

akuntablell, dan relsponsif telrhadap kelblutuhan masyarakat.
86

 

     Ombludsman melmiliki langkah-langkah formal yang ditelmpuh pelrtama, 

selmua laporan divelrifikasi dulu, dia sudah melmelnuhi syarat atau tidak. Kalau sudah 

melmelnuhi syarat, akan dilakukan pelmelriksaan. Tim pelmelriksa mellakukan 

pelmelriksaan selcara sublstantif kelmudian dilakukan pelrmintaan klarifikasi kelpada 

telrlapor blisa telrtulis atau langsung. Sellanjutnya dilakukan pelndalaman, 

pelmblandingan antara relgulasi delngan yang dilakukan. Kalau ada maladministrasi, 

maka ombludsman melnelrblitkan LHP (Laporan Hasil Pelmelriksaan). Kalau tidak ada 

maladministrasi, ditelrblitkan LHP (Laporan Hasil Pelmelriksaan) tapi delngan 

kelsimpulan tidak ditelmukan maladministrasi.
87

  

     Dalam hal tolok ukur hukum atau aturan blaku yang dipakai Ombludsman 

untuk melmutuskan blahwla suatu tindakan layanan kelselhatan Pelmda sudah telrmasuk 

maladministrasi yang melnjadi acuan adalah kalau ada hal-hal yang dilakukan tidak 

selsuai delngan relgulasi itu namanya maladministrasi, misal: standar wlaktu layanan 

IGD, kalau ditellantarkan otomatis maladministrasi. Pasieln BLPJS dipungut bliaya 

blelrarti maladministrasi. Tolak ukurnya teltap aturan yang blelrkaitan delngan layanan 

kelselhatan.
88

 

     Ombludsman juga tidak telrpelngaruh tugasnya telrhadap otonomi daelrah 

yang blelrlaku saat mellakukan pelmelriksaan selblabl Ombludsman itu lelmblaga elkstelrnal 

sellama dia telrkait pelnyellelnggaraan pellayanan publlik, ombludsman melnindaklanjuti. 
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Tinggal kita melmilah, ini kelwlelnangannya Dinkels kah, BLPJS kah, blukan karelna 

otonomi, tapi lelblih kelpada siapa yang dilaporkan.
89

 

C. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menindaklanjuti 

Maladministrasi Di Bidang Kesehatan 

     Dalam sistelm masyarakat delmokratis, maladministrasi melnunjukkan 

blahwla pelmelrintah gagal dalam melmelnuhi hak-hak wlarga nelgara. Artinya, 

pelmelrintah tidak mampu melmblelrikan pelningkatan atau pelrblaikan kualitas 

pellayanan publlik selpelrti yang diharapkan olelh masyarakat. Melnurut Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman Relpubllik Indonelsia, 

maladministrasi adalah tindakan atau pelrilaku yang mellanggar hukum, tidak selsuai 

delngan aturan, selpelrti melnyalahgunakan wlelwlelnang, melnggunakan kelkuasaan untuk 

tujuan yang tidak selmelstinya, atau melngablaikan kelwlajiblan hukum dalam 

melmblelrikan pellayanan publlik. Tindakan maladministrasi yang dilakukan olelh 

peljablat nelgara dapat melnyelblablkan kelrugian, blaik selcara matelri maupun non-matelri, 

kelpada masyarakat atau individu. Peljablat nelgara yang telrliblat dalam praktik 

maladministrasi tidak hanya melncakup pelgawlai nelgelri yang melnjalankan tugas 

selsuai pelraturan pelrundang-undangan. Subljelk dari maladministrasi juga melncakup 

BLadan Usaha Milik Nelgara (BLUMN), BLadan Usaha Milik Daelrah (BLUMD), BLadan 

Hukum Milik Nelgara (BLHMN), hingga pihak swlasta atau individu yang diblelri tugas 

melnyellelnggarakan pellayanan publlik. Telrutama jika selblagian atau selluruh dana yang 

digunakan blelrasal dari Anggaran Pelndapatan dan BLellanja Nelgara (APBLN) atau 

Anggaran Pelndapatan dan BLellanja Daelrah (APBLD). Delngan kata lain, lingkup 

pelrtanggungjawlablan maladministrasi cukup luas karelna melncakup selmua elntitas 

yang melnjalankan fungsi pellayanan publlik atas nama nelgara. Olelh karelna itu, 

melmblicarakan maladministrasi tidak hanya blelrkaitan delngan keltidakmampuan 

                                                 
89 Hasil WLawlancara Narasumblelr, Pelgawlai Ombludsman, Selnin, 10 Novelmblelr 2025 di 

Kantor Ombludsman Relpubllik Indonelsia Pelrwlakilan Provinsi Sumatelra Utara. 



 

 

74 

 

pelmelrintah dalam melnelrapkan tata kellola pelmelrintahan yang blaik, teltapi juga 

blelrkaitan delngan pellanggaran hak-hak dasar masyarakat untuk melmpelrolelh 

pellayanan publlik yang layak, adil, dan transparan. Pelnyalahgunaan wlelwlelnang ini 

blisa blelrupa tindakan melmpelrkaya diri selndiri, orang lain, kellompok telrtelntu, 

blahkan korporasi. Praktik ini tidak hanya melrusak prinsip intelgritas dan tanggung 

jawlabl peljablat publlik, teltapi juga melnyelblablkan kelrugian nyata telrhadap keluangan 

nelgara.
90

 Kelwlelnangan Ombludsman Relpubllik Indonelsia Dalam Melnindaklanjuti 

Maladministrasi Di BLidang Kelselhatan, selblagai blelrikut: 

1. Pelnelrimaan dan Velrifikasi Laporan Masyarakat Syarat Formal untuk 

Melnelmukan Indikasi Maladministrasi di Layanan Kelselhatan 

     Ombludsman melmiliki wlelwlelnang untuk melnelrima laporan dari seltiap 

wlarga nelgara Indonelsia atau pelnduduk yang melrasa dipelrlakukan selcara tidak adil 

atau melngalami pelnyimpangan dalam proseldur layanan kelselhatan, lalu mellakukan 

pelmelriksaan administrasi dan sublstansi untuk melmastikan blahwla laporan yang 

ditelrima blukanlah selngkelta yang seldang dalam prosels hukum. Dalam kontelks 

pellayanan kelselhatan, ini blelrarti melmelriksa apakah pellapor tellah blelrupaya untuk 

melngajukan kelluhan langsung kel unit pelngaduan rumah sakit atau dinas kelselhatan 

yang rellelvan selblellum melmblawla isu telrselblut kel Ombludsman. 

2. Deltelksi dan Invelstigasi untuk Melmbluktikan Praktik Maladministrasi di 

Layanan Kelselhatan 

      Tahap ini adalah langkah awlal dalam melnelliti kelmungkinan pellanggaran 

dalam selktor kelselhatan, blaik mellalui laporan dari masyarakat (pelnyellidikan 

blelrdasarkan laporan yang ditelrima) maupun pelnyellidikan yang dilakukan selcara 

mandiri (pelnyellidikan inisiatif selndiri). Melngacu pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 

37 Tahun 2008, Ombludsman mellaksanakan elvaluasi sublstansi untuk melnelmukan 

                                                 
90 BLelntuk-BLelntuk Maladministrasi Dalam Pelmelrintahan, 

https://sharel.googlel/AELZ5q8LBL5BLM0CHfty Diaksels Pada Tanggal 21 Januari 2026 Pukul 13.42. 



 

 

75 

 

ada tidaknya pelnyimpangan dalam proseldur, pelnundaan yang blelrkelpanjangan, 

pelnyalahgunaan kelkuasaan, atau tindakan diskriminatif yang mungkin dilakukan olelh 

pelnyeldia layanan kelselhatan (selpelrti rumah sakit daelrah, puskelsmas, atau BLPJS). 

Prosels invelstigasi dilakukan delngan cara melngumpulkan blukti yang valid, 

mellaksanakan pelmelriksaan lapangan, selrta melmanggil pihak yang telrlapor untuk 

melmblelrikan keltelrangan di blawlah sumpah jika dipelrlukan. Tujuan dari selmua ini 

adalah untuk melmastikan blahwla kondisi yang ada di lapangan selsuai delngan Standar 

Pellayanan Publlik (SPP) yang harus dipatuhi olelh seltiap instansi kelselhatan selsuai 

delngan UU No. 25 Tahun 2009. 

3. Laporan Akhir Hasil Pelmelriksaan (LAHP) yang Melmuat Telmuan 

Maladministrasi di Layanan Kelselhatan 

     Seltellah prosels pelnyellidikan sellelsai dan blukti kuat melngelnai adanya 

maladministrasi ditelmukan, Ombludsman melnyusun Dokumeln Hasil Pelmelriksaan 

Akhir (DHPA) yang blelrfungsi selblagai dokumeln hukum final di tahap pelmelriksaan. 

Selsuai delngan Pelraturan Ombludsman No. 48 Tahun 2020, DHPA tidak hanya 

laporan administratif, teltapi juga alat yang blelrisi Tindakan Pelrblaikan. Tindakan 

pelrblaikan ini telrdiri dari arahan spelsifik yang harus dilaksanakan olelh atasan telrlapor 

atau kelpala lelmblaga kelselhatan yang blelrsangkutan (selpelrti Kelpala Dinas Kelselhatan 

atau Direlktur Rumah Sakit) untuk melngelmblalikan hak pellapor yang tellah diablaikan. 

DHPA juga melmblelrikan wlaktu telrtelntu blagi pelnyellelnggara untuk mellakukan 

pelrblaikan, dan apablila tindakan pelrblaikan telrselblut tidak dilaksanakan, Ombludsman 

blelrhak untuk melngangkat statusnya melnjadi Relkomelndasi yang blelrsifat wlajibl dan 

melmiliki konselkuelnsi hukum yang lelblih blelsar. 

4. Monitoring Kelpatuhan Telrhadap Saran Pelrblaikan Guna Melnuntaskan 

Maladministrasi di Layanan Kelselhatan 

     Monitoring Kelpatuhan melrupakan langkah pelnting untuk melmastikan 

blahwla tindakan pelrblaikan dalam LAHP tidak hanya telrcatat di kelrtas, teltapi blelnar-
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blelnar dilaksanakan. Pada tahap ini, Ombludsman mellakukan pelngawlasan keltat 

telrhadap pelnyellelnggara layanan kelselhatan untuk mellihat adanya pelrublahan nyata 

pada sistelm blirokrasi melrelka. Jika dalam wlaktu yang tellah ditelntukan (bliasanya 30 

hari kelrja) instansi kelselhatan telrselblut tidak melnunjukkan kelpatuhan atau itikad blaik 

untuk melmpelrblaiki, Ombludsman akan blelkelrja sama delngan lelmblaga pelngawlas 

intelrnal pelmelrintah (selpelrti Inspelktur Jelndelral Kelmelntelrian atau Inspelktorat 

Daelrah) untuk melmblelrikan sanksi administratif selsuai delngan UU No. 23 Tahun 

2014 melngelnai Pelmelrintahan Daelrah. Tujuan utama dari monitoring ini adalah 

"relhablilitasi layanan" untuk melncelgah telrulangnya malpraktik administrasi yang 

dapat melmblahayakan kelsellamatan pasieln atau melrugikan hak publlik atas kelselhatan. 

     Jelnis-jelnis maladministrasi ini kelmudian dipaparkan delngan cara yang 

lelblih seldelrhana agar blisa dipahami olelh publlik atau bliasanya telrjadi pada seltiap 

tahapan dalam pelmblelrian layanan antara lain; pelnundaan yang blelrkelpanjangan, 

kelgagalan dalam melmblelrikan layanan, keltidakmampuan pelnyalahgunaan jablatan, 

pellanggaran proseldur, pelrmintaaan hadiah, tindakan tidak pantas, blelrpihak, 

diskriminasi selrta konflik kelpelntingan. Jika kita melnganalisis makna dari istilah 

maladministrasi dan malpraktik, maka maladministrasi melmiliki cakupan yang lelblih 

luas karelna blelrhublungan delngan selmua aspelk pellayanan publlik yang melncakup 

pellayanan lkelselhatan, seldangkan malpraktik hanya blelrlaku dalam kontelks 

Kelselhatan saja. Melngingat bleltapa luasnya arti dari maladministrasi selrta 

kelmungkinan telrjadinya pelrilaku telrselblut, Ombludsman Relpubllik Indonelsia selblagai 

satu-satunya Lelmblaga nelgara yang diblelrikan mandat untuk melnindaklanjuti selgala 

dugaan maladministrasi, blelrtujuan untuk melndorong pelnyellelnggaraan pelmelrintahan 

yang unggul, elfisieln, transparan, blelrsih, selrta blelblas dari praktik korupsi, kolusi, dan 
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nelpotismel.
91

 Selblagai Lelmblaga yang melngawlasi pellayanan publlik, Ombludsman RI 

blelrtugas melngelvaluasi dan melmelriksa selblelrapa blaik kelmelntrian, Lelmblaga, dan 

pelmelrintah daelrah melngikuti aturan dalam melmblelrikan layanan publlik. Program 

untuk melngawlasi pellayanan publlik ini blelrtujuan untuk “melningkatkan kualitas 

pellayanan publlik”.
92

 

     Pelngawlasan adalah selrangkaian tindakan dilakukan olelh selselorang atau 

kellompok orang, blaik selblagai individu maupun pelgawlai Lelmblaga, dnelgan tujuan 

agar kelgiatan yang diawlasi blelrjalan delngan blelnar dan tidak telrjadi pelnyalahgunaan 

kelkuasaan. Pellayanan publlik adalah aktivitas atau intelraksi antara mnasyarakat dan 

pelmelrintah atau blirokrasi yang tidak blisa dihindari. Hasil pellayanan publlik yang 

blaik akan melmblelntuk pelmelrintahan yang blaik, yaitu good govelrnancel. Karelna 

pelntingnya pellayanan publlik, diblutuhkan Lelmblaga yang indelpelndelnt untuk 

mellakukan pelngawlasan telrhadap selmua kelgiatan telrkait pellayanan publlik agar tidak 

telrjadi pelnyalahgunaan wlelwlelnang.
93

 

     Keltika Ombludsman RI melnelrima laporan melngelnai adanya kelsalahan 

dalam pellayanan administrasi yang dilakukan olelh peljablat pelmelrintah, maka 

Ombludsman  RI akan melmblelrikan relkomelndasi blelrupa pelnjellasan, pelndapat, dan 

saran yang dibluat blelrdasarkan hasil pelnyellidikan yang tellah dilakukan. Jika 

relkomelndasi tellah diblelrikan olelh Ombludsman RI, maka pihak yang dilaporkan dan 

atasan dari pihak telrselblut wlajibl melnjalankan selmua relkomelndasi telrselblut (pasal 38 

ayat (1) UU Ombludsman) agar kualitas pellayanan administrasi pelmelrintah dapat 

melningkat. Sellanjutnya, atasan  dari pihak yang dilaporkan wlajibl mellaporkan hasil 

pellaksanaan relkomelndasi yang tellah dilakukan kelpada Ombludsman RI, lelngkap 
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delngan hasil pelmelriksaannya dalam wlaktu paling lama 60 hari seljak tanggal 

relkomelndasi telrselblut ditelrima (pasal 38 ayat (2) UU Ombludsman). Untuk 

melmastikan relkomelndasi telrselblut dilaksanakan delngan blaik, Ombludsman RI dapat 

melminta keltelrangan dari pihak yang dilaporkan dan/atau atasan melrelka selrta 

mellakukan pelmelriksaan langsung  di lapangan (pasal 38 ayat (3) UU Ombludsman). 

Jika pihak yang dilaporkan dan atasan tidak melnjalankan relkomelndasi atau hanya 

melnjalankan Selblagian relkomelndasi delngan alasan yang tidak dapat ditelrima olelh 

Ombludsman RI, maka Ombludsman RI dapat melmpubllikasikan nama atasan yang 

tidak melmatuhi relkomelndasi telrselblut selrta melnyampaikan laporan kelpada Prelsideln 

(pasal 38 ayat (4) UU Ombludsman).
94

 

     Sellain itu, Ombludsman juga melmiliki hak melmblelrikan saran kelpada 

Prelsideln, Kelpala Daelrah, dan/atau pimpinan lelmblaga nelgara. Tujuannya adalah 

untuk melningkatkan dan melmpelrblaiki kinelrja selrta proseldur pelnyellelnggaraan 

pellayanan publlik agar lelblih elfisieln dan relsponsif telrhadap kelblutuhan wlarga nelgara 

dan/atau masyarakat. Tujuannya adalah melncelgah telrjadinya maladministrasi di 

masa delpan. Ombludsman hadir selblagai dorongan atau telkanan blagi pelmelrintah 

untuk melnjalankan tugasnya delngan blaik dalam melmelnuhi hak-hak wlarga nelgara 

dan masyarakat. Ombludsman ingin melmastikan blahwla pellayanan publlik tidak 

telrjadi selcara selwlelnang-wlelnang, selrta blelblas dari maladministrasi. Delngan 

delmikian, di Indonelsia blisa telrcipta rasa keladilan blagi selmua orang tanpa adanya 

diskriminasi, korupsi, kolusi, dan nelpotismel.
95

 

     Ombludsman Relpubllik Indonelsia (Ombludsman RI) melmiliki kelwlelnangan 

pelnuh untuk melnindaklanjuti maladministrasi di blidang kelselhatan karelna pellayanan 

kelselhatan melrupakan blagian dari pellayanan publlik yang diawlasi olelh Ombludsman 
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RI. Ombludsman Relpubllik Indonelsia adalah lelmblaga nelgara yang indelpelndelnt, 

diblelntuk selsuai delngan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telntang Ombludsman 

Relpubllik Indonelsia. Lelmblaga ini tidak melmiliki hublungan langsung delngan 

Lelmblaga nelgara lain atau instansi pelmelrintahan, selrta blelblas dari campur tangan 

olelh pihak-pihak lain dalam melnjalankan tugas dan wlelwlelnangnya. Pellayanan 

telrselblut juga melncakup yang diblelrikan olelh BLadan Usaha Milik Nelgara, BLadan 

Usaha Milik Daelrah, BLadan Hukum Nelgara, selrta BLadan Swlastaa tau Individu yang 

diblelri tugas untuk melnyellelnggarakan layanan publlik telrtelntu.
96

 

     Melnurut keltelntuan hukum, relkomelndasi Ombludsman blelrsifat melngikat 

selcara administratif telrhadap telrlapor dan/atau atasan telrlapor: instansi 

pelnyellelnggara layanan publlik wlajibl melnindaklanjuti relkomelndasi telrselblut dalam 

jangka wlaktu telrtelntu. Artinya, relkomelndasi Ombludsman blukan hanya selblatas saran 

moral, mellainkan mandat hukum untuk pelrblaikan administratif.
97

 Maka dari itu 

melngikuti hasil relkomelndasi yang dikelluarkan olelh Ombludsman itu blelrsifat wlajibl 

dikarelnakan kelkuatan hukum dari relkomelndasi dari Ombludsman itu itu sifatnya 

wlajibl dilaksanakan olelh telrlapor. BLahkan, di Undang-Undang Pelmelrintah Daelrah, 

Pelmelrintah daelrah wlajibl melnjalankan relkomelndasi ombludsman
98

. 

     Keltika relkomelndasi tidak dijalankan ada sanksinya. Salah satunya 

pelmblinaan kelpada kelpala daelrah. Di Undang-Undang 25 2009 ada sanksi 

administratif. Di Undang-Undang pelmda juga ada sanksi telrkait tidak 

dilaksanakannya relkomelndasi.
99

 Dalam kontelks pelmelrintahan daelrah, apablila 

telrlapor adalah peljablat daelrah (misalnya kelpala daelrah), keltidakpatuhan telrhadap 

relkomelndasi Ombludsman blisa blelrakiblat pada sanksi administratif selblagaimana 
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diatur dalam relgulasi pelmelrintahan daelrah misalnya pelmblinaan khusus, 

pelnonaktifan selmelntara tugas, atau pelngalihan tugas kelpada peljablat lain.
100

 

     Namun jika relkomelndasi tidak dilaksanakan Ombludsman dapat 

melngangkat kasus telrselblut kel lelvell lelblih tinggi: lelmblaga blolelh melmpubllikasikan 

nama instansi/atasan telrlapor, dan melmbluat laporan relsmi kelpada peljablat tinggi 

nelgara selpelrtI Prelsideln Relpubllik Indonelsia selhingga telkanan politik dan 

relputasional dapat melndorong tindakan korelktif atau sanksi administratif.
101

 Laporan 

telrselblut blisa langsung aja laporan kelpada prelsideln. Kalau tidak dijalankan 

relkomelndasi, ombludsman melnyampaikan laporan kelpada prelsideln. Relkomelndasi 

kan ditelrblitkan olelh pusat dan pelrwlakilan tidak sampai kel sana. 

     Telrakhir Ombludsman melmastikan blahwla Relkomelndasi yang sudah 

dikelluarkan kelpada Dinas Kelselhatan atau RSUD blelnar-blelnar dilaksanakan delngan 

cara monitoring. Ombludsman itu seltiap melnelrblitkan produk, itu pasti dimonitoring 

ellama 30 hari lalu ditanya telrus apakah sudah dilakukan? apa kelndalanya? Contoh 

kasus luka blakar. Kita celk apakah bliaya dikelmblalikan? Apakah selrtifikat rumah 

sudah dikelmblalikan dalam 30 hari.
102

 

     Ombludsman Relpubllik Indonelsia melngawlasi pellayanan publlik, melnangani 

laporan Masyarakat soal kelsalahan dalam pelmelrintahan, dan melmblelrikan saran 

untuk melmpelrblaiki prosels pellayanan publlik.
103

  

 

 

 

                                                 
100 Ombludsman, 2019, Optimalisasi Relkomelndasi Ombludsman, Ombludsman Relpubllik 

Indonelsia 
101 Rajin Sitelpu, 2024, Analisis Telrhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir 

Pelmelriksaan (LAHP)/Relkomelndasi Ombludsman, UNNELS LAWL RELVIELWL.  
102 Hasil WLawlancara Narasumblelr, Pelgawlai Ombludsman, Selnin, 10 Novelmblelr 2025 di 

Kantor Ombludsman Relpubllik Indonelsia Pelrwlakilan Provinsi Sumatelra Utara. 
103 Louisa Yelsami, 2025, Pelngantar Telrhadap Sistelm Hukum Di Indonelsia, BLatam: Yayasan 

Celndikia Mulia Mandiri, halaman 62. 
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     BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Kelwlelnangan Ombludsman dalam Otonomi Daelrah, Ombludsman melmiliki 

kelwlelnangan dalam invelstigasi atas maladministrasi, kelwlelnangan 

pelmelriksaan maladministrasi, kelwlelnangan pelmblelrian relkomelndasi atas 

maladministrasi, kelwlelnangan melminta keltelrangan dan dokumeln atas 

maladministrasi, kelwlelnangan mellakukan meldiasi dan konselnsus atas 

maladministrasi, kelwlelnangan melmblelrikan saran pelrblaikan sistelm atas 

maladministrasi, kelwlelnangan mellakukan pelmelriksaan (Audit) dokumeln atas 

maladministrasi.  

2. Melkanismel Pelngawlasan dalam Kelselhatan, Prosels pelngawlasan yang 

dilaksanakan olelh Ombludsman di selktor kelselhatan dilakukan delngan cara 

telrelncana dimulai dari tahap penerimaan laporan dan verifikasi, tahap 

pemeriksaan substansi dan permintaan keterangan, tahap investigasi, tahap 

mediasi atau konsiliasi, tahap penyusunan dan penyampaian LAHP, tahap 

rekomendasi, tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak kesehatan 

Masyarakat terjamin sesuai dengan norma pelayanan publik. 

3. Tindak Lanjut atas Maladministrasi, selblagai langkah lanjutan telrhadap 

pelnelmuan maladministrasi, yaitu penerimaan dan verifikasi laporan 

Masyarakat, deteksi dan investigasi, kemudian laporan akhir hasil 

pemeriksaan (LAHP), monitoring kepatuhan terhadap saran perbaikan. Jika 

Langkah-langkah ini diabaikan, Ombudsman akan memberikan 

“rekomendasi” yang memiliki posisi hukum tertinggi. Jika rekomendasi 

tersebut juga tidak dilaksanakan, Ombudsman memiliki wewenang untuk 

melaporkan ketidakpatuhan itu kepada Presiden, serta menyebarluaskannya di 

media sebagai tindakan sanksi moral dan administrative. 
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B. Saran 

1. Selblaiknya untuk melngoptimalkan pelngawlasan di daelrah otonom, dipelrlukan 

relgulasi turunan (PP atau Pelraturan Ombludsman) yang melngatur telknis 

koordinasi agar tidak blelrblelnturan delngan lelmblaga pelngawlas lain. Tanpa 

peltunjuk telknis yang deltail, wlelwlelnang Ombludsman akan sulit dielkselkusi di 

lapangan. Standardisasi proseldur mellalui relgulasi yang aplikatif sangat 

dipelrlukan agar elfelktivitas pelngawlasan otonomi daelrah dapat 

dipelrtanggungjawlablkan selcara nyata, blukan hanya di atas kelrtas. 

2. Selblaiknya Ombludsman pelrlu melngimplelmelntasikan sistelm pelngawlasan 

digital telrintelgrasi di RSUD dan Puskelsmas guna melnciptakan melkanismel 

deltelksi dini maladministrasi selcara relal-timel, selhingga relspons telrhadap 

pellanggaran hak pasieln tidak lagi telrhamblat olelh proseldur administratif 

konvelnsional yang melmakan wlaktu.. 

3. Selblaiknya untuk melmpelrkuat daya paksa Ombludsman, Ombludsman 

direlkomelndasikan untuk melnajamkan prosels pelmantauan compliancel 

telrhadap "Tindakan Korelktif" yang diblelrikan kelpada instansi kelselhatan. 

Sellain itu, kelrjasama delngan lelmblaga pelngawlas intelrnal pelmelrintah (selpelrti 

Inspelktorat) pelrlu ditingkatkan agar pelmulihan hak pasieln dan pelrblaikan 

sistelm blirokrasi layanan kelselhatan blelnar-blelnar dapat ditelrapkan di 

lapangan.. 
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Lampiran I Surat Keterangan 
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Lampiran II Daftar Wawancara 

1. Aturan mana yang menjadi dasar utama Ombudsman Sumatera Utara untuk 

mengawasi layanan publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Otonomi 

Daerah)? 

Jawab: yang pertama, aturan yang menjadi dasar Ombudsman mengawasi 

pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebenarnya, ngga 

spesifik soal pemerintah daerah, semua yang diawasi Ombudsman terkait dengan 

pelayanan publik. Ya, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, 

Undang-Undang 37 2008. Ombudsman intinya, dasar hukumnya pakai Undang-

Undang 37 2008. 

2. Apa bedanya kewenangan Ombudsman dengan internal Pemda, seperti 

Inspektorat? Dimana batas kerja Ombudsman? 

Jawab: Beda kewenangan Ombudsman dengan pengawas internal pemda seperti 

Inspektorat, di mana batas kerja. Ya, tentu beda, Inspektorat itu ya pengawasan 

mereka internal. Mereka bertanggungjawab kepada kepala daerah tetap. Kalau 

Ombudsman nggak bertanggungjawab kepada kepala daerah, Ombudsman 

melakukan pengawasan secara eksternal. Jadi independen itu bedanya. Apa 

bedanya kewenangan Ombudsman dengan pengawas internal pemda seperti 

inspektorat? Di mana batas kerja Ombudsman? Mandatnya misalnya Inspektorat 

ke internal, disiplin Ombudsman ke eksternal, kualitas layanan publik atau 

maladministrasi. 

3. Apakah ada aturan khusus yang memperkuat kewenangan Ombudsman untuk 

memeriksa kasus-kasus kesalahan pelayanan di bidang kesehatan? 

Jawab: Aturan khusus yang memperkuat Ombudsman memeriksa kasus-kasus 

kesalahan pelayanan di bidang kesehatan? Nggak ada aturan khusus, mau dia 

substansi kesehatan, mau dia substansi apapun itu, kita aturannya sama pakai 
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Undang-Undang 37 2008, Paling nanti ketika menganalisis kasusnya, kita pakai 

aturan-aturan yang terkait dengan bidang kesehatan. Coba cari peraturan 

Ombudsman terkait dengan pemeriksaan laporan. 

4. Bagaimana langkah-langkah formal yang harus diikuti Ombudsman saat 

menerima laporan tentang layanan kesehatan yang buruk (maladministrasi) dari 

masyarakat? 

Jawab: Langkah-langkah formal ya. Pertama, semua laporan diverifikasi dulu, 

dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat akan 

dilakukan pemeriksaan, tim pemeriksa dilakukan pemeriksaan secara substantif 

kemudian dilakukan permintaan klarifikasi kepada terlapor bisa tertulis atau 

langsung. Selanjutnya dilakukan pendalaman pembandingan anatar regulasi 

dengan yang dilakukan kalau ada maladministrasi, maka Ombudsman 

menerbitkan LAHP, kalau tidak ada maladministrasi diterbitkan LAHP tapi 

dengan kesimpulan tidak ditemukan maladministrasi.  

5. Apa tolak ukur hukum atau aturan baku yang dipakai Ombudsman untuk 

memutuskan bahwa suatu tindakan layanan kesehatan Pemda sudah termasuk 

maladministrasi? 

Jawab: Kalau ada hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi itu 

maladministrasi, standar waktu layanan IGD, kalau ditelantarkan, otomatis 

maladministrasi. Pasien BPJS dipungut biaya berarti maladministrasi. Tolak 

ukurnya tetap aturan yang berkaitan dengan layanan kesehatan. 

6. Apakah adanya otonomi daerah (kewenangan Pemda untuk mengatur sendiri) 

mempengaruhi cara Ombudsman melakukan pemeriksan? 

Jawab: Ombudsman eksternal selama dia terkait penyelenggaraan pelayanan 

publik Ombudsman menindaklanjuti. Tinggal kita memilah, ini kewenangannya 

Dinkes kah, BPJS kah bukan karena otonomi, tapi lebih kepada siapa yang 

dilaporkan. 
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7. Apa kekuatan hukum dari Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman? Apakah 

Pemda atau RSUD wajib menjalankannya? 

Jawab: Kekuatan hukum dari rekomendasi silahkan baca di Undang-Undang 37 

2008, rekomendasi itu sifatnya wajib dilaksanakan oleh terlapor. Bahkan di 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjalankan 

rekomendasi Ombudsman. 

8. Jika instansi kesehatan Pemda tidak mau menjalankan Rekomendasi 

Ombudsman, sanksi apa yang secara hukum bisa diberikan kepada mereka? 

Jawab: Kalau tidak dijalankan ada sanksinya salah satunya pembinaan kepada 

kepala daerah seperti di Undang-Undang 25 2009 ada sanksi administratif. Di 

Undang-Undang pemda juga ada sanksi terkait tidak dilaksanakannya 

rekomendasi. 

9. Jelaskan alur resmi Ombudsman dalam menyampaikan saran atau laporan kepada 

Presiden jika rekomendasi tidak ditanggapi? 

Jawab: Langsung aja laporan kepada Presiden. Kalau tidak dijalankan 

rekomendasi, Ombudsman menyampaikan laporan kepada Presiden. Karena 

rekomendasi diterbitkan oleh pusat perwakilan tidak sampai ke sana. 

10. Bagaimana Ombudsman memastikan bahwa rekomendasi yang sudah 

dikeluarkan kepada Dinas Kesehatan atau RSUD benar-benar dilaksanakan? 

Jawab: Monitoring. Ombudsman itu setiap menerbitkan produk, itu pasti 

dimonitoring selama 30 hari, ditanya terus apakah sudah dilakukan, apa 

kendalanya. Contoh kasus luka bakar. Kita cek apakah biaya dikembalikan, 

apakah sertifikat rumah sudah dikembalikan dalam 30 hari. 
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Lampiran III Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Mory Di Kantor 

Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara  

 

 

 

 

 

 


